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KATA PENGANTAR

Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan
bahwa  penyelenggaraan  SAKIP  pada  Kementerian
Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja
secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja
Satuan  Kerja,  Unit  Organisasi,  dan  Kementerian
Negara/Lembaga. 

Sebagai  salah  satu  Unit  Organisasi  Eselon  I  di  BPOM,
Sekretariat Utama wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu
Sekretariat  Utama  wajib  menyusun  dan  menyajikan  Laporan

Kinerja interim setiap triwulan atas capaian kinerja yang dicapai.

Tahun 2024 adalah tahun terakhir  pelaksanaan Rencana Strategis  (Renstra)  Sekretariat
Utama Tahun 2020–2024. Laporan Kinerja Tahun 2024 menyajikan capaian target kinerja
tahun 2024, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut.  Pada laporan ini  juga
dilakukan evaluasi kinerja selama 1 (satu) periode Renstra. 

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai masukan
untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode Renstra Tahun 2025-2029.
.

Jakarta, 26 Februari 2025
Sekretaris Utama,

     ${ttd}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, memiliki 

kewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana diamanatkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 

kinerja kepada Kepala BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja 

Sekretariat Utama pada tahun berjalan dan upaya untuk memperbaiki kinerja ke depan. 

 

Sekretariat Utama telah menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Program yaitu 1) 

Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama, 2) 

Meningkatnya kepuasan Masyarakat  dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik 

dilingkup Sektama, 3) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, 

evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan, 4) Meningkatnya pengelolaan Sumber 

daya BPOM, 5) Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, 6) 

Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum, 7) Meningkatnya kerja 

sama BPOM yang efektif, 8) Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan 

publik di lingkup Sektama; 9) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat 

Utama yang optimal; 10) Terwujudnya SDM dilingkup Sektama yang berkinerja optimal; 11) 

Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat 

Utama, dan 12) Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel. 

 

Pada tahun 2024, dari 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Sekretariat Utama terdapat 

16 (enam belas) indikator dengan kategori “Sangat Baik” (100%<x≤120%) yaitu: 1). 

Indeks Reformasi Hukum (103,73%), 2). Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan 

pengaduan dan informasi (100,06%), 3). Indeks Kepuasan Media (101,61%), 4). Indeks 

Opini Publik BPOM (100,11%), 5). Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) yang ditindaklanjuti (102,04%), 6). Persentase kerja sama yang efektif (100,29%), 

7). Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (100,10%), 8). Persentase Advokasi 

Hukum yang efektif (102,92%), 9). Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 

(103,82%), 10). Indeks Sistem Merit (102,11%), 11). Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP 

BPOM (105,28%), 12). Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat 

Utama (100,06%); 13). Nilai AKIP Sekretariat Utama (100,08%), 14). Nilai Pengelolaan 

Kearsipan Sekretariat Utama (101,51%), 15). Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama 

(109,78%), 16). Nilai  Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Utama (113,38%); 8 

(dua) indikator dengan kategori “Baik” (=100%) yaitu: 1). Nilai Kinerja Percepatan 

Pelaksanaan Berusaha, 2). Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM, 3). Persentase 

permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti, 4). Persentase peraturan perundang-

undangan yang diselesaikan, 5). Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, 

monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu 

dan memenuhi standar, 6). Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan, 7). 

Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015, 8). 

Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti; 8 (delapan) 

indikator dengan kategori “Cukup” (70% ≤ x < 100%) yaitu 1). Nilai AKIP BPOM dilingkup 

Sekretariat Utama (98,55%), 2). Nilai Kinerja Anggaran BPOM (98,44%), 3). Indeks 

kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen (99,73%), 4). Indeks 
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Pengelolaan Aset  (96,49%). 5). Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama 

(99,195), 6). Indeks RB Sekretariat Utama (94,95%), 7). Indeks Profesionalitas ASN 

Sekretariat Utama (95,14%), dan 8). Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat 

Utama yang optimal (98,33%); dan 2 (dua) indikator dengan kategori “Tidak Dapat 

Disimpulkan” (>120,00%) yaitu 1). Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Utama (128,57%) dan 2). Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri 

Sekretariat Utama (150,60%). Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sekretariat 

Utama Triwulan Tahun 2024 adalah 104,87% dengan kategori “Istimewa”. 

 

Pagu anggaran Sekretariat Utama tahun 2024 adalah Rp400.557.681.000,00. Terdapat 

penambahan belanja pegawai dari satker lain di BPOM dengan mekanisme revisi 

optimalisasi anggaran antar satker sehingga total pagu Sekretariat Utama menjadi 

Rp425.010.856.000,00. Merujuk surat Menteri Keuangan Nomor : S-1082/MK.02/2023 

tanggal 29 Desember 2023 tentang pencadangan anggaran/automatic adjustment (AA) 

Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-

1023/MK.02/2024 Tanggal 7 November 2024 tentang Langkah-Langkah Penghematan 

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas  Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, 

terdapat blokir anggaran sebesar Rp17.020.738.000,00. Pagu Sekretariat Utama dikurangi 

blokir adalah Rp407.037.941.000. Realisasi anggaran tahun 20241 sejumlah 

Rp406.825.494.072,00 atau 99,95% terhadap pagu dikurangi blokir 

 

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan, Sekretariat Utama harus melakukan berbagai upaya peningkatan 

kinerja, antara lain: 

1. Pelaksanaan dan monev rencana aksi RB BPOM dan Sekretariat Utama serta 

rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Sekretariat Utama. 

2. Melakukan reviu atas penyelenggaraan layanan pengaduan dan informasi obat dan 

makanan dengan lebih mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan kriteria 

penilaian. 

3. Melakukan upaya perbaikan sesuai dengan saran dari Kementerian Hukum dalam 

penilaian Indeks Reformasi Hukum. 

4. Melakukan peningkatan dan koordinasi dengan BKPM terkait penilaian Percepatan 

Berusaha. 

5. Meningkatkan kepatuhan pengelola keuangan dan pelaksana anggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

6. Melakukan pengawalan capaian RO SBKU dan SBKK. 

7. Meningkatkan intensitas interaksi langsung dengan masyarakat baik dalam bentuk 

penyuluhan, sosialisasi, atau kegiatan BPOM untuk menjaga kepercayaan dan 

membangun citra yang baik di masyarakat. 

8. melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai media termasuk pemantauan 

konten media sosial yang dikutip berbagai media sebagai early warning potensi isu 

untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM. 

9. Optimalisasi penggunaan aplikasi E-BMN dalam rangka digitalisasi pengelolaan 

BMN. 

 
1 berdasarkaan aplikasi OMSPAN per tanggal 16 Januari 2025 
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10. Peningkatan pemenuhan gap kebutuhan SDM PPBJ di lingkungan Badan POM 

sehingga indikator Sumber Daya Manusia dapat tercapai dan dapat meningkatkan 

nilai ITKP BPOM. 

11. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIMETRIS dengan pengintegrasian 

aplikasi lain yang ada di BPOM. 

12. Melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik terutama untuk 

aspek Aspek Profesionalisme SDM. 

13. Mengotimalkan pemanfaatan Pemanfaatan (login dan akses) dashboard BPOM 

Command Center (BCC).  

14. Optimalisasi forum pendampingan, clearing house, dan Bimbingan Teknis UKPBJ 

untuk memperkuat komitmen 
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MILESTONE KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2024 

 

BPOM kembali berpartisipasi dalam ajang 

kompetisi The Best Contact Center 

Indonesia (TBCCI) 2024 yang 

diselenggarakan oleh Indonesia Contact 

Center Association (ICCA) dan 

memperoleh: 

• Silver Medal kategori The Best 

Back Office Publik 

• Silver Medal kategori The Best 

Quality Team 

 

 

 

Biro Hukum dan Organisasi sebagai 

Pengelola Dokumentasi dan Informasi 

Hukum dalam hal penyediaan dan 

pengumuman informasi publik terkait 

regulasi pengawasan Obat dan Makanan 

melalui subsite jdih.pom.go.id.  

 

BPOM memperoleh penghargaan Terbaik 

3 JDIH Nasional Tahun 2024 Kategori 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

dengan kategori “Eka Acalapati” atau “94” 

dari Badan Pembinaan Hukum Nasional 

(BPHN) . 

 

 

 

PPID BPOM mencatat prestasi gemilang 

di ajang bergensi Anugerah Humas 

Indonesia (AHI) 2024, yang 

deselenggarakan oleh Humas Indonesia 

pada 11 Oktober 2024, dengan meraih 4 

kategori: 

• Pelayanan Informasi Publik 

Terinovatif, Ruang Pelayanan 

Informasi Publik, Ruang Pelayanan 

Informasi Publik BPOM: Layanan 

Informasi Berkualitas, Masyarakat 

Puas, GOLD WINNER 

• Pelayanan Informasi Publik 

Terinovatif, Pengelolaan dan 

Penyajian Informasi Publik, 

Tingkatkan Kualitas Kesehatan 
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Masyarakat Melalui Pengelolaan 

Informasi Publik Mudah Akses, 

BRONZE WINNER 

• Informasi Publik Terinovatif, Laporan 

Pelayanan Informasi Publik, Laporan 

Layanan Informasi Publik PPID 

ВРОМ: Transparan, Informatif Dan 

Inovatif, BRONZE WINNER 

• PPID Terbaik, PPID Utama, Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(PPID BPOM): Informatif Dan Inovatif, 

BRONZE WINNER 

 

 

 

Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024 

untuk kategori Kementerian Negara atau 

Lembaga oleh Badan Koordinasi 

Penanaman Modal pada 30 September 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretaris Utama mengawal  pada 

pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik (PEKPPP), Balai Besar POM di 

Surabaya sebagai lokus evaluasi 

PEKPPP BPOM menjadi salah satu K/L 

yang memperoleh penghargaan pada 

pelaksanaan Gebyar Pelayanan Prima 

pada 8 Oktober 2024 oleh Kementerian 

PANRB. 
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Sekretaris Utama melakukan pengawalan 

dalam pencapaian meraih penghargaan : 

• Top 3 PEKPPP di Tingkat Lembaga 

dan Top Inovasi Kelompok 

Keberlanjutan Inovasi di Tingkat 

Lembaga 

• Top Inovasi Kelompok Keberlanjutan 

Inovasi di Tingkat Lembaga 

• Top Inovasi Kelompok Replikasi 

Inovasi di Tingkat Lembaga 

• Pelayanan Terbaik Pembinaan 

Pelayanan Publik Ramah Kelompok 

Rentan 

 

 

Ombudsman telah melakukan penilaian 

penyelenggara pelayanan publik sejak 

tahun 2014. Berdasarkan hasil penilaian 

Ombudsman RI yang diumumkan pada 

14 November 2024, BPOM menjadi 

lembaga peringkat kedua tertinggi setelah 

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan 

nilai 94.94 (Zona Hijau) Kategori A 

(Kualitas Tertinggi) 

 

 

 

Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah memberikan 

penghargaan kepada Badan POM yang 

diterima oleh Sekretaris Utama atas 

Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog 

Elektronik di mana Badan POM berhasil 

mencapai nilai efisiensi untuk Konsolidasi 

Reagen Kimia per 31 Desember 2024 

sejumlah Rp 2.493.891.374,00 
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A. TUGAS DAN FUNGSI 

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama 

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: 

1. koordinasi kegiatan BPOM;  

2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM; 

3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, 

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, 

arsip, dan dokumentasi BPOM; 

4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 

5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan 

advokasi hukum; 

6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan 

pengadaan barang/jasa; dan  

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Utama didukung 

oleh 5 (lima) Biro yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

  
 BAB I 
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Melaksanakan koordinasi   dan administrasi kerja sama dalam dan luar 

negeri serta pengelolaan hubungan masyarakat di bidang pengawasan 
Obat dan Makanan 

 Tugas 

 

Penyiapan koordinasi dukungan administrasi pelaksanaan kerja sama 
dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, 
triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan 
Makanan 
Penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri 

dan kerja sama luar negeri bilateral, selatanselatan, triangular, regional, 
dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan 
Penyiapan koordinasi dan pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi, 

dan opini publik 
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro 

 Fungsi 

Biro Kerja 

Sama dan 

Hubungan 

Masyarakat 

 

 Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, 
advokasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, dan pengelolaan 
pengaduan masyarakat  

 
Tugas 

 

Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 
rumusan perjanjian 
Penyiapan koordinasi dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, 

analisis dan evaluasi hukum 
Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum 
Penyiapan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana 
Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi 
Penyiapan koordinasi dan pengelolaan komunikasi, informasi, dokumentasi, 

edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan 
penyiapan koordinasi pelaksanaan layananan publik di lingkungan BPOM 
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro 

 
Fungsi 

Biro 

Hukum dan 

Organisasi 

 

 Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia 

 Tugas 

 

Penyiapan koordinasi dan perencanaan sumber daya manusia 
Penyiapan koordinasi dan pengelolaan karier sumber daya manusia 
Penyiapan koordinasi dan pengelolaan kinerja dan disiplin sumber daya manusia 
Penyiapan koordinasi dan pengelolaan kesejahteraan, gaji, dan tunjangan 
Penyiapan koordinasi dan pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia 
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro 

 Fungsi 

Biro 

Sumber 

Daya 

Manusia 
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Selain membawahi biro-biro, Sekretariat Utama juga membina secara administratif unit 

pusat-pusat yang bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, antara lain:  

 

 
Melaksanakan koordinasi  dan penyusunan rencana, program, dan 

anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan 
pengelolaan keuangan 

 Tugas 

 

Penyiapan koordinasi penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian 
rencana strategis dan rencana tahunan di lingkungan BPOM 
Penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 

negara 
Penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri 
Penyiapan koordinasi dan pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta 

pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan BPOM 
Penyiapan koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan 
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro 

 Fungsi 

  

 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan  

 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan  

 Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan  

 
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan 
Makanan  

 

 Melaksanakan koordinasi  dan pengelolaan pengadaan barang/jasa, 
barang milik/kekayaan negara, kerumahtanggaan, arsip, serta protokol dan 
kesekretariatan pimpinan 

 Tugas 

 

Penyiapan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa 
Penyiapan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara 
Penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan rumah tangga 
Penyiapan koordinasi dan pengelolaan persuratan dan kearsipan 
Pelaksanaan urusan protokol dan kesekretariatan pimpinan 
Pelaksanaan urusan tata usaha biro 

 Fungsi 

Biro Umum 

Biro 

Perencanaan 

dan 

Keuangan 
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Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama
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B. SUMBER DAYA MANUSIA 

Salah satu aset yang utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah 

pemenuhan SDM yang sesuai kompetensi. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah 

SDM aktif di Sekretariat Utama per tanggal 31 Desember Tahun 2024 adalah sejumlah 

325 orang dari total kebutuhan pegawai sebanyak 635 orang yang terdiri dari 7 orang 

pada Sekretaris Utama dan 628 orang pada Biro-Biro. Profil pegawai di lingkungan 

Sekretariat Utama sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Demografi Pegawai Per Unit Eselon II 

 

 
Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat 

pendidikan S1 sejumlah 187 orang (57,54%), diikuti Non Sarjana sejumlah 67 orang 

(20,62%).  

Sekretariat	Utama
1%

Biro	Hukum	dan	
Organisasi

17%

Biro	Kerja	Sama	dan	
Hubungan	Masyarakat

15%

Biro	Perencanaan	dan	
Keuangan

17%

Biro	Sumber	Daya	
Manusia
19%

Biro	Umum
31%
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Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Range Usia 

 

Berdasarkan usia, sebagian besar pegawai berusia 21-30 tahun sejumlah 126 orang 

(38,77%) dan usia 31-40 tahun sejumlah 108 orang (33,23%).  

 

Sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebaran jabatan di lingkungan Sekretariat 

Utama terdiri dari 16 orang pegawai Jabatan Struktural, 274 orang pegawai Jabatan 

Fungsional Tertentu, dan 35 orang pegawai Jabatan Fungsional Umum. Jumlah 

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada setiap unit kerja di lingkungan kesekretariatan 

Utama sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut: 

 
Gambar 5. Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja 
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Sekretariat	Utama

Biro	Hukum	dan	Organisasi

Biro	Kerja	Sama	dan	Hubungan	Masyarakat

Biro	Perencanaan	dan	Keuangan

Biro	Sumber	Daya	Manusia

Biro	Umum

Sekretariat	Utama
Biro	Hukum	dan	

Organisasi
Biro	Kerja	Sama	dan	

Hubungan	Masyarakat
Biro	Perencanaan	dan	

Keuangan
Biro	Sumber	Daya	

Manusia
Biro	Umum

Total 2 54 49 55 63 102

41-49 13 15 15 12 17

31-40 19 12 22 17 38

21-30 21 19 16 33 37

>=50 2 1 3 2 1 10

RANGE	USIA	PEGAWAI	DI	LINGKUNGAN	SEKRETARIAT	UTAMA
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Sedangkan Jumlah ASN yang ditingkatan Kariernya di lingkungan Badan POM sampai 

dengan Tahun 2024 sebanyak 2.144 orang pegawai dengan komposisi diantaranya 

pengangkatan PNS Tahun 2024 dan JF (794 orang), Usulan SISFO (1.021 orang), 

rotasi dan mutasi serta promosi jabatan struktural (84 orang), perpindahan jabatan (96 

orang), pengangkatan pertama (397 orang) dan pengangkatan kembali (102 orang). 

 

Tabel 1. Jumlah ASN yang ditingkatan Kariernya 

Mekanisme Jumlah Keterangan 

Pengangkatan PNS dari 

STAN 
12 PNS dari STAN TA 2023 

Kenaikan 

Jabatan/Pangkat 
928 

Periode Februari, April, Juni dan Agustus 

2024 serta usulan Kenaikan Pangkat 

Struktural, Tubel, KPPI, dan KPO 

Rotasi, mutasi dan 

promosi jabatan struktural 
16 

Jabatan yang telah diisi dari Rotasi, 

mutasi dan promosi jabatan struktural 

Perpindahan Jabatan  66 
Dari Pelaksana ke JF atau Alih Jenjang 

Keterampilan ke Keahilan. 

Perpindahan Jabatan dari 

JPT/JA ke JF 
7 Perpindahan Jabatan dari JPT/JA ke JF 

Pengangkatan Pertama 

JF 
12 

CPNS JF Auditor 8 orang dan PLB 4 

orang 

Pengangkatan Kembali JF 

(Tubel, Struktural, CLTN) 
25 

PFM, PPBJ, Pranata Komputer, Analis 

Kebijakan, Auditor, Analis 

Kepegawaian,  Analis Anggaran, 

Pranata Komputer 

Pencantuman Gelar 156 
Melalui usulan SISFO untuk Jabatan 

Struktrual dan Fungsional 

Pelantikan PPPK 512 PPPK Tahun Anggaran 2024 

 

Berikut jumlah kebutuhan pegawai di Sekretariat Utama berdasarkan Analisis beban 

kerja (ABK) sampai dengan Desember 2024 dibandingakan dengan eksisting 2024: 

 

Tabel 2. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK 

No. Unit Kerja ABK Eksisting  Gap % Pemenuhan 

1 Sekretariat Utama 7 2 5 29% 

2 Biro Hukum dan Organisasi 106 54 52 51% 

3 Biro Kerja Sama dan 

Hubungan Masyarakat 

73 49 24 67% 

4 Biro Perencanaan dan 

Keuangan 

88 61 27 69,32% 

5 Biro Sumber Daya Manusia 170 63 107 37% 

6 Biro Umum 192 102 90 53% 

Total 653 325 328 50% 
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C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES) 

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan 

Sekretariat Utama yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang 

akan datang adalah sebagai berikut:  

1. Peraturan Perundang-undangan 

Beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah akan 

mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Sekretariat 

Utama yang berkaitan dengan kelembagaan. Seringkali peraturan perundang-

undangan mengalami perubahan yang akan mempengaruhi tugas-tugas 

Sekretariat Utama dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang 

administrasi umum. Peraturan perundang-undangan tersebut mendorong BPOM 

untuk segera menyesuaikan tugas-tugasnya dalam bidang organisasi, keuangan, 

manajemen kinerja, dan lain-lain. Adapun peraturan perundang-undangan 

tersebut yang saat ini mengalami perubahan dan harus segera dapat 

menyesuaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut: 

1. Peraturan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian, tata kelola 

Barang Milik Negara (BMN), dan penyelenggaraan pelayanan umum di 

BPOM. 

2. Peraturan yang berkaitan perencanaan, penganggaran, monitoring dan 

evaluasi, serta pengelolaan keuangan. 

3. Peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja BPOM. 

4. Peraturan yang mengatur kerja sama bidang pengawasan Obat dan 

Makanan. 

5. Peraturan yang berkaitan dengan kehumasan, pengaduan masyarakat, dan 

keterbukaan informasi publik. 

Perubahan Peraturan tersebut harus segera disikapi dengan cepat karena akan 

mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM. 

 

2. Jejaring Kerjasama 

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan multisektor yang perlu 

melibatkan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, BPOM mengembangkan 

jejaring kerja sama baik dalam maupun luar negeri dengan kementerian/lembaga, 

pemerintah daerah dan jajarannya, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pelaku 

usaha, organisasi masyarakat, pramuka, e-commerce, dll. Kerja sama ditujukan 

tidak hanya untuk peningkatan pengawasan obat dan makanan, tetapi juga 

meliputi peningkatan daya saing bangsa melalui berbagai pembinaan dan 

pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat agar dapat menghasilkan produk 

nasional yang kompetitif. 

 

3. Perkembangan Teknologi Informasi 

Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM khususnya 

Sekretariat Utama untuk dapat melakukan pelayanan secara online, sosialisasi, 

komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Teknologi dapat memudahkan 

akses informasi dan memperluas jangkauan pengawasan Obat dan Makanan ke 

berbagai kelompok masyarakat. Sebagai contoh keberadaan Contact Center 
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BPOM secara nyata telah membuka akses masyarakat atas informasi Obat dan 

Makanan. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung 

penataan sumber daya di lingkungan internal BPOM. Sistem Informasi Aparatur 

Sipil Negara (SIASN), Sistem Pengarsipan, Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan dan Anggaran merupakan beberapa bentuk manfaat teknologi. Namun 

di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait 

tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara online, 

pemberitaan Obat dan Makanan yang belum terbukti kebenarannya di media 

sosial maupun media massa yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan 

berbasis pada teknologi. Dalam hal ini Settama dituntut untuk cepat tanggap, 

berinovasi, dan terus mengikuti perkembangan teknologi agar pengawasan Obat 

dan Makanan semakin efektif. 

Kemajuan teknologi membuat sistem pengawasan juga harus dikembangkan 

untuk menjawab tantangan lingkungan strategis yang terus berubah. Untuk itu 

BPOM mengembangkan pengawasan berbasis digital dengan menerapkan 

aplikasi QR Code dan melakukan integrasi sistem management data pre dan post 

market menuju one data pengawasan Obat dan Makanan. Sistem ini diharapkan 

dapat membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan 

serta meminimalisir pemalsuan produk karena masyarakat mampu membedakan 

antara produk palsu dan produk asli. 

 

4. Kebijakan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan 

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun 

anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 

tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menjembatani kedua 

peraturan perundangan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional. Sinkronisasi dilakukan untuk meningkatkan kterpaduan 

perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka 

pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang 

dituangkan dalam RPJMN dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik 

(terfokus), holistic (menyeluruh), integrative (terpadu), dan spasial (lokasi yang 

jelas). Pendekatan ini adalah salah satu upaya menghadapi permasalahan 

perencanaan dan penganggaran pembangunan sebelumnya, antara lain duplikasi 

program dan anggaran, perencanaan yang tidak terintegrasi, serta belum 

terpadunya perencanaan dan penganggaran. 

 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harus dilakukan penyelarasan 

program dan kegiatan yang semula seringkali berdasarkan kebiasaan menjadi 

sesuatu yang berdaya ungkit. Untuk itu diperlukan kerangka pikir penyusunan 

program dan kegiatan yang harus didasarkan pada pencapaian kinerja dampak 

dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian visi misi 

pembangunan pada tingkat Kabinet dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi 

dan sasaran strategis K/L pada tingkat organisasi.  
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5. Ekspektasi Masyarakat dan Unit Kerja Terhadap Layanan Sekretariat Utama 

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja BPOM, Settama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, 

pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya 

di lingkungan BPOM. Untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan, 

Settama melakukan koordinasi bersama seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di 

Lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan fungsi koordinasi tersebut, Settama 

dituntut memberikan layanan dukungan manajemen yang optimal sehingga 

mampu menggerakan kinerja dari level organisasi hingga Unit Kerja secara 

optimal. Selain layanan kepada internal BPOM, Settama memberikan layanan 

langsung kepada masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen 

(ULPK). Tingginya ekspektasi masyarakat untuk segera mendapatkan informasi 

dari BPOM perlu disikapi dengan kecepatan dan ketepatan/kesesuaian informasi 

yang diberikan kepada masyarakat. 

 

6. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM melaksanakan 

reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan BPOM merupakan 

pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari 

pelaksanaan RB.  Sekretariat Utama mendukung pelaksanaan RB BPOM melalui 

area perubahan 1). Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan 

Hukum, 2). Penguatan Kelembagaan, 3). Penataan Tatalaksana, 4). Penataan 

Sistem Manajemen SDM Aparatur, 5). Penguatan Akuntabilitas Kinerja. 

 

7. Sarana dan prasarana  

Sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas tidak hanya sebatas pada 

lingkup penyediaan laboratorium maupun kualitas layanan publik tetapi juga 

fasilitas pendukung lainnya seperti gedung kantor yang sesuai standar, lahan 

parkir yang memadai, jaringan listrik dan air yang tertata, serta kendaraan 

operasional maupun laboratorium keliling yang memungkinkan mobilitas kerja dan 

pengawasan Obat dan Makanan. 

Usaha pemenuhan serta penataan sarana dan prasarana tersebut harus selaras 

dengan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara yang berlaku, termasuk 

Peraturan BPOM tentang Pengelolaan BMN di lingkungan BPOM yang saat ini 

tengah disusun. 

 

Terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra 

Sekretariat Utama yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi 

tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) 

Dalam rangka memperbaiki  kualitas  perencanaan  dan  penganggaran serta 

reformasi perencanaan dan penganggaran maka dilakukan Redesain Sistem  

Perencanaan dan  Penganggaran sebagai kebijakan baru yag diinisiasi oleh 
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Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan yang mulai berlaku 

efektif untuk Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun Anggaran 2021. Salah satu hal 

penting pada RSPP adalah dilakukannya penataan kembali terhadap keluaran 

(output), yaitu ditetapkannya Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang merupakan  

kumpulan atas keluaran (output) K/L (Rincian   Output/RO) yang disusun dengan 

mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang  

sejenis/serumpun   berdasarkan   sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.  

 

2. Penyederhanaan Birokrasi  

BPOM berkomitmen untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi untuk 

terciptanya layanan publik yang prima. Penyederhanaan birokrasi dilakukan 

melalui tiga tahapan yaitu: 1) penyederhanaan struktur organisasi; 2) penyetaraan 

jabatan; dan 3) penyesuaian sistem kerja.   

BPOM telah memulai penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan 

jabatan di tahun 2020 dan secara efektif diimplementasikan pada tahun anggaran 

2021. Penyederhanaan birokrasi tersebut dalam wujud antara lain penetapan 

Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengawas Obat dan Makanan dan penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor 

HK.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di 

Lingkungan BPOM. Penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan selanjutnya 

perlu diikuti dengan penyesuaian sistem kerja sehingga tujuan penyederhanaan 

birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang agile, fleksibel, dan 

kolaboratif yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan 

perbaikan pelayanan publik dapat tercapai. 

 

3. Penguatan Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan dengan Ditetapkannya 

UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya 

Pada tanggal 2 November 2020 telah diundangkan Undang Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam UU Cipta Kerja, Badan 

POM masuk dalam klaster penyederhanaan perizinan berusaha sub sektor 

Kesehatan Obat dan Makanan dan pengenaan sanksi. Undang Undang yang 

terkait yang masuk dalam UU Cipta Kerja yaitu Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 

1997 tentang Psikotropika, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan 

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 

 

Sejalan dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, telah disusun peraturan 

pelaksana dari Undang-Undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang 

diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Dalam Peraturan Pemerintah 

tersebut Badan POM masuk dalam sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan. Tujuan 

disusunnya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan ekosistem 

investasi dan kegiatan berusaha diselenggarakan perizinan berusaha berbasis 

risiko melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan 
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sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BPOM telah melakukan identifikasi terhadap Peraturan BPOM yang existing 

berlaku saat ini dan terdampak dengan adanya PP Nomor 5 Tahun 2021. 

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat Peraturan BPOM yang berpotensi untuk 

direvisi menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan 

Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 antara lain Peraturan BPOM yang 

mengatur mengenai tata cara penerbitan perizinan di lingkungan BPOM, 

pedoman tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, dan standar 

pelayanan publik di lingkungan Badan POM. 

 

D. SISTEMATIKA PELAPORAN 

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024 adalah sebagai 

berikut:  

Bab I Pendahuluan  

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek 

strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis Sekretariat Utama 

sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Utama 2020-2024.  

 

Bab II Perencanaan Kinerja  

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahun 2024.  

 

Bab III Akuntabilitas Kinerja  

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas 

capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran 

dikaitkan dengan pencapaian kinerja. Pada bab ini juga disajikan hasil evaluasi akhir 

Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024. 

 

Bab IV – VIII Evaluasi Kinerja 5 Tahun Biro-Biro 

Pada bab ini disajikan evaluasi kinerja masing-masing Biro selama 1 periode Renstra 

Tahun 2020-2024 beserta rekomendasi untuk perbaikan kinerja ke depan. 

 

Bab IX Penutup    

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan 

pencapaian kinerja berikutnya.  

 

Lampiran  

Berisi data pendukung lainnya yang diperlukan. 
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I. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 

Perencanaan Kinerja di tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen 

perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM 

tahun 2020-2024, Renstra Renstra Sekretariat Utama 2020-2024, serta capaian kinerja 

tahun 2020-2022. Rencana Strategis BPOM adalah dokumen perencanaan jangka 

menengah (5 tahun) BPOM yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM, yang 

disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Sekretariat Utama 

merupakan platform Unit Sekretariat Utama atas pelaksanaan Visi dan Misi BPOM dan 

akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain 

itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama. 

Mengingat Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian 

Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Sekretariat Utama yang akan dicapai sesuai 

Renstra periode 2020-2024 yaitu: 

 

 

Gambar 6. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama 

 

Sekretariat Utama menetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh 

tujuh) indikator dengan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) 

yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu stakeholders perspective, internal process 

perspective, dan learning and growth perspective, sebagai berikut: 

  
 BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

  

VISI 
“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang 

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” 
 

 

MISI 

Meningkatkan manajemen 

sumber daya untuk 

mewujudkan kelembagaan 

BPOM yang optimal, 

pengelolaan pemerintahan 

yang bersih, efektif, dan 

terpercaya serta membangun 

SDM BPOM yang profesional 

Meningkatkan kualitas 

dan efektifitas regulasi 

dan advokasi hukum 

dalam rangka 

mewujudkan 
Pengawasan Obat dan 

Makanan yang handal 

Membangun 

kesadaran 

masyarakat dan 

kemitraan BPOM 

yang optimal 

 

Mewujudkan Unit 

Organisasi 

Sekretariat Utama 

yang handal, 

profesional dan 

inovatif 

 

TUJUAN 
Terwujudnya dukungan manajemen pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, efisien, dan akuntabel;  
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima bagi stakeholder Sekretariat Utama; dan  
Terwujudnya Unit Organisasi Sekretariat Utama yang handal, profesional dan inovatif.  
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Gambar 7. Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2021 

 

Sekretariat Utama telah melakukan reviu terhadap peta strategi Level I di Lingkungan 

Sekretariat Utama BPOM yang memuat sasaran strategis dan IKU sebagai implikasi 

terhadap perubahan OTK BPOM khususnya di Lingkup Sekretariat Utama sebagai 

upaya peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Utama secara optimal. Secara umum, 

tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap peta strategi Sekretariat Utama 

Tahun 2020-2024, namun dilakukan penyempurnaan peta strategi dalam upaya 

peningkatan kinerja sebagai berikut: 

a. Dilakukan pengelompokan sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama 

disesuaikan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Utama 

sehingga lebih memudahkan proses cascading sasaran strategis dan IKU 

Sekretariat Utama ke Unit Kerja dibawahnya. 

b. Adanya perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari suprasistem, 

antara lain indikator:  

1) “Nilai Pengelolaan BMN” menjadi “Indeks Pengelolaan Aset”.  

2) “Persentase pengelolaan sarana dan prasarana BPOM yang optimal” menjadi 

“Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa”.  

3) “Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal” menjadi “Indeks Sistem 

Merit”.  

c. Adanya penambahan indikator “Persentase permohonan wawancara media yang 

ditindaklanjuti” sebagai upaya peningkatan kualitas hubungan masyarakat dan 

layanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Utama. 



 LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2024 

15 

 

 

d. Adanya penghapusan indikator “Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat 

Utama” mulai Tahun 2022 karena secara prinsip sudah tercakup dalam indikator 

“Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama”. 

 

Berdasarkan penyesuaian/revisi sasaran startegis dan IKU Sekretariat Utama BPOM 

tahun 2020-2024, ditetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh 

delapan) indikator sebagaimana tertuang dalam peta strategi Sekretariat Utama BPOM 

sebagai berikut:  

Gambar 8. Revisi Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi 2020-2024, terdapat perubahan pelaksaaan RB yang tidak lagi berdasarkan 

8 (delapan) area perubahan, namun berdasarkan RB General dan RB Tematik, 

sehingga terdapat indikator yang tidak dapat dilakukan pengukuran yaitu “Nilai RB 

BPOM dilingkup Sekretariat Utama” dan diubah menjadi “Indeks Reformasi Hukum” 

dan “Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha”. Selain itu juga terdapat 

penambahan indikator akibat perubahan kebijakan dari suprasistem, antara lain 

indikator: 

1. Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti. 

2. Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM. 

3. Nilai Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Utama. 

4. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Sekretariat Utama. 

5. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Utama. 
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6. Presentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Utama. 

 

Sasaran program Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses 

perencanaan strategis BPOM dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan 

dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Utama. Sasaran-sasaran yang 

ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat 

Utama. Matriks Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 dapat dilihat 

pada Lampiran 1 laporan ini. 

 

II. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) 

tahun (tahun n+1), yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah 

ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui 

berbagai kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran 

kegiatan, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin 

dicapai dalam tahun yang bersangkutan. RKT disusun mengacu pada Reviu Rencana 

Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP). RKT Sekretariat Utama ditetapkan pada 28 Agustus 2023. Matriks RKT 

Sekretariat Utama sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 

No Sasaran Program Indikator  Target 

 Stakeholder Perspective 

1. Meningkatnya Kualitas 

Dukungan Manajemen 

BPOM 

1. Indeks Reformasi Hukum 96,4 

2. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan 

Berusaha 

Sangat 

Baik 

3. Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat 

Utama 

75,14 

4. Opini BPK atas laporan keuangan 

BPOM 

WTP 

5 Nilai Kinerja Anggaran BPOM 95,6 

2. Meningkatnya 

kepuasan masyarakat  

dan internal BPOM 

terhadap kinerja 

layanan publik di 

lingkup Sekretariat 

Utama 

 

6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap 

layanan pengaduan dan informasi 

95 

7. Indeks Kepuasan Media 77 

8. Indeks Opini Publik BPOM 85,5 

9. Indeks kepuasan internal BPOM 

terhadap layanan dukungan 

manajemen 

3,78 

10. Persentase rekomendasi Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM)yang 

ditindaklanjuti 

90 

 Internal Process Perspective 

3. Meningkatnya kualitas 

perencanaan, 

11. Persentase dokumen perencanaan, 

penganggaran, monitoring, evaluasi, 

100 
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No Sasaran Program Indikator  Target 

penganggaran, 

monitoring, evaluasi, 

laporan kinerja, dan 

laporan keuangan 

laporan kinerja dan laporan keuangan 

yang diselesaikan tepat waktu dan 

memenuhi standar 

4. Meningkatnya 

pengelolaan Sumber 

daya BPOM 

 

12. Indeks Pengelolaan Aset 3,37 

13. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang 

dan Jasa 

80 

14. Indeks Sistem Merit Level 4 

(0,95) 

5. Organisasi yang tepat 

fungsi, tepat proses, 

dan tepat ukuran  

15. Persentase unit organisasi yang 

dilakukan penataan 

100 

16. Persentase unit organisasi yang 

menerapkan proses bisnis sesuai ISO 

9001:2015 

100 

17. Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP 

BPOM 

4,64 

6. Tersedianya peraturan 

Perundang-Undangan 

dan Advokasi Hukum 

18. Persentase peraturan perundang-

undangan yang diselesaikan 

100 

19. Persentase Advokasi Hukum yang 

efektif 

96,9 

7. Meningkatnya kerja 

sama dan hubungan 

masyarakat BPOM 

yang efektif 

20. Persentase kerja sama yang efektif 90 

21. Persentase kualitas pemberitaan 

BPOM di media 

99,86 

22. Persentase permohonan wawancara 

media yang ditindaklanjuti 

79,5 

8. Meningkatnya kualitas 

layanan publik di 

lingkup Sekretariat 

Utama 

23. Persentase layanan pengaduan dan 

informasi yang selesai ditindaklanjuti 

99,8 

24. Tingkat efektifitas KIE Obat dan 

Makanan dilingkup Sekretariat Utama 

98,19 

25. Indeks Pelayanan Publik di lingkup 

Sekretariat Utama 

4,70 

 Learning and Growth Perspective 

9. Terwujudnya tatakelola 

pemerintahan di 

lingkup Sekretariat 

Utama yang optimal 

26. Indeks RB Sekretariat Utama 91 

27. Nilai AKIP Sekretariat Utama 84 

10. Terwujudnya SDM 

Sekretariat Utama yang 

berkinerja optimal 

28. Indeks Profesionalitas ASN di  

Sekretariat Utama 

 

82,6 

11. Menguatnya 

pengelolaan data dan 

informasi pengawasan 

29. Indeks pengelolaan data dan informasi 

di Sekretariat Utama  

 

3 
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No Sasaran Program Indikator  Target 

Obat dan Makanan di 

Sekretariat Utama 

12. Terkelolanya 

Keuangan Sekretariat 

Utama Secara 

Akuntabel 

30. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat 

Utama 

94,8 

 

III. PERJANJIAN KINERJA (PK) 

A. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi 

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan 

kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya 

(pemberi amanah). 

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama 

BPOM Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024 ditetapkan 

pada 22 Desember 2023. Lampiran perjanjian kinerja berupa matriks yang 

mencantumkan sasaran program, indikator kinerja (termasuk Indikator Kinerja Utama) 

dan target dari setiap indikator, serta alokasi anggaran untuk setiap sasaran program 

yang dapat dilihat pada Lampiran 3. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024 seperti 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

No Sasaran Program Indikator  Target 

 Stakeholder Perspective 

1. Meningkatnya Kualitas 

Dukungan Manajemen 

BPOM 

1. Indeks Reformasi Hukum 96,4 

2. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan 

Berusaha 

3 

(Sangat 

Baik) 

3. Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat 

Utama 

62,25 

4. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM 4 

(WTP) 

5 Nilai Kinerja Anggaran BPOM 94,4 

2. Meningkatnya kepuasan 

masyarakat  dan internal 

BPOM terhadap kinerja 

layanan publik di lingkup 

Sekretariat Utama 

 

6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap 

layanan pengaduan dan informasi 

95,5 

7. Indeks Kepuasan Media 77,13 

8. Indeks Opini Publik BPOM 85,1 

9. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap 

layanan dukungan manajemen 

3,75 
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No Sasaran Program Indikator  Target 

10. Persentase rekomendasi Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM)yang 

ditindaklanjuti 

98 

 Internal Process Perspective 

3. Meningkatnya kerja 

sama dan hubungan 

masyarakat BPOM yang 

efektif 

11. Persentase kerja sama yang efektif 90 

12. Persentase kualitas pemberitaan BPOM di 

media 

99,86 

13. Persentase permohonan wawancara 

media yang ditindaklanjuti 

80 

4. Tersedianya peraturan 

Perundang-Undangan 

dan Advokasi Hukum 

14. Persentase peraturan perundang-

undangan yang diselesaikan 

100 

15. Persentase Advokasi Hukum yang efektif 96,9 

5. Meningkatnya 

pengelolaan Sumber 

daya BPOM 

 

16. Indeks Pengelolaan Aset 3,42 

17. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang 

dan Jasa 

85 

18. Indeks Sistem Merit 0,95 

6. Meningkatnya kualitas 

perencanaan, 

penganggaran, 

monitoring, evaluasi, 

laporan kinerja, dan 

laporan keuangan 

19. Persentase dokumen perencanaan, 

penganggaran, monitoring, evaluasi, 

laporan kinerja dan laporan keuangan 

yang diselesaikan tepat waktu dan 

memenuhi standar 

100 

7. Organisasi yang tepat 

fungsi, tepat proses, dan 

tepat ukuran  

20. Persentase unit organisasi yang dilakukan 

penataan 

100 

21. Persentase unit organisasi yang 

menerapkan proses bisnis sesuai ISO 

9001:2015 

100 

22. Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP 

BPOM 

4 

8. Meningkatnya kualitas 

layanan publik di lingkup 

Sekretariat Utama 

23. Persentase layanan pengaduan dan 

informasi yang selesai ditindaklanjuti 

99,69 

24. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 

dilingkup Sekretariat Utama 

97 

25. Indeks Pelayanan Publik di lingkup 

Sekretariat Utama 

4,95 

 Learning and Growth Perspective 

9. Terwujudnya tatakelola 

pemerintahan di lingkup 

Sekretariat Utama yang 

optimal 

26. Indeks RB Sekretariat Utama 91 

27. Nilai AKIP Sekretariat Utama 82,74 

28. Nilai Pengelolaan Kearsipan Sekretariat 

Utama 

97,41 
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No Sasaran Program Indikator  Target 

10. Terwujudnya SDM 

Sekretariat Utama yang 

berkinerja optimal 

29. Indeks Profesionalitas ASN di  Sekretariat 

Utama 

 

91 

11. Menguatnya 

pengelolaan data dan 

informasi pengawasan 

Obat dan Makanan di 

Sekretariat Utama 

30. Indeks pengelolaan data dan informasi di 

Sekretariat Utama  

 

3 

12. Terkelolanya Keuangan 

Sekretariat Utama 

Secara Akuntabel 

31. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama 90,35 

32. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan 

Jasa Sekretariat Utama 

70 

33. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara 

Sekretariat Utama 

87 

34. Persentase Realisasi Penggunaan Produk 

Dalam Negeri Sekretariat Utama 

60 

 

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian 

kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. 

Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan 

rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK) per bulan sampai dengan Desember 

sebagaimana pada Lampiran 6. Capaian RAPK dilaporkan setiap bulan melalui apliasi 

SIMETRIS menu e-performance. Selain itu juga dilakukan pelaporan kinerja melalui 

aplikasi online per bulan. Evaluasi capaian RAPK dilakukan setiap triwulan melalui 

pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang 

difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Capaian tersebut dapat dijadikan 

masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian 

target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan 

membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. 

 

Dibandingkan dengan Reviu Renstra Settama dan RKT tahun 2024, terdapat beberapa 

indikator baru dan indikator yang berubah targetnya pada PK tahun 2024 sebagai 

berikut: 

 

Tabel 5 Perbandingan Reviu Renstra, RKT, dan PK Tahun 2024 

No Indikator 

Target 

Justifikasi Reviu 

Renstra 

RKT 

2024 

PK 

2024 

1. Nilai RB BPOM 

dilingkup Sekretariat 

Utama 

35,58 - - Berdasarkan Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 3 

Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 25 

Tahun 2020 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 

2020-2024, terdapat 
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No Indikator 

Target 

Justifikasi Reviu 

Renstra 

RKT 

2024 

PK 

2024 

perubahan pelaksaaan 

RB yang tidak lagi 

berdasarkan 8 (delapan) 

area perubahan, namun 

berdasarkan RB General 

dan RB Tematik. Dengan 

demikian, indikator “Nilai 

RB BPOM di lingkup 

Sekretariat Utama” tidak 

dapat dihitung 

realisasinya 

2. Indeks Reformasi 

Hukum 

- 96,4 96,4 Indikator pengganti untuk 

Nilai RB BPOM di Lingkup 

Sekretariat Utama 

khususnya terkait 

komponen Area Penataan 

Peraturan Perundang-

undangan diganti sesuai 

dengan indikator kegiatan 

utama mandatory pada 

RB General 

3. Nilai Kinerja Percepatan 

Pelaksanaan Berusaha 

- 3 

(Sangat 

Baik) 

3 

(Sangat 

Baik) 

Indikator pengganti untuk 

Nilai RB BPOM di Lingkup 

Sekretariat Utama 

khususnya terkait 

komponen Area 

Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik diganti 

diganti sesuai dengan 

indikator pada RB 

Tematik Peningkatan 

Investasi 

4. Nilai AKIP BPOM 

dilingkup Sekretariat 

Utama 

75,14 75,14 62,25 Terbitnya PermenPANRB 

No. 88/2023 yang 

berdampak terhadap tools 

penilaian AKIP, 

sedangkan target di 

dokumen Reviu Renstra 

dan RKT ditetapkan 

berdasarkan tools yang 

lama 
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No Indikator 

Target 

Justifikasi Reviu 

Renstra 

RKT 

2024 

PK 

2024 

5. Opini BPK atas laporan 

keuangan BPOM 

4 

WTP 

4 

WTP 

4 

WTP 

Sesuai 

6. Nilai Kinerja Anggaran 

BPOM 

95,6 95,6 94,4 Terdapat perubahan tools 

penilaian NKA 

berdasarkan PMK 

62/2023 dan KMK 

466/2023 

7. Indeks kepuasan 

masyarakat terhadap 

layanan pengaduan dan 

informasi 

90 95 95,5 Disesuaikan dengan tren 

realisasi tahun-tahun 

sebelumnya 

8. Indeks Kepuasan Media 75,5 77 77,13 Tren realisasi melebihi 

target 2024 dan perlu 

disesuaikan targetnya 

dengan realisasi tahun 

2023 

9. Indeks Opini Publik 

BPOM 

81 85,5 85,1 Disesuaikan dengan tren 

realisasi tahun-tahun 

sebelumnya 

10. Indeks kepuasan 

internal BPOM terhadap 

layanan dukungan 

manajemen 

3,78 3,78 3,75 Disesuaikan dengan tren 

realisasi tahun-tahun 

sebelumnya 

11. Persentase 

rekomendasi Survei 

Kepuasan Masyarakat 

(SKM) yang 

ditindaklanjuti 

- 90 98 Sebelum tahun 2023, 

pelaksanaan SKM BPOM 

dikoordinasikan oleh 

Inspektorat Utama. 

Seiring dengan 

perkembangan dan 

dinamika kelembagaan 

BPOM, pengoordinasian 

pelaksanaan SKM BPOM 

telah dialihkan ke 

Sekretariat Utama. Target 

disesuaikan dengan 

realisasi tahun 2023. 

12. Persentase kerja sama 

yang efektif 

90 90 90 Sesuai 

13. Persentase kualitas 

pemberitaan BPOM di 

media 

99,86 99,86 99,86 Sesuai 
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No Indikator 

Target 

Justifikasi Reviu 

Renstra 

RKT 

2024 

PK 

2024 

14. Persentase 

permohonan 

wawancara media yang 

ditindaklanjuti 

68 79,5 80 Disesuaikan dengan tren 

realisasi tahun-tahun 

sebelumnya 

15. Persentase peraturan 

perundang-undangan 

yang diselesaikan 

100 100 100 Sesuai 

16. Persentase Advokasi 

Hukum yang efektif 

96,5 96,9 96,9 Disesuaikan dengan tren 

realisasi tahun-tahun 

sebelumnya 

17. Indeks Pengelolaan 

Aset 

2,98 3,37 3,42 Pada tahun 2022 terdapat 

beberapa satker baru, 

dimana aset/BMN dari 

satker tersebut masih 

baru, sehingga 

meningkatkan penilaian 

aspek “Tindak lanjut BMN 

Rusak Berat” karena 

belum ada BMN yang 

rusak. Sedangkan pada 

tahun 2023 dan 

seterusnya, dimungkinkan 

terdapat BMN yang akan 

rusak, sehingga akan 

mempengaruhi penilaian 

“Tindak lanjut BMN Rusak 

Berat”. 

18. Indeks Tata Kelola 

Pengadaan Barang dan 

Jasa 

80 80 85 Disesuaikan dengan tren 

realisasi tahun-tahun 

sebelumnya 

19. Indeks Sistem Merit Level 4 

(0,90) 

Level 4 

(0,95) 

Level 4 

(0,95) 

Disesuaikan dengan tren 

realisasi tahun-tahun 

sebelumnya 

20. Persentase dokumen 

perencanaan, 

penganggaran, 

monitoring, evaluasi, 

laporan kinerja dan 

laporan keuangan yang 

diselesaikan tepat 

waktu dan memenuhi 

standar 

100 100 100 Sesuai 
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No Indikator 

Target 

Justifikasi Reviu 

Renstra 

RKT 

2024 

PK 

2024 

21. Persentase unit 

organisasi yang 

dilakukan penataan 

100 100 100 Sesuai 

22. Persentase unit 

organisasi yang 

menerapkan proses 

bisnis sesuai ISO 

9001:2015 

100 100 100 Sesuai 

23. Nilai Penilaian Mandiri 

Maturitas SPIP BPOM 

- 4,64 4 Target pada RKT 

ditetapkan berdasarkan 

penilaian mandiri. Target 

pada PK disesuaikan 

dengan nilai akhir tahun 

2023.   

24. Persentase layanan 

pengaduan dan 

informasi yang selesai 

ditindaklanjuti 

99,8 99,8 99,69 Disesuaikan dengan tren 

realisasi tahun-tahun 

sebelumnya 

25. Tingkat efektifitas KIE 

Obat dan Makanan 

dilingkup Sekretariat 

Utama 

98,19 98,19 97 Disesuaikan dengan tren 

realisasi tahun-tahun 

sebelumnya 

26. Indeks Pelayanan 

Publik di lingkup 

Sekretariat Utama 

4,65 4,70 4,95 Perubahan instrumen  

Pemantauan dan Evaluasi 

Kinerja Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

(PEKPPP) 

27. Indeks RB Sekretariat 

Utama 

85,5 91 91 Disesuaikan dengan tren 

realisasi tahun-tahun 

sebelumnya 

28. Nilai AKIP Sekretariat 

Utama 

89,9 84 82,74 Terbitnya PermenPANRB 

No. 88/2023 yang 

berdampak terhadap tools 

penilaian AKIP di 

lingkungan BPOM 

29. Nilai Pengelolaan 

Kearsipan Sekretariat 

Utama 

- - 97,41 Indikator baru yang 

sebelumnya merupakan 

direktif penugasan di SKP 

30. Indeks Profesionalitas 

ASN di  Sekretariat 

Utama 

 

82,6 82,6 91 Disesuaikan dengan 

perubahan tools 

perhitungan sesuai Surat 

Edaran Badan 

Kepegawaian Negara 
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No Indikator 

Target 

Justifikasi Reviu 

Renstra 

RKT 

2024 

PK 

2024 

Nomor 006/B-

BM.02.02/SD/C/2023 

tentang Pengukuran 

Indeks Profesionalitas 

ASN Tahun 2022 tanggal 

22 Mei 2023 

31. Indeks pengelolaan 

data dan informasi di 

Sekretariat Utama  

3 3 3 Sesuai 

32. Nilai Kinerja Anggaran 

Sekretariat Utama 

94,8 94,8 90,35 Terdapat perubahan tools 

penilaian NKA 

berdasarkan PMK 

62/2023 dan KMK 

466/2023 

33. Nilai Kualitas 

Pengelolaan Barang 

dan Jasa Sekretariat 

Utama 

- - 70 Indikator baru yang 

sebelumnya merupakan 

direktif penugasan di SKP 

34. Nilai Pengelolaan 

Barang Milik Negara 

Sekretariat Utama 

- - 87 Indikator baru yang 

sebelumnya merupakan 

direktif penugasan di SKP 

35. Persentase Realisasi 

Penggunaan Produk 

Dalam Negeri 

Sekretariat Utama 

- - 60 Indikator baru yang 

sebelumnya merupakan 

direktif penugasan di SKP 

 

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 

2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan yang selanjutnya diturunkan dalam KMK 466 Tahun 2023 

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi 

Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan anggaran dan Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator 

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat 

perubahan penilaian NKA yang sebelumnya per bulan menjadi penilaian tahunan. 

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2024, masih terdapat IKU yang 

perlu disesuaikan kembali target bulanannya karena tercapai dengan kategori “Tidak 

Dapat Disimpulkan”. Oleh karena itu telah dilakukan revisi RAPK pada target B04 – 

B11 pada tanggal 20 Juni 2024 dengan perubahan sebagai berikut: 
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Tabel 6 Perbandingan RAPK dan Revisi RAPK Sekretariat Utama Tahun 2024 

No Sasaran Program Indikator Kinerja 

Program 

Target 

Semula Menjadi 

1 Meningkatnya 

Kualitas Dukungan 

Manajemen BPOM 

Nilai Kinerja Anggaran 

POM 

B01: - 

B02: 40,81 

B03: 47,10 

B04: 46,60 

B05: 47,98 

B06: 84,87 

B07: 85,32 

B08: 86,86 

B09: 88,41 

B10: 88,62 

B11: 90,82 

B12: 94,4 

B01: - 

B02: 40,81 

B03: 47,10 

B04: - 

B05: - 

B06: - 

B07: - 

B08: - 

B09: - 

B10: - 

B11: - 

B12: 94,4 

2 Meningkatnya 

Kualitas Dukungan 

Manajemen BPOM 

Opini BPK atas Laporan 

Keuangan BPOM 

B01: - 

B02: - 

B03: - 

B04: - 

B05: - 

B06: - 

B07: - 

B08: - 

B09: - 

B10: - 

B11: - 

B12: 4 

B01: - 

B02: - 

B03: - 

B04: - 

B05: 4 

B06: 4 

B07: 4 

B08: 4 

B09: 4 

B10: 4 

B11: 4 

B12: 4 

2 Meningkatnya 

kualitas 

perencanaan, 

penganggaran, 

monitoring, evaluasi, 

laporan kinerja, dan 

laporan keuangan 

Persentase dokumen 

perencanaan, 

penganggaran, 

monitoring, evaluasi, 

laporan kinerja dan 

laporan keuangan yang 

diselesaikan tepat waktu 

dan memenuhi standar 

B01: 4 

B02: 11 

B03: 18 

B04: 22 

B05: 26 

B06: 34 

B07: 45 

B08: 48 

B09: 55 

B10: 63 

B11: 66 

B12: 100 

B01: 4 

B02: 11 

B03: 18 

B04: 30 

B05: 37 

B06: 41 

B07: 54 

B08: 59 

B09: 63 

B10: 80 

B11: 81 

B12: 100 

3 Meningkatnya 

pengelolaan sumber 

daya BPOM 

Indeks Sistem Merit B01: - 

B02: - 

B03: - 

B01: - 

B02: - 

B03: - 
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No Sasaran Program Indikator Kinerja 

Program 

Target 

Semula Menjadi 

B04: - 

B05: - 

B06: - 

B07: - 

B08: - 

B09: - 

B10: - 

B11: - 

B12: 0,95 

B04: - 

B05: 0,95 

B06: 0,95 

B07: 0,95 

B08: 0,95 

B09: 0,95 

B10: 0,95 

B11: 0,95 

B12: 0,95 

4 Terkelolanya 

Keuangan 

Sekretariat Utama 

Secara Akuntabel 

Nilai Kinerja Anggaran 

Sekretariat Utama 

B01: - 

B02: 35,66 

B03: 65,72 

B04: 67,27 

B05: 71,15 

B06: 74,68 

B07: 77,22 

B08: 80,64 

B09: 83,83 

B10: 86,46 

B11: 88,29 

B12: 90,35 

B01: - 

B02: 35,66 

B03: 65,72 

B04: - 

B05: - 

B06: - 

B07: - 

B08: - 

B09: - 

B10: - 

B11: - 

B12: 90,35 

 

B. PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA 

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2024, Sekretariat Utama 

mendapat dukungan anggaran APBN sebesar Rp400.557.681.000,00 (Empat ratus 

Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) 

yang digunakan untuk melaksanakan 5 kegiatan utama pada 1 program sebagai 

berikut:  

 

Tabel 7 Pagu Sekretariat Utama per Program Tahun 2024 

No. Program Anggaran (Rp) 

1. Dukungan Manajemen  400.557.681.000 

 Total 400.557.681.000 

 

Untuk mendukung sasaran program, telah ditetapkan arah kebijakan Sekretariat 

Utama yang mengacu pada arah kebijakan BPOM sebagai berikut: 

1. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan 

Makanan yang didukung dengan pelayanan publik prima. 

2. Peningkatan kualitas, efektifitas regulasi dan advokasi hukum dalam mendukung 

pengawasan Obat dan Makanan yang optimal. 
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3. Penguatan dukungan koordinasi dan kerjasama BPOM dalam rangka peningkatan 

efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penguatan peran dan posisi BPOM 

di dunia internasional. 

4. Peningkatan akuntabilitas kinerja BPOM, kualitas kelembagaan Pengawasan Obat 

dan Makanan dan tata kelola pemerintahan yang baik. 

5. Peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat 

dan Makanan berbasis sistem merit yang terintegrasi. 

6. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM dan 

dukungan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan untuk menunjang tugas dan 

fungsi Pengawasan Obat dan Makanan. 

7. Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan yang handal, komprehensif, dan 

terbarukan berdasarkan peraturan terkini dan perkembangan teknologi informasi. 

8. Peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan barang/jasa serta advokasi dan 

pembinaan mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang optimal. 

9. Peningkatan pengelolaan kualitas Barang Milik Negara (BMN) yang handal berbasis 

teknologi informasi mendukung Laporan BMN dan Laporan Keuangan BPOM yang 

akurat dan akuntabel. 

 

Arah kebijakan Sekretariat Utama tersebut dijabarkan dalam program generik yaitu 

Program Dukungan Manajemen. Program ini selanjutnya telah dijabarkan menjadi 5 

(lima) kegiatan utama oleh 5 (lima) Biro dengan target outcome dan output yang akan 

dipantau dan dievaluasi secara berkala dengan 5 (lima) kegiatan utama yaitu: 

a. Peningkatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM. 

b. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen 

Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan. 

c. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta 

Organisasi dan Tata Laksana. 

d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia. 

e. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM 

 

Berikut anggaran Sekretariat Utama yang tercantum pada Rencana Aksi Perjanjian 

Kinerja untuk mendukung capaian sasaran program:  

 

Tabel 8 Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2024 

Program/Sasaran Program Pagu 

Program Dukungan Manajemen  400.557.681.000 

1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di 

Lingkup Sekretariat Utama 

6.282.281.900 

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat  dan internal 

BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup 

Sekretariat Utama 

63.084.567.650 

 

3. Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat 

BPOM yang efektif 

9.146.121.000 

 

4. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan 

Advokasi Hukum 

4.033.214.000 
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Program/Sasaran Program Pagu 

5. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM 28.497.442.500 

6. Meningkatnya kualitas perencanaan. penganggaran. 

monitoring. evaluasi. laporan kinerja. dan laporan 

keuangan 

11.885.711.900 

7. Organisasi yang tepat fungsi. tepat proses. dan tepat 

ukuran   

3.365.335.000 

8. Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup 

Sekretariat Utama  

5.206.461.250 

 

9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup 

Sekretariat Utama yang optimal 

9.295.530.600 

 

10. Terwujudnya SDM dilingkup Sektama yang berkinerja 

optimal 

2.513.537.600 

11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi 

pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama  

1.276.444.400 

12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara 

Akuntabel  

255.971.033.200 

 

 

IV. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN 

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara 

target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini: 

 

 

 

 

 

Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut: 

 

Tabel 9 Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran 

Kategori Capaian IKU 
Notifikasi 

Warna 

Kesimpulan 

Efektivitas 

Tidak Dapat Disimpulkan >120%  - 

Sangat Baik 100% < x ≤ 120%  Sangat Efektif 

Baik  =100%  Efektif 

Cukup 70% ≤ x < 100%  Kurang Efektif 

Kurang <70%  Tidak Efektif 

Sumber: Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM2 

 

 
2 Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di 

Lingkungan BPOM 

 
%Capaian = (Realisasi/Target) x 100% 
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Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, maka pencapaian 

sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian dari indikator tersebut. 

Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka 

pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung rata-rata dari persentase capaian 

seluruh indikator. Nilai Sasaran Strategis (SS) merupakan nilai rata-rata seluruh 

capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Program (SP). Berikut adalah rumus 

perhitungan NSS: 

 

 

 

 

 

Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS 

dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata 

NSS dalam perspektif yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat 

SP yang tidak memiliki nilai (N/A), maka SP tersebut tidak dimasukkan dalam 

perhitungan. Berikut adalah rumus perhitungan NP: 

 

 

 

 

 

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian Sasarn Program, digunakan perhitungan 

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi 

yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi 

indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. Berikut adalah rumus perhitungan NPSS: 

 

 

 

 

 

Kriteria NPSS sesuai tabel berikut: 

Tabel 10 Kriteria NPSS 

Predikat NPSS Notifikasi Warna 

Istimewa >100  

Baik 90 ≤ NPSS ≤ 100  

Butuh Perbaikan 70 ≤ NPSS < 90  

Kurang 50 ≤ NPSS < 70  

Sangat Kurang <50  

 

 

 
NSS = {%capaian1 +%capaian2 ....%capaiann}/ n 

 
NP = {NSS1 +NSS2 ....NSSn}/ n 

 
NPSS = {NP1 + NP2 + NP3}/ 3 
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3.1. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 

Laporan kinerja Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai evaluasi kegiatan tahun 2024. 

Evaluasi dilakukan pada 12 (dua belas) sasaran program dengan 34 (tiga puluh empat) 

indikator yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB II. 

 

 
Pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dilakukan setiap bulan 

melalui aplikasi SIMETRIS menu e-performance. Data capaian RAPK per bulan 

sebagaiman Lampiran 5. Capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing sasaran 

program Sekretariat Utama Tahun 2024 seperti pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 BAB III 

1.1. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 

AKUNTABILITAS KINERJA 
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Tabel 11 Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2024 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA 
TARGET REALISASI Capaian (%) NPS 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024  

STAKEHOLDER                102,43 

1 

Meningkatnya 

Kualitas 

Dukungan 

Manajemen 

BPOM 

1 
Indeks Reformasi 

Hukum 
- - - - 96,4 - - - - 100 - - - - 103,73 

104,15 

2 

Nilai Kinerja 

Percepatan 

Pelaksanaan 

Berusaha 

- - - - 

3  

(sanga

t baik) 

- - - - 

3 

(sangat 

baik) 

- - - - 100,00 

3 

Nilai AKIP BPOM 

dilingkup 

Sekretariat Utama 

73,25 72,44 73,33 74,22 62,25 70,67 71,86 71,98 73,20 61,35 96,48 99,20 98,15 98,63 98,55 

4 

Opini BPK atas 

Laporan Keuangan 

BPOM 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100,00 100,00 
100,00 

(120,0) 

100,0 

(120,0) 

100,00 

(120,0) 

5 
Nilai Kinerja 

Anggaran BPOM 
93 93 93,5 94,5 94,4 95,37 93,98 94,83 95,26 92,93 102,55 101,05 101,42 100,80 98,44 

2 

Meningkatnya 

kepuasan 

masyarakat dan 

internal BPOM 

terhadap kinerja 

layanan publik 

dilingkup 

Sekretariat 

Utama 

6 

Indeks kepuasan 

masyarakat 

terhadap layanan 

pengaduan dan 

informasi 

79,5 87 88 93 95,5 85,3 93,38 95,17 95,33 95,56 107,30 107,33 108,15 102,51 100,06 

100,71 

7 
Indeks Kepuasan 

Media 
73 74 74,5 77 77,13 74,02 76,64 73,55 77,13 78,37 101,40 103,57 98,72 100,17 101,61 

8 
Indeks Opini Publik 

BPOM 
66 78 79 85 85,1 79,6 82,55 84,76 85,04 85,19 120,61 105,83 107,29 100,05 100,11 

9 

Indeks kepuasan 

internal BPOM 

terhadap layanan 

dukungan 

manajemen 

3,7 3,70 3,72 3,75 3,75 3,8 3,5 3,68 3,58 3,74 102,70 94,59 98,92 95,47 99,73 

  10 

Persentase 

rekomendasi 

Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) 

yang ditindaklanjuti 

- - - - 98 - - - - 100     102,04  

INTERNAL PROCESS                107,87 

3 
Meningkatnya 

kerja sama dan 
11 

Persentase kerja 

sama yang efektif 
82 84 86 88 90 91,67 88,76 86,62 89,24 90,26 111,79 105,67 100,72 101,41 100,29 100,13 



 LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2024 

33 

 

 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA 
TARGET REALISASI Capaian (%) NPS 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024  

hubungan 

masyarakat 

BPOM yang 

efektif 

 

 

12 

Persentase 

kualitas 

pemberitaan 

BPOM di media 

99,59 99,82 99,84 99,85 99,86 99,84 99,82 97,68 99,25 99,96 100,25 100,00 97,83 99,40 100,10 

13 

Persentase 

permohonan 

wawancara media 

yang ditindaklanjuti 

- 65 66 79 80 - 65,91 76,67 79,85 80,00 - 101,40 116,16 101,08 100,00 

4 

Tersedianya 

peraturan 

Perundang-

Undangan dan 

Advokasi Hukum 

14 

Persentase 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

diselesaikan 

100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 
100,00 

(120,0) 

100,00 

(120,0) 

100,00 

(120,0) 

111,46 

15 

Persentase 

Advokasi Hukum 

yang efektif 

82 95,5 95,75 96 96,9 94,63 95,97 96,88 96,02 99,73 115,40 100,49 101,17 100,02 102,92 

5 

Meningkatnya 

pengelolaan 

Sumber Daya 

BPOM 

16 
Indeks 

Pengelolaan Aset 
- - 2,93 2,95 3,42 - - 3,32 3,59 3,30 - - 113,31 121,69 96,49 

100,81 17 

Indeks Tata Kelola 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

- 56 72 74 85 - 56 79,7 84,9 88,25 - 100,00 110,69 114,73 103,82 

18 
Indeks Sistem 

Merit 
- 0,88 0,89 0,94 0,95 - 0,88 0,94 0,94 0,97 - 100,00 105,62 100,00 102,11 

3 

Meningkatnya 

kualitas 

perencanaan, 

penganggaran, 

monitoring, 

evarluasi, 

laporan kinerja, 

dan laporan 

keuangan 

19 

Persentase 

dokumen 

perencanaan, 

penganggaran, 

monitoring, 

evaluasi, laporan 

kinerja dan laporan 

keuangan yang 

diselesaikan tepat 

waktu dan 

memenuhi standar 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 
100,00 

(120,0)  

100,00 

(120,0) 

100,00 

(120,0) 
120,00 
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SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA 
TARGET REALISASI Capaian (%) NPS 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024  

5 

Organisasi yang 

tepat fungsi, 

tepat proses, 

dan tepat ukuran 

20 

Persentase unit 

organisasi yang 

dilakukan 

penataan 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 
100,00 

(120,0) 

100,00 

(120,0) 

100,00 

(120,0) 

115,08 21 

Persentase unit 

organisasi yang 

menerapkan 

proses bisnis 

sesuai ISO 

9001:2015 

79 100 100 100 100 79 100 100 100 100 100,00 100,00 
100,00 

(120,0) 

100,00 

(120,0) 

100,00 

(120,0) 

22 

Nilai Penilaian 

Mandiri Maturitas 

SPIP BPOM 

- - - - 4 - - - - 4,211 - - - - 105,28 

8 

Meningkatnya 

kualitas layanan 

publik dilingkup 

Sekretariat 

Utama 

23 

Persentase 

layanan 

pengaduan dan 

informasi yang 

selesai 

ditindaklanjuti 

99 99,2 99,4 99,6 99,69 99,47 99,44 99,70 99,61 99,69 100,47 100,24 100,30 100,01 100,00 

99,75 

24 

Tingkat efektifitas 

KIE Obat dan 

Makanan dilingkup 

Sekretariat Utama 

96,32 92,52 94,37 96,26 97 91 93,71 94,54 96,42 97,06 94,48 101,29 100,18 100,17 100,06 

25 

Indeks Pelayanan 

Publik dilingkup 

Sekretariat Utama 

3,91 4,51 4,55 4,6 4,95 4,48 4,59 4,9 4,95 4,91 114,58 101,77 107,69 107,61 99,19 

LEARNING AND GROWTH                104,33 

9 

Terwujudnya 

tatakelola 

pemerintahan 

dilingkup 

Sekretariat 

Utama yang 

optimal 

26 
Indeks RB 

Sekretariat Utama 
85 79,5 81,5 83,5 91 73,75 79,47 90,3 89,44 86,40 86,76 99,96 110,80 107,11 94,95 

98,85 
27 

Nilai AKIP 

Sekretariat Utama 
81 83 85,3 87,6 82,74 80,69 81,20 80,35 80,73 82,81 99,62 97,83 94,20 92,16 100,08 

28 

Nilai Pengelolaan 

Kearsipan 

Sekretariat Utama 

- - - - 97,41 - - - - 98,88 - - - - 101,51 
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SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA 
TARGET REALISASI Capaian (%) NPS 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024  

10 

Terwujudnya 

SDM Sekretariat 

Utama yang 

berkinerja 

optimal 

29 

Indeks 

Profesionalitas 

ASN Sekretariat 

Utama 

78 79,6 80,6 81,6 91 77,37 81,05 80,70 87,79 86,58 99,19 101,82 100,12 107,59 95,14 

Diexclude 

dalam 

perhitung

an NPSS 

11 

Menguatnya 

pengelolaan 

data dan 

informasi 

pengawasan 

Obat dan 

Makanan di 

Sekretariat 

Utama 

30 

Indeks 

pengelolaan data 

dan informasi di 

Sekretariat Utama 

yang optimal 

1,51 2 2,25 2,5 3 0,2 1,20 2,45 2,85 2,95 13,25 60,00 108,89 114,00 98,33 98,33 

12 

Terkelolanya 

Keuangan 

Sekretariat 

Utama Secara 

Akuntabel 

31 

Nilai Kinerja 

Anggaran 

Sekretariat Utama 

93 93 93,6 94,2 90,35 91,47 88,75 90,70 90,15 99,19 98,35 95,43 96,90 95,70 109,78 

115,79 

32 

Nilai Kualitas 

Pengelolaan 

Barang dan Jasa 

Sekretariat Utama 

- - - - 70 - - - - 90,00 - - - - 
128,57 

(120,0) 

  

33 

Nilai  Pengelolaan 

Barang Milik 

Negara Sekretariat 

Utama 

- - - - 87 - - - - 98,64 - - - - 113,38 

 

34 

Persentase 

Realisasi 

Penggunaan 

Produk Dalam 

Negeri Sekretariat 

Utama 

- - - - 60 - - - - 90,36 - - - - 
150,60 

(120,0) 

  NPSS SETTAMA TAHUN 2024 104,87 
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Kertas kerja  pengukuran kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024 per bulan dapat diakses pada 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AWEC43YQco2lGSOGMSX0pavQlN25JAZFrIK_XS6eBY/edit?gid=1392364161#gid=139

2364161
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Sumber: aplikasi SIMETRIS menu e-performance 

Gambar 9 NPSS Sekretariat Utama Tahun 2024 

 

Dari gambar di atas diketahui Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) 

Sekretariat Utama tahun 2024 adalah 104,87 dengan kategori “Istimewa’ (Biru). Dari 

34 (tiga puluh empat) indikator, terdapat 16 (enam belas) indikator dengan kategori 

Sangat Baik, 8 (delapan) indikator dengan kategori “Baik”, dan 8 (delapan) indikator 

dengan kategori “Cukup”; dan 2 (dua) indikator dengan kategori “Tidak Dapat 

Disimpulkan”. Terdapat 5 (lima) indikator yang capaian kinerjanya dikonversi 

menjadi 120% sebagaimana ketentuan pada Pedoman Penyelenggaran SAKIP di 

Lingkungan BPOM yaitu: 

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM. 

2. Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan. 

3. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, 

laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan 

memenuhi standar. 

4. Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan. 

5. Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 

9001:2015 

 

Selain itu juga terdapat 1 (satu) indikator yang dikecualikan dalam perhitungan 

NPSS yaitu “Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama” karena terdapat 

perubahan tools penilaian indeks di tahun 2024, sedangkan target ditetapkan 

berdasarkan tools yang lama. 

 

Tren NPSS Sekretariat Utama tahun 2020-2024 sebagai berikut: 
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Sumber: Lapkin Settama Tahun 2020-2024 

Gambar 10 Tren NPSS Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa NPSS Sekretariat Utama memiliki tren 

peningkatan selama periode tahun 2020-2023 dan menurun di tahun 2024. Hal ini 

disebabkan pada tahun 2024 terdapat penambahan jumlah indikator yang tidak 

mencapai target. 

 

 

 

 

 

 

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM 

IKU  

1. Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama 

2. Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama 

3. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM 

4. Nilai Kinerja Anggaran BPOM 

 

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini diukur dengan 4 (empat) indikator 

dengan capaian indikator sebagai berikut: 

 

Tabel 12 Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2024 

No Indikator Renstra 

2024 

2020 2021 2022 2023 Capaian PK 2024 

T R R R R T R % 

1 Nilai RB BPOM 

dilingkup 

Sekretariat Utama 

35,58 30,83 31,73 - - - - - 

1.2. ANALISIS CAPAIAN SASARAN 

PROGRAM 

94,26

96,41

102,12

106,02
104,88

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

2020 2021 2022 2023 2024

NPSS Sekretariat Utama Tahun 2020-2024
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No Indikator Renstra 

2024 

2020 2021 2022 2023 Capaian PK 2024 

T R R R R T R % 

2 Indeks Reformasi 

Hukum 

- - - - - 96,4 100 103,73 

3 Nilai Kinerja 

Percepatan 

Pelaksanaan 

Berusaha 

- - - - - 3 

(Sangat 

Baik) 

3 

(Sangat 

Baik) 

100,00 

4 Nilai AKIP BPOM 

dilingkup 

Sekretariat Utama 

75,14 70,673 71,864 59,98 61 62,25 61,35 98,55 

5 Opini BPK atas 

Laporan 

Keuangan BPOM 

4 

(WTP) 

4  

(WTP) 

4  

(WTP) 

4 

(WTP) 

4 

(WTP) 

4 

(WTP) 

4 100,00 

(Dikonversi 

menjadi 

120,00) 

6 Nilai Kinerja 

Anggaran BPOM 

95,6 95,37 93,98 94,83 95,26 94,40 92,93 98,44 

Capaian SS 1 104,15 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas 

Dukungan Manajemen BPOM” tahun 2024 adalah 104,15% dengan kategori “Sangat 

Baik” (Biru). Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan 

program/kegiatan selama tahun 2024 serta anggaran telah digunakan secara efektif 

untuk mencapai sasaran strategis.  

 

1.1. INDEKS REFORMASI HUKUM (IRH) 

a. Perbandingan Kinerja 

Indikator Target 

Renstra  

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Indeks 

Reformasi 

Hukum 

- - - - - 96,4 100 103,73 

 

Realisasi indikator “Indeks Reformasi Hukum (IRH)” tahun 2024 adalah 100 dari 

target tahun 2024 sebesar 96,4, sehingga capaian indikator adalah 103,73% 

dengan kategori “Sangat Baik’. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024. 

IRH adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan 

identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan, dan 

penguatan sistem regulasi nasional. Pengukuran IRH mengacu pada Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian 

 
3 Tools penilaian berdasarkan PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 
4 Tools penilaian berdasarkan PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 
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Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 

Penilaian IRH pada K/L menggunakan 4 (empat) variabel penilaian yang terdiri atas: 

 

 

No Variabel Bobot (%) 

1 Tingkat koordinasi Kemenkumham untuk melakukan 

harmonisasi regulasi/ memperkuat koordinasi untuk 

melakukan harmonisasi regulasi 

25 

2 Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-

undangan yang berkualitas 

25 

3 Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan 

perundang-undangan berdasarkan hasil reviu 

35 

4 Penataan Database Peraturan Perundang-undangan 15 

 Total 100 

 

Kategori dan predikat IRH terdiri atas: 

No Kategori Nilai/Angka Predikat 

1 AA >90 – 100 Istimewa 

2 A >80 – 90 Sangat Baik 

3 BB >70 – 80 Baik 

4 B >60 – 70 Cukup Baik 

5 CC >50 – 60 Cukup 

6 C >30 – 50 Buruk 

7 D 0 – 30 Sangat Buruk 

 

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain 

 
Gambar 11 Perbandingan Indeks Reformasi Hukum BPOM dengan K/L Lain Tahun 2024 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Indeks Reformasi Hukum BPOM 

mendapatkan nilai 100 dengan kategori AA (Istimewat) yang sama dengan nilai 

Kemen Parkeraf dan lebih baik dibandingkan dengan KLHK. Namun demikian, 
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BPOM akan terus berupaya melakukan continuous improvement dan 

mempertahankan perolehan Indeks Reformasi Hukum. 

 

c. Analisis pendukung keberhasilan 

1. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terkait proses penyusunan 

peraturan perundang-undangan 

2. Komitmen seluruh unit kerja di lingkungan BPOM untuk menyelesaikan 

penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perencanaan yang 

telah ditetapkan 

3. Peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui 

bimbingan teknis, pelatihan fungsional, dan lain-lain 

4. Peningkatan inovasi berupa penabahan fitur dan integrasi data dalam 

pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM 

 

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp753.296.400,00 dengan realisasi Rp753.294.125,00 (100,00%). Dibandingkan 

dengan capaian indikator sebesar 103,73%, maka diperoleh indeks efisiensi 

sebesar 1,04 dengan tingkat efisiensi 0,04 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan 

karena capaian kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang 

optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran untuk RO yang telah 

tercapai targetnya untuk pendampingan pengisian kertas kerja pengukuran indeks. 

 

e. Analisis kegiatan yang menunjang kinerja 

Kegiatan di tahun 2024 untuk menunjang pencapaian indikator antara lain:  

1. Bimtek Pengisian Data dukung IRH dalam Aplikasi IRH bersama narasumber dari 

Kementerian Hukum dan HAM; 

2. Pengumpulan dan pengunggahan data dukung dalam rangka penilaian Indeks 

Reformasi Hukum pada aplikasi IRH oleh Tim Kerja; 

3. BPOM telah menyampaikan Berita Acara Penilaian Mandiri kepada Tim Penilai 

Nasional; dan 

4. Telah diperoleh nilai 94 untuk variabel pengelolaan JDIH yang merupakan salah 

satu variabel dalam IRH. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja 

Melakukan upaya perbaikan sesuai dengan saran dari Kementerian Hukum dalam 

penilaian Indeks Reformasi Hukum yang meliputi penyesuaian laporan analisis dan 

evaluasi Peraturan BPOM berdasarkan Pedoman Analisis dan Evaluasi serta 

konsistensi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM. 
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1.2. NILAI KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA (KPPB) 

a. Perbandingan Kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Nilai Kinerja 

Percepatan 

Pelaksanaan 

Berusaha 

- - - - - 3  

(sangat 

baik) 

3  

(sangat 

baik) 

100,00 

 

Realisasi indikator “Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (KPPB)” tahun 

2024 adalah 3 dari target tahun 2024 sebesar 3, sehingga capaian indikator adalah 

100,00% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan indikator baru di 

tahun 2024. Penilaian KPPB dilakukan secara mandiri oleh BPOM yang kemudian 

hasil penilaiannya diverifikasi oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM). Penilaian KPPB mengacu pada Peraturan Menteri 

Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemda serta 

Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga. Penilaian 

mandiri kinerja PBB pada K/L terdiri atas 3 (tiga) kriteria dengan pembobotan sebagai 

berikut: 

 

No Variabel Bobot (%) 

1 Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 40 

2 Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor 30 

3 Peningkatan Iklim Investasi 30 

 Total 100 

 

Kategori predikat hasil penilaian KPPB terdiri atas: 

No Kategori Nilai/Angka Predikat 

1 Sangat Baik 80,00 – 100 3 

2 Baik 60,00 – 79,99 2 

3 Kurang Baik ≤59,99 1 
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b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain 

 
 Gambar 12Perbandingan Nilai KPPB BPOM dengan K/L Lain Tahun 2024 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa BPOM  berada di peringkat ke-7 dari 10 K/L 

yang masuk dalam nominasi K/L yang dinominasikan mendapatkan insentif dari 

Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik dan regulasi 

BPOM telah mendukung percepatan berusaha. 

 

c. Analisis pendukung keberhasilan 

1. Komunikasi formal dan informal dengan BKPM untuk pelaksanaan Bimtek 

Penilaian Percepatan Berusaha  

2. Bimtek Peraturan Menteri BKPM tentang Evaluasi Kinerja Percepatan Perizinan 

Berusaha  

3. Persiapan penilaian mandiri Evaluasi Kinerja Percepatan Perizinan Berusaha 

melalui coaching clinic oleh BKPM  

4. Penyampaian hasil penilaian mandiri PPB BPOM  

5. Pelaksanaan verifikasi lapangan hasil penilaian mandiri  

6. Mengikuti tahap Presentasi dan Wawancara sebagai  Nominee KL 

7. Pelaksanaan Uji Petik sebagai nominee K/L sebagai tahap akhir Penilaian 

Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha 

 

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp174.638.500,00 dengan realisasi Rp174.634.979,00 (99,998%). Dibandingkan 

dengan capaian indikator sebesar 100,00%, maka diperoleh indeks efisiensi 

sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0,00 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan 

karena capaian kinerja telah mencapai target dengan penggunaan anggaran yang 

optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah 

tercapai targetnya untuk pendampingan unit kerja layanan publik dalam penyiapan 

data dukung penilaian. 
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e. Analisis kegiatan yang menunjang kinerja 

Kegiatan di tahun 2024 untuk menunjang pencapaian indikator antara lain:  

1. Komunikasi formal dan informal dengan BKPM melalui surat Nomor 

OT.03.04.2.22.02.24.60 untuk pelaksanaan Bimtek Penilaian Percepatan 

Berusaha yang direncanakan pada tanggal 19 Maret 2024. 

2. Bimtek Peraturan Menteri BKPM tentang Evaluasi Kinerja Percepatan Perizinan 

Berusaha tanggal 19 Maret 2024. 

3. Persiapan penilaian mandiri Evaluasi Kinerja Percepatan Perizinan Berusaha 

melalui coaching clinic oleh BKPM tanggal 3 Mei 2024. 

4. Penyampaian hasil penilaian mandiri PPB BPOM pada tanggal 2 Juni 2024. 

5. Pelaksanaan verifikasi lapangan hasil penilaian mandiri pada tanggal 20-21 

Juni 2024. 

6. Mengikuti tahap Presentasi dan Wawancara sebagai Nominee KL pada tanggal 

30Juli2024. 

7. Pelaksanaan Uji Petik sebagai nominee K/L pada tanggal 14Agustus 2024 

sebagai tahap akhir Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja 

Melakukan peningkatan dan koordinasi dengan BKPM terkait penilaian Percepatan 

Berusaha melalui: 

1. Melakukan simplifikasi dan deregulasi kebijakan secara berkelanjutan 

khususnya terkait kebijakan kemudahan Perizinan Berusaha. 

2. Melakukan koordinasi dan sinergi bersama dengan Kementerian 

Investasi/BKPM dalam upaya pelaksanaan pengintegrasian terhadap seluruh 

perizinan ke dalam sistem OSS. 

 

1.3. NILAI AKIP BPOM DI LINGKUP SEKRETARIAT UTAMA 

a. Perbandingan Kinerja 

Indikator Dasar 

Penilaian 

Target 

Renstra 

Realisasi Capaian 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Nilai AKIP 

BPOM 

dilingkup 

Sekretariat 

Utama 

PermenPANRB 

Nomor 12 Tahun 

2015 

75,14 70,67 

 

71,86 - - - - - 

PermenPANRB 

Nomor 88 Tahun 

2021 

- - - 59,98 

 

61 62,25 61,35 98,55 

 

Realisasi indikator “Nilai AKIP di Lingkup Sekretariat Utama” tahun 2024 adalah 61,35 

dari target tahun 2024 sebesar 62,25, sehingga capaian indikator adalah 98,55% 

dengan kategori ‘Cukup’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Pada 

tahun 2023 terdapat perubahan tools penilaian berdasarkan Permenpan 88/2021 

tentang Evaluasi AKIP, sehingga kinerja tahun 2020-2021 tidak dapat dibandingkan 

dengan kinerja 2024. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 59,98, terdapat 

peningkatan sebesar 2,28% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2023 

sebesar 61, terdapat peningkatan sebesar 0,57% pada tahun 2024. Indikator ini 

memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2022-2024. Peningkatan ini 
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didukung dengan upaya BPOM untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang 

diberikan oleh KemenPANRB.  

 

Indikator Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama merupakan indikator lanjutan 

tahun 2020-2023. Pada Tahun 2021, telah dilakukan reviu terhadap target Nilai AKIP 

BPOM di Lingkup Sekretariat Utama berdasarkan peta strategi terbaru dengan 

memperhatikan baseline berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. 

Terdapat penurunan target target tahun 2022-2024 yang disebabkan perubahan tools 

penilaian berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).  

 

Dengan diterbitkannya PerMenPANRB tersebut, terdapat perubahan komponen dan 

bobot penilaian AKIP sejak tahun 2022 sebagai berikut: 

No Komponen yang 

Dinilai 

Bobot Nilai 

Semula 

(2020-2021) 

Menjadi 

(2022-skrg) 

2022 2023 2024 

1 Perencanaan kinerja 30 30 23,57 24,23 24,39 

2 Pengukuran kinerja 25 30 24,18 24,45 24,58 

3 Pelaporan kinerja 15 15 12,23 12,32 12,38 

4 Capaian kinerja 20 - - - - 

 Total 90 75 59,98 61 61,35 

 

Cara perhitungan Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama berdasarkan 

penjumlahan bobot komponen evaluasi AKIP dari KemenPANRB sebagai berikut: 

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%, meliputi: sub komponen keberadaaan 

(6%), sub komponen kualitas (9%), sub komponen pemanfaatan (15%), dengan 

nilai 2024 sebesar 24,39. 

2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%, meliputi: sub komponen keberadaaan 

(6%), sub komponen kualitas (9%), sub komponen pemanfaatan (15%), dengan 

nilai 2024 sebesar 24,58. 

3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%, meliputi: sub komponen keberadaaan 

(3%), sub komponen kualitas (4,5%), sub komponen pemanfaatan (7,5%), 

dengan nilai 2024 sebesar 12,38 

sehingga total nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama tahun 2024 sebesar 

61,35. 

 

Hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen AKIP berupa nilai dengan 

katgeori predikat sebagai berikut: 

Predikat Nilai Intepretasi 

AA >90 – 100  Sangat Memuaskan 

A >80 – 90  Memuaskan 

BB >70 – 80  Sangat Baik 

B >60 – 70  Baik 

CC >50 – 60  Cukup (Memadai) 

C >30 – 50  Kurang 
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Predikat Nilai Intepretasi 

D >0 – 30 Sangat Kurang 

 

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain 

Perbandingan Nilai AKIP BPOM di lingkup Settama dengan K/L lain dilakukan 

terhadap nilai tahun 2023 karena nilai tahun 2024 belum diperoleh pada saat 

penyusunan laporan ini. 

 
Gambar 13 Perbandingan Nilai AKIP BPOM di Lingkup Settama dengan K/L Lain Tahun 

2023 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai AKIP BPOM lingkup Settama (komponen 

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja) lebih tinggi 

dibandingkan BP2MI dan BSN. Namun demikian, nilai AKIP masih perlu 

ditingkatkan ke depannya. 

 

c. Analisis penyebab kegagalan 

Kinerja tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan 

antara lain karena: 

1) Perencanaan kinerja tahun 2024 masih disusun berdasarkan pohon kinerja tahun 

2023, dimana pohon kinerja tahun 2023 menggunakan indikator kinerja dalam 

penurunan kinerja, bukan Critical Success Factors (CSF) dari kinerja yang akan 

dicapai. Hal ini menyebabkan belum terlihatnya penurunan kinerja yang logis dari 

level strategis hingga leveloperasional. 

2) Masih ditemukan beberapa target kinerja jangka pendek yang belum mengawal 

target kinerja jangka menengah. 

3) Masih ditemukan formulasi indikator kinerja UPT yang belum terkawal dengan 

baik sehingga ketercapaian kinerja tidak optimal. 

4) Laporan kinerja belum dilengkapi dengan analisis program yang paling 

mendukung dan tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja. 

5) Informasi capaian kinerja dan analisis capaian kinerja pada UPT belum 

sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan tahun berikutnya. Hal ini terlihat 

dari penerapan target kinerja yang belum konsisten dengan ketercapaian kinerja 

tahun sebelumnya. 
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d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp2.178.714.400,00 dengan realisasi Rp2.176.972.748,00 (99,998%). 

Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 98,55%, maka diperoleh indeks 

efisiensi sebesar 0,99 dengan tingkat efisiensi -0,01 (kategori Tidak Efisien). Hal ini 

disebabkan karena kinerja tidak mencapai target namun menggunakan anggaran 

yang lebih besar. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang 

telah tercapai targetnya untuk pendampingan unit kerja dalam implementasi SAKIP, 

diantaranya pada saat penyusunan rancangan renstra 2025-2029, penyusunan 

lapkin 2023. 

  

e. Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja 

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk menunjang pencapaian 

indikator antara lain: 

1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembahasan Arah Kebijakan BPOM Tahun 

2025. 

2) Sosialisasi dan bimtek penyusunan Laporan Kinerja yang diikuti oleh seluruh 

unit kerja pusat secara luring dan UPT secara daring untuk meningkatkan 

kemampuan dalam menyusun Laporan kinerja Satkernya. 

3) Penyusunan PK dan RAPK Tahun 2024. 

4) Penyusunan Rancangan Awal Renstra BPOM dan Settama Tahun 2025-2029. 

5) Penyusunan Lapkin BPOM dan Sekretariat Utama tahun 2023. 

6) Penyusunan Lapkin Interim BPOM dan Sekretariat Utama s.d. Triwulan III 

Tahun 2024. 

7) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti 

dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja 

ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB. 

8) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit 

Kerja Pusat dan UPT s.d. triwulan IV tahun 2024 (termasuk SMART DJA, 

Monev Bappenas, E-Performance). 

9) Penyusunan Buku kinerja BPOM dan Settama dalam angka s.d. Triwulan IV 

Tahun 2024. 

10) Penyusunan Juklak Anggaran dan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 

BPOM. 

11) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker. 

12) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM tahun 2023 dan Semester I tahun 2024. 

13) Penyusunan Matriks Peran Hasil Tahun 2024.  

14) Asistensi perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, dan 

penyusunan laporan keuangan di 5 wilayah. 

15) Bimbingan teknis Renstra BPOM tahun 2025-2029. 

16) Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana BPOM. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja 

1) Memastikan penurunan kinerja pada perencanaan kinerja tahun 2025-2029 

mempertimbangkan pohon kinerja yang disusun menggunakan CSF yang 
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menjadi aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, 

sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar 

bidang/dengan tugas fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dapat terbangun 

secara cukup. 

2) Memastikan penetapan kinerja baik di pusat, unit kerja maupun level UPT telah 

sesuai dengan target kinerja tahun terakhir yang telah tertuang pada 

perencanaan jangka menengah, sehingga target kinerja dapat terkawal dengan 

baik. 

3) Mereviu dan menyempurnakan kembali kesesuaian formulasi indikator kinerja 

yang akan diterapkan pada Renstra mendatang sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan unit kerja maupun UPT agar dapat mengoptimalkan ketercapaian 

kinerja. 

4) Memastikan bahwa perubahan terbaru peraturan Kepala BPOM terkait reward 

and punishment telah mempertimbangkan bobot untuk capaian kinerja 

organisasi lebih besar dibandingkan dengan bobot untuk kinerja anggaran dan 

kinerja pelaksanaan anggaran. 

5) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih 

mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program yang paling 

mendukung ketercapaian kinerja, serta menjadikan laporan akuntabilitas kinerja 

dengan informasi yang lengkap sebagai standar/pedoman untuk dapat 

diimplementasikan ke seluruh unit kerja. 

6) Terus mendorong pemanfaatan informasi capaian kinerja dan hasil analisis 

capaian kinerja dalam LAKIP pada level UPT, terutama dalam proses 

menentukan target, strategis, serta aktivitas yang akan diperjanjikan setiap unit 

kerja dalam perencanaan kinerja kedepan. 

7) Mendorong seluruh UPT untuk memanfaatkan aplikasi SAPA APIP dalam 

menindaklanjuti saran dan masukan APIP. 

8) Mengoptimalkan aplikasi SAPA APIP dan memastikan seluruh UPT telah 

menindaklanjuti saran dan rekomendasi evaluasi internal dalam perbaikan 

kinerja. 

 

1.4. OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN BPOM 

a. Perbandingan Kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Opini BPK atas 

Laporan 

Keuangan 

BPOM 

4  

(WTP) 

4  

(WTP) 

4  

(WTP) 

4  

(WTP) 

4  

(WTP) 

4  

(WTP) 

4 

(WTP) 

100,00 

 

Dikonversi 

menjadi 

120,00 

(Sangat 

Baik) 

 

Realisasi indikator “Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM” tahun 2024 adalah 

WTP dari target tahun 2024 yaitu WTP, sehingga capaian indikator adalah 100,00%. 

Sesuai dengan pedoman SAKIP di lingkungan BPOM, untuk indikator yang 
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realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja 

tersebut dapat dikonversi menjadi 120,00%. Opini WTP merupakan opini tertinggi 

atas pemeriksaan Laporan Keuangan. Dengan demikian, capaian indikator ini dapat 

dikonversi menjadi 120,00% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan 

lanjutan tahun 2020-2023. BPOM memperoleh predikat WTP selama 11 (sebelas) 

tahun berturut-turut sejak tahun 2014-2024. BPOM terus berupaya meningkatkan 

akuntabilitas keuangan negara untuk mendukung pencapaian prioritas 

pembangunan nasional, serta efektivitas, efisiensi, dan penyelesaian hambatan 

pembangunan. 

 

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga merupakan pernyataan 

profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan 

dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Opini audit ini menggunakan empat 

kriteria utama, yaitu: 

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 

2. Kecukupan pengungkapan/kewajaran penyajian laporan keuangan; 

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 

4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). 

 

Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 

32. Audit atas Laporan Keuangan BPOM dilakukan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk menilai 

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini 

yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah: 

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian 

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian 

3. Opini Tidak Wajar 

4. Tidak Memberikan Pendapat 

 

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain 

Perbandingan opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dengan Lembaga lain yang 

setara sebagai berikut: 

 

Tabel 13 Perbandingan Opini LK BPOM dengan K/L Lain Tahun 2024 

No Nama K/L Opini LK 

1 Badan Pengawas Obat dan Makanan WTP 

2 Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan 

WTP 

3 Badan Pusat Statistik WTP 

4 Badan Kepegawaian Negara WTP 

5 Badan Standardisasi Nasional WTP 

6 Bappenas WTP 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh Lembaga memperoleh opini WTP atas 

Laporan Keuangan. Dengan demikian, BPOM memiliki capaian kinerja yang sama  

dengan Lembaga lainnya. 

 

c. Analisis pendukung keberhasilan  

Pada Tahun 2024 ini, berdasarkan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 

Tahun 2023, BPOM kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Dengan demikian, BPOM telah mempertahankan opini WTP ini selama satu dekade 

sejak pemeriksaan Laporan Keuangan 2014. Hasil ini membuktikan Laporan 

Keuangan BPOM senantiasa disajikan secara wajar sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal ini tidak terlepas dari peran Sekretariat Utama 

untuk: 

1. menjamin Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) BPOM 

andal (reliable) dan mampu telusur (traceable) sehingga menghasilkan Laporan 

Keuangan BPOM yang berkualitas. 

2. meningkatkan kepatuhan pengelola keuangan. 

3. menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI).  

4. meningkatkan kualitas pengelolaan BMN. 

5. menerapkan indikator monitoring pengelolaan BMN yang baik, dan  

6. penyusunan kebijakan pengelolaan BMN seperti: Kebijakan Pembentukan 

Satuan Kerja Wilayah dan Kebijakan Kendaraan Fungsional. 

 

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp2.733.794.000,00 dengan realisasi Rp2.733.620.040,00 (99,994%). 

Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,00%, maka diperoleh indeks 

efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini 

disebabkan karena kinerja telah mencapai target dengan penggunaan anggaran 

yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah 

tercapai targetnya untuk pendampingan unit kerja yang menjadi sampling audit 

pemeriksaan oleh BPK. 

 

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan  

Kegiatan yang telah dilakukan tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator 

antara lain: 

1) Memastikan ketersediaan juklak, juknis, surat (edaran) sebagai dasar 

pengaturan yang spesifik bagi internal BPOM, antara lain Keputusan Kepala 

Badan POM Nomor 157 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pengelolaan PNBP di Lingkungan BPOM yang ditetapkan tanggal 22 

September 2022 serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan POM 

pada tanggal 2 Januari 2024. Dengan melaksanakan kedua peraturan tersebut, 

secara tertib, diharapkan nilai PNBP dan persediaan yang tersaji di laporan 

keuangan BPOM memadai. 

2) Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Sekretariat Utama 
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Tahun 2022 unaudited dan audited, serta Semester I dan TW III TA 2024. 

3) Bimtek bagi satker di lingkungan BPOM terkait penyusunan laporan keuangan 

dan pelaksanaan anggaran, antara lain: Bimtek SAI, Sosialisasi PMK 109 

Tahun 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan Yang 

Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran.  

4) Rekonsiliasi nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun 

pendapatan diterima di muka baik persatker maupun per jenis layanan PNBP.  

5) Focus Group Discussion Penyusunan Laporan Keuangan termasuk mengatasi 

permasalahan substansi maupun teknis Sistem Akuntabilitas Keuangan 

Tingkat Instansi (SAKTI). 

6) Bimtek dan pengawalan Satuan Wilayah Kerja sebagai Unit Akuntansi 

Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) 

sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 52 Tahun 2024. 

7) Menyusun rancangan revisi SOP Penyusunan Laporan Keuangan agar sesuai 

dinamika proses bisnis penyusunan laporan keuangan (implementasi SAKTI 

dan penetapan UAPPAW. 

8) Pemutakhiran Data BMN semesteran dan tahunan sebagai upaya monitoring 

dan evaluasi melalui check and balance transaksi APBN yaitu pencatatan 

perolehan aset yang diterima oleh Satuan Kerja yang berada di lingkungan 

Badan POM. 

9) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan BMN melalui kegiatan 

Workshop BMN. 

10) Bimtek dan Pengawalan Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Barang 

Wilayah (UAPPB-W) dalam rangka dan monitoring pengelolaan BMN Satuan 

Wilayah Kerja di lingkungan Badan POM. 

11) Menyusun kebijakan pengelolaan BMN untuk mendukung pengelolaan BMN 

yang baik. 

12) Pembangunan E-BMN bertujuan dalam monitoring pengelolaan BMN dari 

tingkat Satuan Kerja Pusat sampai dengan tingkat Unit Pelaksana Teknik (UPT) 

vertikal serta dapat digunakan sebagai acuan dalam menunjang Penilaian 

kinerja satuan kerja dalam mengelola BMN di tempat masing-masing. 

digunakan dalam memonitoring persentasi persediaan rusak atau usang yang 

sudah dilakukan usulan persetujuan pemusnahan. 

13) Menyusun rancangan SOP Pengelolaan Piutang di Lingkungan BPOM. 

14) Menyusun SOP Pengelolaan Hibah di Lingkungan BPOM. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja 

Untuk mempertahankan opini WTP, beberapa upaya yang harus dilakukan yaitu: 

1. BPOM harus terus melakukan serangkaian aktivitas pengendalian risiko dalam 

proses bisnis pelaksanaan anggaran maupun dalam proses bisnis penyusunan 

laporan keuangan itu sendiri.  

2. BPOM pada semua level entitas akuntansi/satker harus meningkatkan 

kepatuhan pengelola keuangan dan pelaksana anggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan. Pemahaman pengelolaa keuangan harus ditingkatkan 
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untuk mencegah terjadinya kesalahan yang bernilai material maupun 

administrasi. 

3. Monitoring secara berkala atas pelaksanaan anggaran melalui sistem monitoring, 

contohnya MONSAKTI dan OMSPAN untuk setiap entitas akuntansi di BPOM 

juga perlu terus dilakukan sebagai early warning system.  

4. Reviu atas peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan juga 

diperlukan agar peraturan/tata laksana pengelolaan keuangan senantiasa 

mutakhir sesuai dinamika peraturan perundang-undangan, tepat dan solutif saat 

diterapkan di BPOM karena mampu mendukung kebijakan teknis pengawasan 

Obat dan Makanan. 

 

1.5. NILAI KINERJA ANGGARAN BPOM 

a. Perbandingan Kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Nilai Kinerja 

Anggaran BPOM 

95,6 95,37 93,98 94,83 95,26 94,4 92,935 98,44 

 

Realisasi indikator “Nilai Kinerja Anggaran BPOM (NKA)” tahun 2024 adalah 92,93 

dari target tahun 2024 sebesar 94,4, sehingga capaian indikator adalah 98,44% 

dengan kategori “Cukup’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. 

Realisasi tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020-2023 

karena terdapat perubahan tools penilaian NKA di tahun 2024.  

 

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang 

diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai 

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan 

Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terdapat perubahan bobot 

komponen NKA yaitu nilai Perencanaan Anggaran/EKA (bobot 50%) dan nilai 

Pelaksanaan Anggaran/IKPA (bobot 50%) yang dilakukan pengukuran di akhir 

tahun. Untuk nilai EKA terdapat perubahan cara pengukuran yaitu berdasarkan nilai 

Efektivitas (bobot 75%) dan nilai Efisiensi (bobot 25%). Efektivitas dihitung 

menggunakan indikator Agregasi Capaian RO Satker (30%), Capaian IKP (20%), 

dan Capaian ISS (25%). Sedangkan Efisiensi dihitung menggunakan indikator 

Penggunaan SBK (10%) dan Efisiensi SBK (15%). 

 

Mengacu Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk 

Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdapat 

reformulasi IKPA pada tahun 2022 yang meliputi 3 Aspek dan 8 Indikator Kinerja, 

yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja 

Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengeloaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, 

dan Capaian Output. Terdapat reformulasi IKPA di tahun 2024 pada 6 (enam) 

indikator sebagai berikut: 

 
5 Sumber data aplikasi SMART per 5 Februari 2025 
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No. Indikator 2022 2024 (Reformulasi) 

1 Revisi DIPA Pengendalian revisi pagu 

tetap secara triwulanan 

Pengendalian revisi pagu tetap 

secara semesteran 

2 Deviasi Hal 

III DIPA 

Deviasi Bulanan dihitung 

berdasarkan rata-rata 

aritmatik 

Deviasi Bulanan dihitung 

berdasarkan rata-rata tertimbang 

dengan bobot yang berasal dari 

proporsi pagu jenis belanja. 

3 Penyerapan 

Anggaran 

Berdasarkan rata-rata 

persentase penyerapan 

terhadap target penyerapan 

triwulanan yang dihitung 

berdasarkan trajektori 

penyerapan anggaran per 

jenis belanja. 

Nilai kinerja triwulanan dihitung 

berdasarkan trajektori dan 

penyerapan anggaran per jenis 

belanja. Nilai kinerja triwulanan 

dihitung berdasarkan rata-rata 

tertimbang nilai kinerja per jenis 

belanja dengan bobot yang 

berasal dari proporsi pagu jenis 

belanja. 

4 Belanja 

Kontraktual 

Berdasarkan (1) ketepatan 

waktu, (2) kontrak dini (pra 

DIPA efektif), (3) akselerasi 

kontrak 53. 

Berdasarkan  (1) kontrak dini (pra 

DIPA efektif), (2) akselerasi 

kontrak 53, dan (3) distribusi 

kontrak sampai triwulan II. 

5 Pengelolaan 

UP dan TUP 

Berdasarkan (1) ketepatan 

waktu, (2) persentase GUP, 

(3) setoran TUP 

Berdasarkan (1) ketepatan waktu, 

(2) persentase GUP, (3) setoran 

TUP serta terdapat reward untuk 

penggunaan UP KKP yang 

mencapai target. 

6 Dispensasi 

SPM 

Dihitung sebagai bagian 

dari komponen dalam 

perhitungan IKPA 

Dihitung di luar komponen nilai 

IKPA, yaitu sebagai pengurang 

nilai IKPA 

 

Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM adalah berdasarkan nilai 

EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut: 

Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) 

 = (87,72 x 50%) + (98,14 x 50%) 

 = 92,93 
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Sumber: aplikasi SMART 

Gambar 14 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

BPOM Tahun 2024 

 

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain 

NKA tahun 2024 seluruh K/L belum diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. 

Perbandingan NKA BPOM dengan K/L lain menggunakan NKA tahun 2023 sebagai 

berikut: 

 
 

Gambar 15 Perbandingan NKA BPOM dengan K/L Lain Tahun 2023 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa NKA BPOM lebih rendah dibandingkan 

dengan BPK namun lebih tinggi dibandingkan Kementerian Kesehatan dan 

Kementerian Sosial. Dengan demikian, BPOM masih perlu meningkatkan NKA agar 

lebih optimal ke depannya. 

 

c. Analisis penyebab kegagalan 

Nilai EKA BPOM pada aplikasi SMART DJA adalah 87,72, sedangkan nilai IKPA 

BPOM pada aplikasi OMSPAN adalah 98,14, sehingga nilai kinerja anggaran tahun 

2024 adalah 92,93. NKA BPOM tersebut merupakan angka sementara dan akan 

final pada tanggal 3 Maret 2025. NKA BPOM tidak mencapai target tahun 2024 yang 

disebabkan rendahnya nilai EKA. Dari 5 (lima) indikator, yang belum optimal adalah 

nilai Efisiensi SBK yaitu 33,85. Hal ini disebabkan karena masih terdapat satker 

yang nilai efisiensinya tidak diperhitungkan. Hal ini disebabkan oleh: 
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1. Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK. 

2. RO tidak mencapai target yang ditetapkan (RVRO < TVRO).  

Untuk nilai IKPA telah optimal namun masih terdapat 1 indikator yang harus 

ditingkatkan karena nilainya masih dibawah 97 (96,99) yaitu Revisi DIPA.  

 

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp382.513.400,00 dengan realisasi Rp382.287.648,00 (99,994%). Dibandingkan 

dengan capaian indikator sebesar 98,44%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 

0,99 dengan tingkat efisiensi -0,01 (kategori Tidak Efisien). Hal ini disebabkan 

karena kinerja tidak mencapai target namun penggunaan anggaran telah maksimal 

untuk desk data kinerja dalam upaya memastikan penggunaan RO SBK dan 

pencapaian target RO SBK. 

 

e. Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja 

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian 

indikator antara lain: 

1) Penerapan reward dan punishment di lingkungan BPOM dengan menggunakan 

NKA sebagai salah satu parameter penilaian. 

2) Pelaksanaan Workshop IKPA Untuk Pejabat Pengelola Perbendaharaan. 

3) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja 

Pusat dan UPT secara berkala per bulan sepanjang tahun 2024 melalui SMART 

DJA. 

4) Monitoring dan Evaluasi IKPA secara berkala yaitu bulanan dan triwulanan. 

5) Monitoring pengisian target dan capaian output pada aplikasi SAKTI. 

6) Pengawalan revisi DIPA/POK termasuk penyesuaian Rencana Penarikan Dana 

(RPD). 

7) Mengidentifikasi RO SBKU dan SBKK dan memastikan penggunaannya. 

8) Monitoring dan evaluasi pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam 

pembayaran belanja yang dibiayai APBN. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja 

1) Melaporkan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data 

yang akurat. 

2) Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi 

anggaran.  

3) Memastikan penyerapan anggaran triwulanan sesuai dengan target minimal 

yang ditetapkan Kemenkeu, menyusun dan melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan PoA dan RPD, serta melakukan update RPD setiap triwulan maksimal 

tanggal 10 setelah triwulan berakhir.  

4) Memperhatikan norma waktu pertanggungjawaban keuangan.  

5) Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, 

Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN. 

6) Pengawalan capaian RO SBKU dan SBKK. 
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Sasaran 2 Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM 

terhadap kinerja layanan publik di lingkup Sekretariat Utama 

IKU  

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi 

2. Indeks Kepuasan Media 

3. Indeks Opini Publik BPOM 

4. Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen 

5. Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang 

ditindaklanjuti 

 

 

Tabel 14 Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2024 

No Indikator Renstra 

2024 

2020 2021 2022 2023 Capaian 2024 

T R R R R T R % 

1 Indeks kepuasan 

masyarakat terhadap 

layanan pengaduan dan 

informasi 

90 85,3 93,38 95,17 95,33 

 

95,5 95,56 100,06 

2 Indeks Kepuasan Media 

 

75,5 74,02 76,64 73,55 77,13 

 

77,13 78,37 101,61 

3 Indeks Opini Publik 

BPOM 

 

81 79,6 82,55 84,76 85,04 

 

85,1 85,19 100,11 

4 Indeks kepuasan internal 

BPOM terhadap layanan 

dukungan manajemen 

3,78 3,80 3,50 3,68 3,65 3,75 3,74 99,73 

5 Persentase rekomendasi 

Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) yang 

ditindaklanjuti 

- - - - - 98 100 102,04 

 
Capaian SS 2 100,71 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Meningkatnya kepuasan 

masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup 

Sekretariat Utama” tahun 2024 adalah 100,71% dengan kategori “Sangat Baik”. 

Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan 

selama tahun 2024 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai 

sasaran strategis. 
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2.1. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PENGADUAN DAN 

INFORMASI 

a. Perbandingan Kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Indeks kepuasan 

masyarakat 

terhadap layanan 

pengaduan dan 

informasi 

90 85,3 93,38 95,17 95,33 95,5 95,56 100,06 

 

Realisasi indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan 

dan Informasi” tahun 2024 adalah 95,56 dari target tahun 2024 sebesar 95,5, 

sehingga capaian indikator adalah 100,06% dengan kategori ‘Sangat Baik’. 

Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 

2020 sebesar 85,30, terdapat peningkatan sebesar 12.03% pada tahun 2024; 

dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 93,38, terdapat peningkatan sebesar 

2,33% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 95,17, 

terdapat peningkatan sebesar 0,41% pada tahun 2024, dan dibandingkan realisasi 

tahun 2023 sebesar 95,33, terdapat peningkatan sebesar 0,24% pada tahun 2024. 

Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2024. Tren 

peningkatan ini karena telah dilakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan. 

Realisasi tahun 2023 telah melebihi target tahun 2024, sehingga telah dilakukan 

reviu pada PK tahun 2024. 

 

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah 

tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan 

kinerja/kualitas layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan 

harapan masyarakat. Cara perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Layanan Pengaduan dan Informasi yaitu dihitung berdasarkan hasil Survei 

Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi. Survei 

dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 9 (Sembilan) 

unsur pelayanan yaitu (1) Persyaratan Pelayanan; (2) Sistem, mekanisme, dan 

prosedur; (3) Waktu penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Kesesuaian Produk 

Pelayanan; (6) Kompetensi Petugas; (7) Perilaku Petugas; (8) Penanganan 

Pengaduan; (9) Sarana dan prasarana. Indeks dihitung berdasarkan hasil survei 

dengan interval nilai indeks 1 – 100, yaitu: 

 

Nilai interval Mutu pelayanan Kinerja unit pelayanan 

25,00 – 64,99 D tidak baik 

65,00 – 76,60 C kurang baik 

76,61 – 88,30 B Baik 
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Nilai interval Mutu pelayanan Kinerja unit pelayanan 

88,31 – 100,00 A sangat baik 

 

Proses pengambilan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan 

pengaduan dan informasi dilakukan secara periodik per tahun dan pelaksanaan 

survei kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dari bulan 

Februari sampai September tahun 2024. Pada tahun 2024 ini, SKM melibatkan 

365 responden yang didominasi pegawai swasta dan wirausaha sebagai penerima 

layanan terbanyak. Pengambilan data dilakukan secara telesurvei dan online 

menggunakan aplikasi SAPA APIP. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 

adalah 95,33 dengan kategori A (Sangat Baik). Berdasarkan nilai tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa secara keseluruhan, mutu pelayanan Sekretariat Utama 

mendapatkan kategori A dengan persepsi kinerja unit pelayanan Sangat Baik. 

 

 
Gambar 16 Rincian Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 

 

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain 

Dibandingkan dengan unit Eselon I lain di BPOM, Indeks Kepuasan Masyarakat di 

Sekretariat Utama mendapatkan nilai tertinggi sebagaimana grafik berikut: 
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Gambar 17 Perbandingan IKM Settama dengan Unit Eselon I Lainnya Tahun 2024 

 

Hal ini dimungkinkan karena hanya terdapat 1 UPP di Sekretariat Utama 

dibandingkan unit Eselon I lainnya yang memiliki masing-masing 5 UPP, sehingga 

rekomendasi perbaikan dapat segera ditindaklanjuti. 

 

c. Analisis pendukung keberhasilan 

Berdasarkan penilaian kesembilan unsur pelayanan, berikut perbandingan nilai 

per unsur layanan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan 

informasi tahun 2019 - 2021. 

 

Unsur Pelayanan 2020 2021 2022 2023 2024 Selisih  

U1 Persyaratan Pelayanan 84,27 92,98 94,2 94,06 94,13  0,07 

U2 Sistem/Mekanisme/Prosedur 

Pelayanan 

84,08 93,07 93,73 93,88 94,43 0,55 

U3 Waktu Pelayanan 85,09 93,15 94,91 95,40 95,29 -0,11 

U4 Biaya/Tarif Pelayanan 83,71 93,40 96,15 95,94 95,94 0 

U5 Kesesuaian Produk 

Pelayanan 

85,45 92,93 94,99 94,97 94,87 0,40 

U6 Kompetensi Petugas 85,63 93,16 95,08 96,58 97,26 0,68 

U7 Perilaku Petugas 90,75 96,86 97,54 97,67 98,19 0,52 

U8 Penanganan Pengaduan 84,13 92,32 95,96 95,66 95,70 0,04 

U9 Sarana dan Prasarana 84,60 92,56 93,96 94,34 94,18 -0,16 

 Total 85,30 93,38 95,17 95,33 95,56 0,23 

 

Indeks tertinggi ada pada 3 (tiga) unsur pelayanan yaitu perilaku pelaksana 

(98,19), kompetensi pelaksana (97,26), serta biaya/tarif 95,94. Sedangkan 3 (tiga) 

indeks terendah terdapat pada unsur pelayanan yaitu Sistem, Mekanisme, dan 

Prosedur (94,43), sarana dan prasarana (94,18), serta persyaratan (94,13). 
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Peningkatan indeks karena telah dilakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan 

selama tahun 2024 yang terencana melalui penyusunan dan implementasi 

rencana aksi tindak lanjut survei kepuasan masyarakat tahun 2024.  

 

Walaupun terdapat peningkatan indeks pada tahun 2024, namun apabila dilihat 

dari unsur pelayanan, terdapat penurunan indeks pada 2 (dua) unsur yaitu U3. 

Waktu Pelayanan dan U9. Sarana dan Prasarana.  

 

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp13.686.000,00 dengan realisasi Rp13.686.000,00 (100,00%). Dibandingkan 

dengan capaian indikator sebesar 100,06%, maka diperoleh indeks efisiensi 

sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan 

karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan anggaran 

yang menandakan penggunaan anggaran telah efisien untuk mendukung kinerja. 

Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai 

targetnya untuk tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SKM tahun sebelumnya. 

 

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian 

indikator yaitu: 

1) Dilakukan perbaikan berdasarkan rencana tindak lanjut SKM Tahun 2023, yaitu 

adanya pembaharuan Interaction Voice Respond (IVR) sesuai masukan 

responden. 

2) Melakukan publikasi/sosialisasi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, 

Profil Penyelenggara Pelayanan, dan Hasil SKM pelayanan pengaduan 

masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media. 

3) Pemanfaatan Aplikasi Contact Center (new version) yang mengintegrasikan 

media pelayanan melalui WA, SMS, email dan media sosial sehingga 

pelayanan terdata secara real time dan dapat cepat direspon. 

4) Penetapan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2024. 

5) Pelaksanaan koordinasi intensif unit kerja sebagai penindaklanjut rujukan 

layanan pengaduan dan informasi. 

6) Pelaksanaan peningkatan kompetensi petugas melalui keikutsertaan pada 

berbagai pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh unit kerja. 

7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan 

masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan. 

8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKM terhadap pelayanan pengaduan 

masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan 

 

f. Upaya peningkatan kinerja 

Beberapa upaya untuk peningkatan indeks kepuasan masyarakat yaitu: 

1) Publikasi/sosialisasi standar pelayanan melalui berbagai media.  

2) Telah dilakukan penyesuaian jumlah petugas layanan melalui WhatsApp untuk 

meningkatkan responsivitas layanan sesuai masukan responden. 
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3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kualitas layanan melalui Quality 

Monitoring HALOBPOM.  

4) Pemeliharaan sistem dan jaringan berkoordinasi dengan Pusdatin. 

 

2.2. INDEKS KEPUASAN MEDIA 

a. Perbandingan Kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Indeks Kepuasan 

Media 

 

 

75,5 74,02 76,64 73,55 77,13 77,13 78,37 101,61 

 

  Realisasi indikator “Indeks Kepuasan Media” tahun 2024 adalah 78,37 dari target 

tahun 2024 sebesar 77,13, sehingga capaian indikator adalah 101,61% dengan 

kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. 

Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 74,02, terdapat peningkatan sebesar 

5,88% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 76,64, 

terdapat peningkatan sebesar 2,26% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi 

tahun 2022 sebesar 73,55, terdapat peningkatan sebesar 6,55% pada tahun 

2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 77,13, terdapat 

peningkatan sebesar 1,61% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren 

peningkatan realisasi selama periode 2020-2021, menurun di tahun 2022, dan 

meningkat kembali di tahun 2023-2024.  

 

Penurunan indeks di tahun 2022 karena berkembangnya isu terkait sirup obat 

mengandung Etilen Glikol/Dietilen Glikol. Tingginya permohonan wawancara dari 

media belum dapat diimbangi dengan kehadiran BPOM untuk dapat menanggapi 

secara langsung atau memberikan jawaban dengan cepat terhadap pertanyaan 

yang masuk dari pihak media. Peningkatan indeks di tahun 2024 didukung 

dengan upaya BPOM untuk segera menindaklanjuti permohonan permintaan 

informasi/wawancara/talkshow dari media. Realisasi tahun 2023 telah melebihi 

target akhir renstra 2020-2024, sehingga telah dilakukan reviu target pada PK 

tahun 2024. 

 

Nilai Indeks Kepuasan Media diperoleh dari hasil survei kepuasan media yang 

tidak hanya dilakukan untuk mengukur indeks kepuasan yang menggambarkan 

tingkat kepuasan wartawan, namun juga ditujukan untuk menganalisis harapan, 

persepsi, dan pengalaman wartawan terhadap pelayanan kehumasan BPOM. 

Dari hasil survei tersebut diharapkan dapat diperoleh rekomendasi untuk 

meningkatkan pelayanan kehumasan BPOM kepada media, meliputi kegiatan 

liputan/permintaan informasi/wawancara/talkshow dengan pimpinan BPOM.  

 

Pengukuran Indeks ini dilakukan dengan 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan Publik 

berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 
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Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik. Kesembilan unsur tersebut terdiri dari Unsur Persyaratan Pelayanan; 

Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Jangka Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif 

Pelayanan; Produk/ spesifikasi jenis pelayanan; Sarana Prasarana; Kompetensi 

Pelaksana; Perilaku Pelaksana; dan Penanganan Pengaduan, Saran dan 

Masukan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18 Profil Responden Survei Indeks Kepuasan Media Terhadap  

BPOM Tahun 2024 

 

Pengukuran Indeks Kepuasan Media tahun 2024 melibatkan 47 wartawan yang 

pernah mendapatkan pelayanan kehumasan dari BPOM selama periode 

November 2023 – Oktober 2024, baik melalui peliputan kegiatan strategis di 

BPOM, pengajuan permohonan narasumber wawancara/talkshow, pelaksanaan 

konferensi pers, atau kegiatan komunikasi dan pertemuan media lainnya. 

Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan kuesioner 

dan juga indepth interview untuk memperdalam jawaban dari responden. 

 

Profil demografi responden berdasarkan jenis kelaminnya, diketahui lebih besar 

responden perempuan yaitu sebesar 57%, dan resonden laki-laki sebesar 43%. 

Terkait Pendidikan terakhir, 91% responden merupakan Sarjana (D4/S1). 

Berdasarkan kategori jenis media, mayoritas responden adalah jurnalis di media 

online (53%), lalu media televisi (30%). 
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Berdasarkan hasil survei diperoleh skor Indeks Kepuasan Masyarakat/Media 

(IKM) dari POM adalah 3,13 (skala 4) atau 78,37 (skala 100) sehingga masuk 

kategori mutu Baik (B). Dari seluruh dimensi yang disurvei pada tahun 2024 ini, 

skor waktu layanan dan penanganan pengaduan (73,40) merupakan yang 

terendah sementara skor sarana dan prasarana menjadi yang tertinggi (94,75), 

terlihat pada tabel berikut: 

 

 
 

Gambar 19 Indeks Kepuasan Media per Unsur Tahun 2024 

 

Indeks kepuasan media tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,24 poin 

dibandingkan tahun 2023. Di sisi lain, indeks harapan tahun 2024 juga 

mengalami sedikit penurunan yang tidak signifikan hanya sebesar -0,90 poin. Hal 

ini mempengaruhi tingkat kepuasan media. Berikut ini adalah perbandingan 

Indeks Kepuasan Media Tahun 2021-2024: 

 

 
Gambar 20 Grafik Perbandingan Indeks Harapan, Kepuasan dan Kepuasan  

Media Tahun 2021-2024 
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b. Analisis pendukung keberhasilan 

Beberapa hal yang dapat menunjang tercapainya target indeks kepuasan media 

adalah sebagai berikut: 

1) Peningkatan kualitas pelayanan liputan serta permintaan 

informasi/wawancara/talkshow yang dilakukan oleh Humas BPOM setara 

dengan pelayanan dari instansi lain; 

2) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk media dalam suatu 

kegiatan BPOM yang melibatkan media; 

3) Perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan media; dan 

4) Kemudahan memahami informasi yang disampaikan Badan POM (melalui 

siaran pers/klarifikasi/berita aktual/konten medsos). 

 

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp2.526.673.500,00 dengan realisasi Rp2.526.500.742,00 (99,993%). 

Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 101,61%, maka diperoleh 

indeks efisiensi sebesar 1,02 dengan tingkat efisiensi 0,02 (kategori Efisien). Hal 

ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan 

anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada 

RO yang telah tercapai targetnya untuk pelaksanaan media gathering secara 

berkala, dan memastikan harapan media dapat dipenuhi oleh BPOM. 

 

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan. 

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk menunjang 

pencapaian indikator, di antaranya: 

1) Permohonan permintaan informasi/wawancara/talkshow yang diterima 

segera ditindaklanjuti untuk mendapatkan arahan Pimpinan Badan POM 

terkait pelaksanaannya. 

2) Secara aktif menyampaikan informasi publik, informasi kinerja, dan 

dokumentasi kegiatan strategis yang dilakukan Badan POM kepada media, 

sehingga media selalu ter-update dengan informasi yang dikeluarkan Badan 

POM. 

3) Melakukan konferensi pers/doorstop sebagai ruang komunikasi bagi media 

dan Badan POM dalam membahas isu tertentu yang sedang marak di 

masyarakat. Dalam kegiatan ini, dapat disediakan sesi tanya jawab antara 

media dan Pimpinan Badan POM untuk pembahasan isu tersebut; dan 

4) Permohonan wawancara yang diajukan terkait topik obat dan makanan yang 

tengah menjadi isu hangat di masyarakat direspons dalam bentuk 

pelaksanaan konferensi pers/doorstop/wawancara/jawaban tertulis 

sehingga mempercepat penyampaian informasi kepada media. 

 

e. Upaya peningkatan kinerja 

1) Mempermudah akses wawancara dengan narasumber terutama pada Deputi 

dan Kepala BPOM.  

2) Mengizinkan jurnalis untuk mengutip nama dan jabatan dari narasumber 

ketika menulis berita. Hal ini masih menjadi perhatian jurnalis karena ada 
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beberapa narasumber yang enggan untuk menggunakan nama dan 

jabatannya dengan alasan yang bisa dikutip hanya biro humas atau kepala 

BPOM.  

3) Meningkatkan kualitas dari narasumber (ketersediaan jadwal kegiatan yang 

jelas, kesesuaian janji meeting, memperbanyak opsi narasumber).  

4) BPOM harus memiliki juru bicara atau kepala humas yang diberikan 

kewenangan untuk menyampaikan informasi ke media. Hal ini untuk 

menghindari saling lempar antar petugas ketika jurnalis sedang mencari 

informasi.  

5) BPOM perlu memperbaiki proses pencatatan data yang berkaitan dengan 

obat, makanan, suplemen, dan lain-lain. Jurnalis masih merasa bahwa BPOM 

belum bisa memberikan pelayanan data yang baik bagi mereka. 

6) Menyediakan data dan informasi yang terkini. Data dapat dipublikasikan 

melalui kanal media internal BPOM ataupun melakukan pengarsipan 

dokumentasi di setiap kegiatan BPOM baik yang di pusat dan daerah-daerah.  

7) BPOM perlu memperbaiki proses pencatatan data yang berkaitan dengan 

obat, makanan, suplemen, dan lain-lain. Jurnalis masih merasa bahwa BPOM 

belum bisa memberikan pelayanan data yang baik bagi mereka. 

 

2.3. INDEKS OPINI PUBLIK BPOM 

a. Perbandingan Kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Indeks Opini 

Publik BPOM 

81 79,6 82,55 84,76 85,04 85,1 85,19 100,11 

 

Realisasi indikator “Indeks Opini Publik BPOM” tahun 2024 adalah 85,19 dari 

target tahun 2024 sebesar 85,1, sehingga capaian indikator adalah 100,11% 

dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. 

Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 79,60, terdapat peningkatan sebesar 

5,88% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 82,55, 

terdapat peningkatan sebesar 2,26% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi 

tahun 2022 sebesar 84,76, terdapat peningkatan sebesar 6,55% pada tahun 2024; 

dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 85,04, terdapat peningkatan 

sebesar 1,61% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi 

selama periode 2020-2024. Tren peningkatan ini karena BPOM menyampaikan 

publikasi informasi publik melalui berbagai kanal media termasuk media sosial 

agar masyarakat dan media terpapar informasi obat dan makanan yang tepat 

sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan 

opini positif masyarakat terhadap BPOM. Realisasi tahun 2023 telah melebihi 

target tahun 2024, sehingga telah dilakukan reviu target pada PK tahun 2024. 

 

Indeks opini diperoleh melalui Survei Indeks Opini Publik Masyarakat Terhadap 

BPOM menggunakan pendekatan dan metodologi Quantitative and Qualitative 

Research. Survei dilakukan tiap tahun yang bertujuan untuk mengetahui tingkat 
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kepercayaan masyarakat pada BPOM dan aspek apa saja yang menjadi faktor 

berpengaruh pada kepercayaan tersebut. Pada tahun 2024 akan melanjutkan 

pengukuran indeks opini publik seperti tahun sebelumnya. Survei ini diharapkan 

dapat menjadi tolak ukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPOM serta 

dapat dijadikan dasar untuk merumuskan strategi komunikasi publik BPOM dalam 

menyampaikan informasi dan kebijakan BPOM. 

 

Survei ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah sampel 1.600 

responden, dengan margin of error sebesar 2,45 menggunakan rumus Krejcie and 

Morgan, dan 2,50% menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan perhitungan margin 

of error dari 1.600 responden yang menjadi sampel ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil Indeks Opini Publik yang dihasilkan dari 1.600 sampel penduduk 

dapat mewakili karakteristik populasi penduduk Indonesia dengan tingkat 

kepercayaan (confidence level) sebesar 95%, sehingga dapat digunakan untuk 

menarik kesimpulan bahwa Indeks Opini Publik terhadap BPOM Tahun 2024 

secara Nasional. Pada setiap rumah tangga terpilih, akan dipilih 1 (satu) orang 

anggota rumah tangga yang berusia 15-65 tahun sebagai responden dan 

dilakukan wawancara terhadap responden tersebut.  

 

Karakteristik responden mayoritas Mayoritas responden berjenis kelamin 

perempuan, yaitu sebanyak 804 orang (50,25%), sedangkan laki-laki berjumlah 

796 orang (49,75%). Dari segi usia, sebagian besar responden berada dalam 

rentang usia 26–35 tahun sebanyak 409 orang (25,56%), diikuti oleh kelompok 

usia 36–45 tahun dengan 394 orang (24,63%), dan usia 19–25 tahun sebanyak 

295 orang (18,44%). Kelompok usia 15–18 tahun merupakan yang paling sedikit, 

hanya 30 orang (1,88%). Karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis 

kelamin disajikan pada gambar di bawah ini. 

 

 
Gambar 21 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan jenis Kelamin\ 

 

Indeks Opini Publik Badan POM dibentuk dari 6 aspek yang diukur sebagai berikut:  

1. Aspek Kesehatan: Badan POM melakukan pengawasan pre dan post-market 

serta komunikasi informasi dan edukasi untuk melindungi kesehatan 

masyarakat. 

2. Aspek Pelayanan Publik: Badan POM membuka diri untuk masyarakat 

mengadu maupun meminta informasi. 

3. Aspek Ekonomi: Badan POM melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

daya saing untuk obat dan makanan dalam negeri. 
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4. Aspek Penindakan: Badan POM menindak tegas pelaku pelanggaran di bidang 

obat dan makanan. 

5. Aspek Peraturan: Badan POM menerbitkan berbagai peraturan di bidang obat 

dan makanan. 

6. Aspek Isu Obat dan Makanan: Badan POM responsif dalam penanganan isu 

obat dan makanan. 

 

Hasil Survei Opini Publik terhadap BPOM tahun 2024 menunjukkan bahwa publik 

sudah sangat percaya terhadap kinerja yang dilakukan BPOM. Seluruh parameter 

dan aspek yang menjadi bahan penilaian opini publik telah masuk dalam kategori 

“Sangat Percaya” dengan nilai di dalam interval 80,01 – 90,00. Dibandingkan dari 

tahun-tahun sebelumnya, nilai Indeks Opini Publik terhadap BPOM tahun 2024 

merupakan nilai indeks tertinggi dengan peningkatan dari tahun 2023 sebanyak 

0,15 poin. Meskipun demikian, aspek kesehatan dan aspek peraturan mengalami 

penurunan dari tahun 2023 masing-masing sebesar 0,48 dan 0,69 poin. 

Perbandingan indeks per aspek tahun 2020-2024 sebagai berikut: 

 

Tabel 15 Perbandingan Indeks Opini Publik BPOM per Aspek 

Aspek 
Tahun 

Selisih 
2020 2021 2022 2023 2024 

Kesehatan 81,58 83,13 85,94 86,56 86,08 -0,48 

Pelayanan Publik 75,19 81,81 83,43 84,39 85,21 0,17 

Ekonomi  80,93 82,06 84,35 85,4 85,31 -0,69 

Penindakan 78,98 82,47 84,45 83,57 84,63 1,06 

Peraturan 80,30 82,81 85,41 86,00 85,02 0,63 

Isu Obat dan 

Makanan 

77,60 81,90 83,42 81,30 82,11 0,81 

 

b. Analisis pendukung keberhasilan 

BPOM terus meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dalam kerangka Pentahelix. 

Kerangka kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran dari unsur 

akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media sebagai pendorong 

perubahan sosial dengan berkomitmen dan berpartisipasi dalam pengawasan 

Obat dan Makanan. 

 

Penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM secara umum sudah sangat 

memuaskan dengan beberapa alasan sebagai berikut: 

1. 99,94% masyarakat setuju bahwa BPOM sudah melakukan tugas dan 

fungsinya dengan baik. 

2. 99,88% masyarakat setuju bahwa kinerja BPOM sudah sesuai dengan 

harapan masyarakat. 

3. 100% masyarakat setuju bahwa masyarakat merasa tenang dan aman dalam 

mengonsumsi/menggunakan produk yang memiliki izin edar dari BPOM. 
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c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp1.392.811.000,00 dengan realisasi Rp1.392.791.697,00 (99,999%). 

Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,11%, maka diperoleh indeks 

efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini 

disebabkan karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan 

anggaran yang menandakan penggunaan anggaran telah efisien untuk 

mendukung kinerja. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO 

yang telah tercapai targetnya untuk menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan 

hasil survei opini publik. 

 

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan. 

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang 

pencapaian indikator yaitu: 

1) Menjalin hubungan baik dengan media dengan memfasilitasi dan memenuhi 

permintaan informasi baik melalui wawancara, permohonan tertulis, maupun 

talkshow. 

2) Berkolaborasi dengan lintas sektor baik akademisi, influencer, maupun pakar 

dalam membuat konten kreatif dalam bentuk podcast maupun film agar sebaran 

informasi di masyarakat menjadi lebih luas sehingga BPOM lebih dikenal dan 

dipercaya oleh masyarakat. 

3) Meningkatkan publikasi informasi publik BPOM melalui berbagai kanal media 

termasuk media sosial agar masyarakat dan media terpapar informasi obat dan 

makanan yang tepat sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat dan 

dapat meningkatkan opini positif masyarakat terhadap BPOM. 

 

e. Upaya peningkatan kinerja 

Rekomendasi yang dapat diberikan dari pelaksanaan Kegiatan Survei Opini Publik 

BPOM Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1) BPOM perlu lebih memperhatikan Aspek Isu Obat dan Makanan dan Aspek 

Penindakan, karena kedua aspek tersebut berada dalam kuadran II pada IPA, 

dimana harapan responden lebih tinggi daripada kinerja yang telah diterima 

oleh responden. 

2) BPOM dapat meningkatkan intensitas interaksi langsung dengan masyarakat 

baik dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, atau kegiatan BPOM untuk 

menjaga kepercayaan dan membangun citra yang baik di masyarakat, serta 

dapat menjadi bahan studi lapang terkait isu yang sedang berkembang dengan 

masukan dan keluhan masyarakat. 

3) BPOM perlu menggiatkan publikasi di media informasi dan pintu layanan 

BPOM agar menjangkau audiens di masing-masing media informasi, bisa 

dalam bentuk iklan berbayar yang menjangkau lebih banyak audiens 

nonfollowers atau bekerja sama dengan influencer dan/atau media berita 

online untuk menyebarluaskan publikasi BPOM. 

4) Melakukan interaksi langsung dengan masyarakat seperti melakukan 

sosialisasi BPOM atau peyuluhan terkait Obat dan Makanan agar informasi 

dan program kerja bisa diterima dan dirasakan langsung oleh masyarakat. 
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BPOM dapat menggunakan top 3 media informasi yang sering digunakan 

masyarakat, yaitu Facebook, Tiktok, dan Youtube untuk penyampaian 

infromasi dan publikasi terkait kegiatan yang telah dilakukan BPOM serta 

langkah konkret yang dilaksanakan BPOM, seperti penindakan pelanggaran di 

bidang obat dan makanan dan/atau validasi isu obat dan makanan. 

 

2.4. INDEKS KEPUASAN INTERNAL BPOM TERHADAP LAYANAN DUKUNGAN 

MANAJEMEN 

a. Perbandingan Kinerja 

Indikator Target 

Renstra  

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Indeks kepuasan 

internal BPOM 

terhadap layanan 

dukungan manajemen 

3,78 3,80 3,50 3,68 3,58 3,75 3,74 99,73 

 

Realisasi indikator “Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan 

Dukungan Manajemen” tahun 2024 adalah 3,74 dari target tahun 2024 sebesar 

3,75, sehingga capaian indikator adalah 99,73% dengan kategori ‘Cukup’. 

Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 

2020 sebesar 3,80, terdapat penurunan sebesar -1,58% pada tahun 2024; 

dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 3,50, terdapat peningkatan sebesar 

6,86% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 3,68, terdapat 

peningkatan sebesar 1,63% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 

2023 sebesar 3,58, terdapat peningkatan sebesar 4,47% pada tahun 2024. 

Indikator ini secara umum memiliki tren penurunan realisasi. Hal ini disebabkan 

karena adanya peningkatan tuntutan perbaikan layanan dari pelanggan, namun 

belum dipenuhi secara optimal oleh Sekretariat Utama.  

 

Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen merupakan 

kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon I, II dan UPT BPOM) di luar 

Sekretariat Utama terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang 

dilakukan oleh Sekretariat Utama. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 

Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yang dilakukan oleh di unit kerja 

dilingkup Sekretariat Utama melalui aplikasi SAPA APIP. Responden merupakan 

PIC yang terlibat/menerima langsung layanan dukungan manajemen Sekretariat 

Utama. 

 

Kuesioner survei persepsi kualitas pelayanan publik terdiri dari 8 (Delapan) 

komponen pertanyaan dengan skala 1-6 (1 = sangat tidak baik sampai dengan 6 

= sangat baik), sebagai berikut:  

U1 : Kemudahan Prosedur/Alur Pelayanan  

U2 : Kesesuaian Waktu Pelayanan  

U3 : Kecepatan Respon Petugas/Sistem Pelayanan  

U4 : Penanganan Pengaduan  
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U5 : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Pemberian 

Pelayanan Publik  

U6 : Kejelasan Informasi Pelayanan  

U7 : Ketersediaan Informasi Pelayanan  

U8 : Kejelasan Informasi Biaya Pelayanan 

 

Cara perhitungan Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan 

Manajemen dihitung berdasarkan rumus =  
𝐴+𝐵+𝐶+𝐷+𝐸

5
, dimana: 

A = Indeks kepuasan internal Biro Kerjasama dan Humas  

B = Indeks kepuasan internal Biro Perencanaan dan Keuangan 

C = Indeks kepuasan internal Biro Hukum dan Organisasi 

D = Indeks kepuasan internal Biro SDM 

E = Indeks kepuasan internal Biro Umum  

 

Tabel 16 Perhitungan Indeks Kepuasan Internal Settama Tahun 2024 

  Hukor KSH Renkeu SDM Roum Settama 

Jan 3,86 3,89 3,52 3,48 3,54 3,66 

Feb 3,86 3,89 3,81 3,44 3,54 3,71 

Mar 3,90 3,89 3,67 3,58 3,53 3,71 

Apr 3,87 3,89 3,67 3,52 3,53 3,70 

Mei 3,88 3,89 3,68 3,55 3,56 3,71 

Jun 3,87 3,88 3,66 3,56 3,55 3,70 

Jul 3,88 3,88 3,66 3,57 3,58 3,71 

Agst 3,89 3,88 3,65 3,57 3,59 3,72 

Sept 3,90 3,88 3,64 3,57 3,60 3,72 

Okt 3,91 3,88 3,67 3,57 3,61 3,73 

Nov 3,92 3,89 3,67 3,58 3,61 3,73 

Des 3,93 3,89 3,69 3,58 3,61 3,74 

Nilai Tahun 2024 3,74 

 

 
Sumber: Aplikasi SAPA APIP (Data Desember 2024) 

Gambar 22. Nilai IPP Biro-Biro Tahun 2024 
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Berdasarkan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) masing-masing biro, 

diperoleh Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan 

Manajemen sebesar 3,74, sehingga target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 

tidak tercapai. 

 

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain 

Gambar 23 Perbandingan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Sekretariat Utama 

dan Eselon I Lain di Lingkungan BPOM Tahun 2024 

 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa IPKP Sekretariat Utama paling tinggi 

dibandingkan dengan unit Eselon I lain di lingkungan BPOM. Hal ini menunjukkan 

layanan dukungan manajemen Sekretariat Utama sudah Baik, meskipun masih 

terdapat ruang untuk peningkatan guna mencapai hasil yang lebih optimal.. 

 

c. Analisis penyebab kegagalan 

Dari 5 (lima) Biro, terdapat 2 (dua) biro yang tidak mencapai target sehingga 

berdampak pada tidak tercapainya target Settama, disebabkan antara lain: 

1) Biro Umum: ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung 

pelayanan BPOM kurang memadai. 

2) Biro Renkeu: kecepatan petugas pelayanan/sistem pelayanan online belum 

memenuhi ekspektasi pengguna layanan. Berbagai upaya mulai dari 

pendampingan saat pelaksanan perencanaan, penganggaran, hingga 

pendampingan pada saat monitoring, evaluasi dan pelaporan telah 

dilakukan guna memenuhi ekspektasi pengguna layanan Rorenkeu.  

 

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp61.109.256.400,00 dengan realisasi Rp61.102.713.416,00 (99,989%). 

Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 99,73%, maka diperoleh indeks 

efisiensi sebesar 1 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini 
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disebabkan karena meskipun target kinerja tidak tercapai namun penggunaan 

anggaran masih digunakan secara maksimal untuk pencapaian kinerja, antara 

lain digunakan untuk pemmenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, 

melakukan sosialisasi layanan di sekretariat utama, serta menindaklanjuti saran 

pelanggaran dari hasil survei. 

 

e. Analisis kegiatan untuk mendukung kinerja 

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian 

indikator antara lain: 

a. Biro Kerjasama dan Humas 

1) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam dan luar negeri. 

2) Pelaksanaan peliputan kegiatan strategis BPOM yang dilaksanakan oleh 

unit kerja di lingkungan BPOM, terutama yang melibatkan Kepala BPOM 

dan Eselon I lainnya serta lintas sektor. Hasil peliputan ini kemudian 

dibuat berita aktual dan diunggah ke website BPOM www.pom.go.id, 

media sosial oficial official Badan POM (Instagram, Funpage-Facebook, 

Twitter, Youtube), media luar ruang (videotron, videowall, e-kios), serta 

jika perlu disebarkan ke media. 

3) Penyebaran hasil monitoring dan analisis pemberitaan tentang Obat dan 

Makanan di media cetak, elektronik dan online secara rutin setiap hari 

kepada seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis BPOM di daerah. Dua 

kali setiap hari kerja, dan sekali saat hari libur. Hasil monitoring ini dapat 

menjadi early warning system mengenai isu/permasalahan yang sedang 

hangat di masyarakat dan perlu mendapat perhatian khusus dari BPOM. 

4) Publikasi informasi publik dari seluruh unit kerja di BPOM melalui 

berbagai akun official media social BPOM, baik Instagram, Twitter, 

Funpage-facebook, maupun youtube. 

5) Pemenuhan permohonan informasi/wawancara/talkshow dari media yang 

terkait dengan pengawasan obat dan makanan. 

 

b. Biro Perencanaan dan Keuangan  

1) Koordinasi Lintas Sektor terkait pelaksanaan perencanaan, 

penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. 

2) Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM Tahun 2024. 

3) Koordinasi Lintas Sektor terkait pelaksanaan perencanaan, 

penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. 

4) Layanan diskusi dan konsultasi terkait perencanaan, penganggaran, 

monitoring dan evaluasi serta pelaporan melalui whatsapp. 

5) Publikasi Informasi Biro Perencanaan dan Keuangan di media sosial. 

6) Pendampingan dalam implementasi penggunaan aplikasi SIMETRIS. 

 

c. Biro Hukum dan Organisasi 

1) Pemberian konsultasi dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan layanan 

PPID melalui Aplikasi Sistem Pelaporan Pelayanan (SIMPEL) dan 

WhatsApp Group  

2) Menyusun Pedoman dalam pelaksanaan resertifikasi ISO 9001:2015 
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3) Pemberian konsultasi dan koordinasi pengelolaan pengaduan Obat dan 

Makanan dengan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM WhatsApp Group 

dan Aplikasi SIMPEL. 

4) Pemberian konsultasi dan koordinasi pengelolaan KIE, sertapemanfaatan 

aplikasi evaluasikie.pom.go.id dalam pelaksanaan survei efektivitas KIE 

yang dilakukan oleh unit kerja pusat dan UPT di lingkungan BPOM. 

5)  Melakukan upaya pencapaian melalui media sosial (Instagram dan 

Youtube). 

 

d. Biro SDM 

1) Melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan pengelolaan kinerja 

dan karir pegawai di lingkungan BPOM. 

2) Pembayaran tunjangan kinerja dan penggajian pegawai di lingkup 

Sekretariat Utama dan Kedeputian sesuai perencanaan. 

3) Terlaksana pemeriksaan kesehatan dalam rangka HUT BPOM, senam dan 

yoga rutin, pelayanan kesehatan, dan kajian muslimah.   

4) Pengembangan sistem kepegawaian dengan mengintegrasikan kepada 

SIASN BKN sebagai instansi Pembina kepegawaian 

 

e. Biro Umum 

1) Melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan fasilitas sarana 

prasarana penunjang kegiatan seperti kendaraan dinas operasional, alat 

pengolah data, dan meubelair. 

2) Melaksanakan perawatan gedung dan bangunan kantor meliputi kegiatan 

pemeriksaaan berkala dalam rangka pemeliharaan bangunan, perbaikan 

fasilitas, pemeliharaan halaman, pengelolaan sampah, penataan 

keindahan. 

3) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan ketertiban, keamanan, dan 

keselamatan di lingkungan kantor BPOM pusat. 

4) Melaksanakan kegiatan dukungan manajemen internal, seperti 

peminjaman ruang pertemuan, antar/jemput pegawai, peminjaman 

kendaraan dinas, kebersihan ruang kantor, serta penyiapan sarana untuk 

acara seremonial yang bersifat kedinasan dan non kedinasan. 

5) Melakukan pengadaan perlengkapan dukungan manajemen, seperti 

pengadaan barang konsumsi, perlengkapan rumah tangga 

ekstrakomptabel, dan keperluan perkantoran lainnya. 

 

f. Upaya Peningkatan Kinerja 

1. meningkatkan pelayanan, disertai dengan strategi komunikasi kepada user, 

sosialisasi kepada stakeholder melalui kanal/media sosial direncanakan rutin 

dan berkala dilaksanakan. 

2. Membuat infografis dan video menarik dalam menyampaikan layanan pada 

media sosial. 
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3. Mengupayakan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana 

pendukung pelayanan BPOM, termasuk penyebaran informasi melalui media 

elektronik sesuai dengan tupoksi. 

 

2.5. PERSENTASE REKOMENDASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 

YANG DITINDAKLANJUTI 

a. Perbandingan Kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Persentase 

Rekomendasi Survei 

Kepuasan Masyarakat 

(SKM) yang 

Ditindaklanjuti 

- - - - - 98 100 102,04 

 

Realisasi indikator “Persentase Rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) yang Ditindaklanjuti” tahun 2024 adalah 100 dari target tahun 2024 

sebesar 98, sehingga capaian indikator adalah 102,04% dengan kategori ‘Sangat 

Baik’. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024 sehingga tidak dapat 

dilakukan perbandingan kinerja. 

 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan wajib mengikutsertakan 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya 

membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, 

dan akuntabel. Salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yaitu melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). 

Pelaksanaan SKM di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) berpedoman 

pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang 

menyelenggarakan pelayanan publik, melaksanakan SKM sesuai ketentuan 

tersebut secara rutin sekali dalam satu tahun. 

 

Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di 

Lingkungan BPOM menjadi dasar jenis-jenis layanan publik yang dilaksanakan 

oleh UPP di lingkungan BPOM. Seluruh jenis layanan publik yang dilaksanakan 

oleh masing-masing UPP harus menjadi ruang lingkup SKM. Hasil pelaksanaan 

SKM akan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi penyelenggara layanan 

publik untuk melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga kualitas pelayanan 

terbaik dapat dicapai. Terkait dengan hal ini, bagian penting dari SKM yaitu tindak 

lanjut dari rekomendasi survei yang menjadi bahan masukan akan hal-hal yang 

perlu diperbaiki dari aspek penyelenggaraan layanan publik masing-masing 

UPP. Pemantauan dan evalusi atas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh 

masing-masing UPP, juga menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretariat Utama 

selaku koordinator pelaksanaan SKM BPOM. 
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b. Analisis pendukung keberhasilan 

Capaian indikator “Persentase Rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) yang Ditindaklanjuti” telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian ini 

didukung dengan pelaksanaan Bimtek Peraturan Menpan RB tentang Survei 

Kepuasan Masyarakat secara berkala dan melakukan pendampingan kepada 

Unit Pelaksana Teknis dalam pelaksanaan pemberian layanan kepada 

masyarakat. 

 

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp142.456.500,00 dengan realisasi Rp142.455.611,00 (99,999%). 

Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 102,04%, maka diperoleh 

indeks efisiensi sebesar 1,02 dengan tingkat efisiensi 0,02 (kategori Efisien). Hal 

ini disebabkan karena capaian kinerja telah melebihi target dengan penggunaan 

anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada 

RO yang telah tercapai targetnya untuk melakukan pemantauan tindak lanjut 

survei oleh seluruh UPP di lingkungan BPOM. 

 

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

1. Penyampaian surat permintaan jenis layanan dari masing-masing UPP. 

2. Bimtek Peraturan Menpan RB tentang Survei Kepuasan Masyarakat pada 

tanggal 19 Februari 2024. 

3. Desk jenis layanan UPP secara daring. 

4. Monev TL RA SKM tahun sebelumnya. 

5. Pelaksanaan survei yang berlangsung hingga akhir Juni 2024. 

6. FinalisasiLaporanTindakLanjutRencanaAksiSemester12024. 

7. Penerbitan Laporan Monev Tindaklanjut Hasil SKM pada 18 Juli 2024. 

 

e. Upaya Peningkatan Kinerja 

Indikator “Persentase Rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang 

di tindaklanjuti” tidak berlanjut di tahun 2025 dan diganti dengan Indikator Indeks 

Kepuasan BPOM, sehingga untuk definisi dan cara perhitungan serta tools 

menyesuaikan yang terbaru, namun tetap melakukan pendampingan dan 

sosialisasi peraturan yang mengatur tentang SKM BPOM. 

 

Sasaran 3 Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat 

BPOM yang efektif 

IKU  

1. Persentase kerja sama yang efektif 

2. Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media 

3. Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti 
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Tabel 17 Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2024 

No Indikator Renstra 

2024 

2020 2021 2022 2023 Capaian PK 2024 

T R R R R T R % 

1 Persentase kerja sama 

yang efektif 

90 91,67 88,76 86,62 89,25 90 90,26 100,29 

2 Persentase kualitas 

pemberitaan BPOM di 

media 

99,86 99,84 99,82 97,68 99,25 99,86 99,96 100,10 

3 Persentase 

permohonan 

wawancara media 

yang ditindaklanjuti 

68 - 65,91 76,67 79,85 80 80 100,00 

 
Capaian SS 3      100,13 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kerja Sama dan 

Hubungan Masyarakat BPOM yang Efektif” tahun 2024 adalah 100,13% dengan 

kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan 

dukungan program/kegiatan selama tahun 2024 serta anggaran telah digunakan 

secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.. 

 

3.1. PERSETASE KERJASAMA YANG EFEKTIF 

a. Perbandingan kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Persentase 

kerja sama yang 

efektif 

90 91,67 88,76 86,62 89,24 90 90,26 100,29 

 

Realisasi indikator “Persentase kerja sama yang efektif” tahun 2024 adalah 

90,26% dari target tahun 2024 sebesar 90%, sehingga capaian indikator adalah 

100,29% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 

2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 91,67%, terdapat 

penurunan sebesar -1,54% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 

sebesar 88,76%, terdapat peningkatan sebesar 1,69% pada tahun 2024; 

dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 86,62%, terdapat peningkatan 

sebesar 4,20% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 

89,24%, terdapat peningkatan sebesar 1,14% pada tahun 2024. Indikator ini 

memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2021-2024. Peningkatan ini 

didukung oleh pengawalan implementasi kerja sama sesuai dengan 

perencanaan. Penurunan dari tahun 2020 ke 2021 dikarenakan adanya 

perubahan tools penilaian indikator. 

 

Definisi indikator Persentase kerja sama yang efektif adalah sebagai berikut: 

a) Persentase kerja sama dalam dan luar negeri BaPOM yang ditindaklanjuti 

atau diimplementasikan dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan 
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Makanan dan daya saing bangsa. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah 

implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam 

Kesepakatan Bersama (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS) , atau perjanjian 

lainnya (seperti LoC, LoI, Agreement). Perjanjian Kerja sama luar negeri 

adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra luar negeri (regulator, 

akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi 

ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada 

tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam 

negeri adalah perjanjian antara BPOM dengan mitra dalam negeri (instansi 

pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, 

asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik 

yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi 

Badan POM 

b) Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. 

Peran BPOM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, 

penyampaian posisi/masukan oleh BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan 

pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral 

merupakan pertemuan antara BPOM dengan institusi negara mitra atau 

pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional 

meruapakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu 

kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan 

beberapa negara pada level global 

 

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif dilingkup Sekretariat Utama 

adalah  

Persentase kerja sama yang efektif = (A + B )/2 

=(90,39 + 90,13)/2 = 90,26 

 

Keterangan: 

A. Persentase kerja sama dalam dan luar negeri BPOM yang ditindaklanjuti atau 

diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan 

Obat dan Makanan dan daya saing bangsa; 

B. Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. 

 

Cara Menghitung:  

1. Jumlah kerja sama BPOM dengan mitra dalam dan luar negeri yang 

diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah kerja sama di bidang Obat 

dan Makanan (A); 

2. Jumlah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian 

posisi/masukan oleh BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada 

pertemuan bilateral, regional, dan global dibandingkan dengan jumlah 

pertemuan bilateral, regional dan multilateral (B). 
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b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain 

Perbandingan dilakukan dengan indikator yang sejenis di K/L lain menggunakan 

data tahun 2023, karena data tahun 2024 belum diperoleh pada saat penyusunan 

laporan kinerja ini. 

 

Tabel 18 Perbandingan Kinerja Kerjasama BPOM dengan K/L Lain 

No K/L Indikator Realisasi 

2023 

1 BPOM Persentase kerjasama yang 

efektif di lingkup Sekretariat 

Utama 

89,24% 

2 Kemendikbudristek Persentase tindak lanjut 

kerjasama bilateral, regional dan 

multilateral 

88,39% 

3 Basarnas Persentase kerja sama di bidang 

pencarian dan pertolongan yang 

ditindaklanjuti 

118% 

4 Komnas HAM Persentase kerja sama strategis 

yang ditindaklanjuti 

100% 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa secara umum semua K/L menggunakan 

indikator kerja sam yang ditindaklanjuti. Persentase kerja sama yang efektif di 

BPOM lebih rendah dibandingkan Basarnas dan Komnas HAM karena 

perbedaan lingkup kerja sama yang ditindaklanjuti, dimana kerja sama BPOM 

meliputi dalam dan luar negeri yang membutuhkan pemantauan lebih seksama. 

 

c. Analisis pendukung keberhasilan 

Indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang mendukung 

pencapaian kinerja antara lain: 

1. Kolaborasi dan koordinasi intensif dengan mitra terkait kerja sama; 

2. Melakukan evaluasi terhadap efektifitas kerja sama yang sudah ada; 

3. Memastikan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan SOP maupun regulasi 

yang ada. 

 

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp5.537.068.000,00 dengan realisasi Rp5.536.357.552,00 (99,987%). 

Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,29%, maka diperoleh 

indeks efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini 

disebabkan karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan 

anggaran yang menandakan penggunaan anggaran telah efisien untuk 

pencapaian kinerja. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO 

yang telah tercapai targetnya untuk melakukan pemantauan implementasi 

rencana aksi pada masing-masing dokumen perjanjian kerja sama. 
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e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan 

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian 

indikator antara lain: 

1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama Dalam Negeri seperti 

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara, 

Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI), Kementerian 

Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan 

Nasional Pengelola Perbatasan, POLRI, dan Badan Pusat Statistik, BRIN 

dan Kementerian Kesehatan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, PT Bank 

Mandiri Tbk, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perhimpunan 

Hotel dan Restoran Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, JL 

BOBA, IPB, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara, PT Telkom Indonesia, Tbk., Forum 

Alumni HMI Wati (FORHATI), dll; 

2) Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral 

antara lain Pertemuan dengan ADB dan CoRE-DukeNUS tanggal 26 Januari 

2024, pertemuan virtual dengan CoRE Duke NUS dan The Asian 

Development Bank (ADB) tanggal 29 Februari 2024, Pertemuan Plt. Kepala 

Badan POM dengan CEO United States Pharmacopeia (USP) tanggal 25 

Januari 2024, Pertemuan dengan Australian Trade and Investment 

Commission (Austrade), International Symposium for Asia Regulatory 

Coordination, Pertemuan virtual dengan Thai FDA terkait kerja sama e-

certificate tanggal 7 Juni 2024, Memoriam for Establishment of PMDA Asia 

Office, Bangkok tanggal 28-29 Agustus 2024, Pertemuan Teknis dan Sidang 

ke-26 Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Peringkat 

Negeri Sabah, dll; 

3) Penjajakan kerja sama dengan mitra luar negeri seperti, CoRE Duke-NUS 

Singapura, Austrade, Australian Government, United States Pharmacopeia 

(USP), pertemuan bilateral antara Kepala BPOM dengan Menteri Kesehatan 

Sudan tanggal 3 September 2024, Pertemuan Kepala BPOM RI dengan 

Duta Besar Amerika Serikat pada 6 Desember 2024, Pertemuan Kepala 

BPOM dengan Inspektur Jenderal AIFAESA, I.P. Timor-Leste pada 11 

Desember 2024, dll; 

4) Penandatanganan dokumen kerja sama dengan mitra luar negeri antara lain 

MoU antara BPOM dengan CoRE Duke NUS Singapura tanggal 26 April 

2024, Penandatanganan MoU antara BPOM dengan TMDA Tanzania 

tanggal 3 September 2024; 

5) Implementasi kerja sama dengan mita luar negeri antara lain, pertemuan 

bilateral dengan PDMA Jepang, MFDS, Korea, TGA, Australia dan NMPA, 

RRT China, dll; 

6) Partisipasi aktif BPOM pada forum internasional seperti PMDA-ASEAN 

Reliance Meeting tanggal 22 April 2024 di Jepang dan 2nd Asian-Pacific 

Food Regulatory Authority Summit (APFRAS) pada tanggal 13 – 14 Mei 

2024 di Seoul, Korea Selatan, Pertemuan Teknis dan Sidang ke-26 Sosek 
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Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Peringkat Negeri Sabah, 

International Symposium for Asia Regulatory Coordination, Memoriam for 

Establishment of PMDA Asia Office, Bangkok tanggal 28-29 Agustus 2024, 

Perundingan Putaran Ketiga Indonesia–Peru CEPA tanggal 17 – 20 

September 2024, dll; 

7) Penyusunan posisi bahan kerja sama bilateral seperti Working Group 

Intellectual Property Rights Indonesia-European Union Comprehensive 

Economic Partnership Agreement putaran ke-16, Working Group Sanitary 

and Phytosanitary (SPS) Perundingan Perdagangan Indonesia – Canada 

Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), dll;  

8) Penyusunan dan penyampaian posisi Badan POM pada forum kerja sama 

regional pada 6th ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA) Trade 

Negotiating Committee (TNC) and Related Meetings, The 28th Meeting Of 

The Asean Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC), 5th 

Round ACFTA Upgrading Negotiations 3.0, ATIGA Working Group on 

Sanitary and Phytosanitary Measures (ATIGA WG-SPS), ASEAN Trade in 

Goods Agreement upgrading Trade Negotiating Committee (ATIGA TNC) 

ke-9, ASEAN Committee on Harmonisation of Prepared Foodstuff Standards 

(ACHPFS) ke-9, 7th ATIGA WG-SPS, 5th ACFTA WG SPS Meeting, ACTLC 

ke-22, ACC ke-38, AANZFTA SC-SPS, The 37th ACCSQ-PPWG Meeting, 

The 35th ACCSQ TMHSPWG Meeting, ATF-JCC ke-29, Task Force on 

ASEAN Food Safety Regulatory Framework (TF AFSRF), ASEAN Rapid 

Alert System on Food and Feed (ARASFF),  ASEAN-Canada Free Trade 

Agreement (ACAFTA), Regional Workshop on Consumer Participation 

Empowerment, Pertemuan ASEAN-China Free Trade Agreement Working 

Group on Trade in Goods, Pertemuan ASEAN China Free Trade Area 

(ACFTA) 3.0 Upgrade Negotiation, Pertemuan Task Force on ASEAN 

Pharmaceutical Regulatory Framework Agreement, Pertemuan Intersesi 

ACC ke 37, 39th PFPWG and its related meeting, 8th ASEAN Health Cluster 

4: Ensuring Food Safety, 38th ASEAN Consultative Committee for Standards 

and Quality - Pharmaceutical Products Working Groups (38th ACCSQ-

PPWG), The 36th ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality 

Traditional Medicines and Health Supplement Product Working Group (36th 

ACCSQ TMHS PWG), dll; 

9) Penyusunan dan penyampaian posisi Badan POM pada forum kerja sama 

multilateral seperti Pertemuan WHO Member States Mechanism of 

Substandar and Falsofoed Medical Product (MSM SFMP), 15th WHO IRCH 

Network, Sidang Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF) ke-

17, Pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-6 Maroko, World Water Forum 

(WWF) ke-10 "Water for Shared Prosperity", Workshop Proses Aksesi 

Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) 

Indonesia, Steering Group Meeting WHO-South East Asia Regional Network 

(SEARN), Pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-12 Kanada, Sidang 

Komite SPS WTO ke-89, Meeting of the Assembly of the Member of the 

South-East Asia Regulatory Network (SEARN), Steering Committee Meeting 

of the Member State Mechanism on Substandard and Falsified Medical 
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Products (SC MSM-SFMP), PertemuanTrade Policy Review (TPR) ke-9 

RRT, Rapat Pembahasan Peningkatan Status Keanggotaan BPOM pada 

Forum ICH/IPRP, Pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-1 Kazakhstan 

di WTO, Jenewa, Sidang Codex Committee on Nutrition and Foods for 

Special Dietary Uses (CCNFSDU) ke-44, Sidang Codex Committee on Food 

Labelling (CCFL) ke-48 , The 13th Meeting of Member State Mechanism on 

Substandard and Falsified Medical Product ,Pertemuan TRIPS Council di 

WTO Jenewa, Steering Group (SG) Meeting of WHO South-East Asia 

Regulatory Network (SEARN), Pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-4 

Kepulauan Solomon, dll. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja 

Dalam rangka meningkatkan pencapaian indikator Persentase Kerja Sama yang 

Efektif, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat 

dalam kerja sama, seperti Kementerian/Lembaga terkait, Perguruan Tinggi, 

Asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya. 

2) Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dalam kerja sama dengan pihak-

pihak terkait. 

3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja sama serta 

publikasi informasi tentang kerja sama. 

4) Menyusun kajian, rencana aksi dan melakukan monitoring terhadap kerja 

sama yang dilakukan guna memperoleh informasi tentang keberhasilan dan 

kelemahan kerja sama yang dilakukan sehingga dapat melakukan perbaikan 

yang diperlukan. 

 

3.2. PERSENTASE KUALITAS PEMBERITAAN BPOM DI MEDIA 

a. Perbandingan kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Persentase kualitas 

pemberitaan BPOM 

di media 

99,86 99,84 99,82 97,68 99,25 99,86 99,96 100,10 

 

Realisasi indikator “Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media” tahun 

2024 adalah 99,96% dari target tahun 2024 sebesar 99,86%, sehingga capaian 

indikator adalah 100,10% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan 

lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 99,84%, 

terdapat peningkatan sebesar 0,12% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi 

tahun 2021 sebesar 99,82%, terdapat peningkatan sebesar 0,14% pada tahun 

2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 97,68%, terdapat peningkatan 

sebesar 2,34% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 

99,25%, terdapat peningkatan sebesar 0,72% pada tahun 2024. Indikator ini 

memiliki tren penurunan realisasi selama periode 2021-2022, dan meningkat 

kembali di tahun 2023-2024. Tren penurunan ini disebabkan karena peningkatan 
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pemberitaan dengan tonasi negatif akibat maraknya kasus Gangguan Ginjal Akut 

Progresif Atipikal (GGPA) akibat cemaran etilen glikol dan dietiln glikol pada 

sediaan obat sirup anak.  

 

Indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM yang dimaksud adalah 

pemberitaan terkait BPOM di berbagai media cetak, elektronik, dan media online 

yang bertonasi positif dan netral. Adapun kategori berita dengan tone positif 

adalah jika pada pemberitaan terdapat pernyataan apresiasi kinerja atau 

dukungan dari pihak lain kepada BPOM. Sedangkan kategori berita dengan tone 

netral apabila isi dari berita hanya menyebutkan nama BPOM. 

 

Kualitas pemberitaan ini dihitung dengan indikator persentase kualitas 

pemberitaan BPOM, yakni pemberitaan terkait BPOM di berbagai media baik 

media cetak, elektronik, dan media online yang bertonasi positif dan netral. 

Adapun kategori berita dengan tonasi positif adalah jika pada pemberitaan 

terdapat pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan dari pihak lain kepada 

BPOM. Sedangkan kategori berita dengan tonasi netral apabila isi dari berita 

hanya menyebutkan BPOM saja. Selanjutnya terdapat berita dengan tonasi 

negatif, yakni berita terkait BPOM yang mengkritik atau menyudutkan BPOM, 

baik dari kinerja, pelayanan, atau kebijakan BPOM, namun tanpa ada penjelasan 

lebih lanjut dari pihak BPOM. 

 

Cara perhitungan persentase kualitas pemberitaan BPOM di media adalah 

dengan membandingkan antara jumlah berita tentang BPOM yang memiliki tone 

berita positif dan netral terhadap jumlah total berita tentang BPOM dikalikan 

100%. Pada periode tahun 2024, pemberitaan terkait obat dan makanan secara 

umum dan BPOM sebanyak 24.969 berita. Pemberitaan tersebut terdiri atas 

71,28% berita bertonasi positif (17.798 berita), 28,68% berita bertonasi netral 

(7.161 berita), dan 0,04 % berita bertonasi negatif (10 berita). Perhitungan 

indikator ini berdasarkan akumulasi pemberitaan dari Januari – Desember.  

  

Tonasi positif muncul dari berbagai pemberitaan kegiatan BPOM serta 

banyaknya pernyataan BPOM dalam sebuah isu yang dikutip media, sedangkan 

tonasi netral muncul dari pemberitaan dengan topik obat dan makanan yang tidak 

mengutip BPOM. Berdasarkan Gambar 24 Tren Tonasi Pemberitaan BPOM 

Tahun 2024, berita positif mengalami peningkatan tiap bulan bahkan pada Maret 

peningkatan tersebut 2 kali lipat dari jumlah bulan sebelumnya. Pada Juli dan 

Agustus kembali terjadi peningkatan signifikan untuk berita positif dan netral. 

Sedangkan berita negatif jumlahnya tidak signifikan bila dibandingkan berita 

positif dan netral. 
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Gambar 24 Tren Tonasi Pemberitaan BPOM Tahun 2024 

 

b. Analisis pendukung keberhasilan 

Pada tahun 2024, capaian indikator “persentase kualitas pemberitaan BPOM di 

media” telah  melebihi target. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, 

dimana target tahunan tidak tercapai, di tahun 2024 terlihat hal positif yang 

menunjukkan bahwa kualitas kinerja BPOM secara positif diterima oleh 

masyarakat melalui pemberitaan-pemberitaan di media. 

  

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp3.181.056.000,00 dengan realisasi Rp3.180.720.281,00 (99,989%). 

Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,10%, maka diperoleh 

indeks efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini 

disebabkan karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan 

anggaran yang menandakan penggunaan anggaran telah efisien untuk 

mendukung kinerja. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO 

yang telah tercapai targetnya untuk memberikan respon terhadap pemberitaan-

pemberitaan dengan tonasi negatif, untuk memberikan informasi yang benar 

kepada masyarakat. 

 

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

1) Pada bulan Januari, pemberitaan didominasi oleh pernyataan Kementerian 

Kesehatan mengenai vaksin COVID-19 berbayar, kerja sama antara BPOM 

dengan Tanzania Medicine and Medical Authority untuk percepatan 

registrasi produk farmasi. 

2) Pada bulan Februari, pemberitaan didominasi oleh pemberitaan mengenai 

tanggapan produsen AMDK mengenai kandungan bromat, perayaan HUT 

BPOM RI, dan tanggapan BPOM mengenai kandungan bromat pada AMDK. 

3) Pada bulan Maret, pemberitaan yakni seputar topik BPOM dan Bea Cukai 

Soekarno Hatta musnahkan milk bun hasil penindakan barang bawaan di 
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Bandara Soekarno Hatta, dan suplemen kesehatan beni koji dari Jepang 

yang sebabkan gagal ginjal. Berita lain yang banyak muncul yaitu mengenai 

intensifikasi pengawasan pangan selama ramadan 1445 H yang dilakukan 

oleh seluruh UPT BPOM. 

4) Pada bulan April, pemberitaan didominasi oleh BPOM sita 188.640 item 

produk pangan tidak penuhi syarat keamanan dan mutu yang beredar di 

pasaran selama pengawasan tahap IV periode Ramadan 1445 H. 

5) Pada bulan Mei, isu mengenai efek samping vaksin AstraZeneca yaitu 

Thrombosis Thrombocytopenia Syndrome (TTS) mendapatkan respon dari 

BPOM dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). BPOM memastikan 

pemberian izin edar darurat 73 juta dosis vaksin AstraZeneca sudah melalui 

proses dan pemantauan ketat. BPOM juga memastikan saat ini vaksin 

COVID-19 AstraZeneca sudah tidak tersedia di Indonesia.  

6) Pada bulan Juni, pemberitaan mengenai pembahasan legalitas daun kratom 

dan malpraktik vaksinasi imunisasi mencapai di atas 100 pemberitaan. Pada 

isu daun kratom, Presiden Jokowi menginstruksikan Kemenkes, BRIN, serta 

BPOM untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait daun kratom. Pada isu 

mengenai malpraktik vaksinasi imunisasi, media memberitakan mengenai 

rekomendasi Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas 

KIPI) untuk melakukan autopsi terhadap jasad bayi berinisial MKA yang 

dilaporkan meninggal di Sukabumi. 

7) Pada bulan Juli, pemberitaan tentang isu adanya roti yang menggunakan 

bahan tambahan pangan (BTP) kosmetik mencapai diatas 100 pemberitaan. 

Terlebih setelah BPOM mengadakan konferensi pers terkait kasus roti 

berpengawet kosmetik pada Kamis, 25 Juli 2024, yang mengungkapkan 

hasil pengawasan BPOM menunjukkan roti merek Okko menggunakan BTP 

yang tak sesuai, karena itu harus ditarik dari peredaran dan dihentikan 

produksinya. Pemberitaan juga diramaikan dengan pernyataan dari 

produsen roti Aoka, yang sebelumnya dicurigai mengandung BTP kosmetik, 

menegaskan produknya sudah mendapatkan izin edar dari BPOM, jadi aman 

untuk dikonsumsi. 

8) Pada bulan Agustus, pemberitaan tentang BPOM didominasi oleh pelantikan 

Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM menggantikan Kepala BPOM 

sebelumnya. Pelantikan Kepala BPOM oleh Presiden ini bersamaan dengan 

Pelantikan Kepala Badan Gizi Nasional. Disebutkan dalam pemberitaan 

bahwa Pengangkatan Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM sesuai dengan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/PPA tahun 2024 

tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan BPOM. 

9) Pada bulan September, tepatnya September akhir, pemberitaan tentang 

konferensi pers BPOM bersama Kementerian Perdagangan BPOM 

mencapai lebih 100 pemberitaan. Di bawah kerangka Satuan Tugas 

(Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga 

Impor, BPOM dan Kementerian Perdagangan serta instansi lainnya berhasil 

mengamankan produk kosmetik impor ilegal senilai lebih dari Rp11,4 miliar. 

Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa temuan kosmetik impor 

ilegal yang diamankan berjumlah 415.035 pieces (970 item). Kosmetik 
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tersebut merupakan produk tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang 

yang sebagian besar berasal dari negara Tiongkok, Filipina, Thailand, dan 

Malaysia. 

10) Pada Oktober, pemberitaan didominasi oleh respons BPOM soal anggur 

shine muscat. Kepala BPOM Taruna Ikrar berjanji akan menindak lanjuti 

kegaduhan residu beracun yang diduga terdapat pada muscat. Hal ini 

menyusul otoritas pangan Thailand menemukan anggur shine muscat 

terkontaminasi residumelebihi batas aman. Taruna mengatakan BPOM akan 

langsung melakukan sampling ke pasar, serta akan melakukan koordinasi 

dengan Kementerian Pertanian terkait penemuan tersebut. 

11) Pada November, pemberitaan didominasi oleh BBPOM di Makassar 

bersama Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menarik 6 produk skincare 

berbahan merkuri dari pasaran. Kepala BBPOM di Makassar Hariani 

menjelaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan dinas kesehatan maupun 

dinas perdagangan menindaklanjuti temuan 6 produk skincare berbahaya. 

12) Pada Desember, pemberitaan didominasi oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar 

berbicara mengenai peran BPOM dalam membantu UMKM 

mengembangkan produk buatannya. Kerja sama yang terjalin antara 

Kementerian BUMN dengan BPOM dapat meningkatkan kemandirian dan 

daya saing UMKM di skala global. Taruna menekankan pentingnya sertifikasi 

BPOM sebagai langkah awal untuk membuka peluang pasar yang lebih luas. 

 

e. Upaya peningkatan kinerja 

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja antara lain:  

1. BPOM terus secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil 

pengawasan obat dan makanan kepada masyarakat melalui berbagai media. 

2. BPOM membangun agenda setting yang diamplifikasi oleh unit kerja dan unit 

pelaksana teknis (UPT) untuk meningkatkan paparan informasi publik kepada 

media masyarakat. 

3. BPOM memenuhi permintaan informasi dan permohonan wawancara media 

agar media mendapatkan informasi dari BPOM dengan baik dan 

menyampaikan kinerja atau pernyataan dari BPOM. 

4. BPOM melakukan pertemuan dengan media dan/atau kunjungan ke kantor 

media untuk menjalin hubungan yang lebih intensif, terutama terkait kerja 

sama penyampaian dan penyebarluasan informasi mengenai kinerja dan hasil 

pengawasan obat dan makanan kepada masyarakat. 

5. BPOM melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai media termasuk 

pemantauan konten media sosial yang dikutip berbagai media sebagai early 

warning potensi isu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat kepada BPOM. 
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3.3. PERSENTASE PERMOHONAN WAWANCARA MEDIA YANG DITINDAKLANJUTI 

a. Perbandingan kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Persentase 

permohonan 

wawancara media 

yang ditindaklanjuti 

68 - 65,91 76,67 79,85 80 80 100,00 

 

Realisasi indikator “Persentase permohonan wawancara media yang 

ditindaklanjuti” tahun 2024 adalah 80% dari target tahun 2024 sebesar 80%, 

sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kategori ‘Baik’. Indikator ini 

merupakan lanjutan tahun 2021-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 

65,91%, terdapat peningkatan sebesar 21,38% pada tahun 2024; dibandingkan 

realisasi tahun 2022 sebesar 76,67%, terdapat peningkatan sebesar 4,35% pada 

tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 79,85%, terdapat 

peningkatan sebesar 0,19% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren 

peningkatan realisasi selama periode 2021-2024. Peningkatan ini didukung 

dengan upaya perbaikan dalam menindaklanjuti permohonan wawancara dari 

media. Realisasi tahun 2023 telah melebihi target akhir renstra 2020-2024, 

sehingga telah dilakukan reviu target pada PK tahun 2024. 

 

Permohonan wawancara dapat berasal dari media cetak, elektronik dan online, 

termasuk permohonan untuk menjadi narasumber talkshow di media. Permohonan 

wawancara yang ditindaklanjuti dalam hal ini merupakan permohonan wawancara 

yang direspons dengan melakukan proses penyampaian permohonan wawancara 

tersebut kepada pimpinan. Untuk kemudian memperoleh arahan untuk 

ditindaklanjuti dan dipenuhi, baik melalui pelaksanaan wawancara secara 

langsung dengan Pimpinan BPOM maupun penyampaian jawaban tertulis kepada 

media. 

 

Cara perhitungan Indikator Persentase permohonan wawancara media yang 

ditindaklanjuti adalah dengan membandingkan antara jumlah permohonan 

wawancara yang dipenuhi (wawancara langsung dan jawaban tertulis) dengan 

jumlah permohonan wawancara yang masuk dikalikan 100%. Pada tahun 2024, 

BPOM telah menerima sebanyak 195 (seratus sembilan lima) permohonan 

wawancara dari media. Permohonan ini diajukan untuk keperluan permintaan 

informasi, talkshow, atau konfirmasi dan penjelasan tertulis terkait isu obat dan 

makanan. Dari permohonan tersebut, 156 (seratus lima puluh enam) permohonan 

telah ditindaklanjuti (80%) dengan rincian 32 (dua puluh enam) permohonan 

terpenuhi melalui wawancara langsung dengan narasumber BPOM, 122 (seratus 

dua puluh dua) permohonan terpenuhi melalui penyampaian jawaban tertulis, dan 

2 (dua) melalui pemenuhan permohonan narasumber untuk talkshow dengan 

media. 
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b. Analisis pendukung keberhasilan 

Realisasi telah melebihi target disebabkan beberapa faktor antara lain: 

1) Permohonan wawancara kepada BPOM disampaikan setelah penerbitan 

penjelasan/siaran pers terkait hal yang sama, sehingga direspons dengan 

menyampaikan link penjelasan/siaran pers yang dimaksud. 

2) Permohonan wawancara dengan isu yang sedang hangat di masyarakat 

direspons dengan pelaksanaan konferensi pers maupun doorstop kegiatan. 

 

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp237.108.500,00 dengan realisasi Rp237.086.264,00 (99,991%). Dibandingkan 

dengan capaian indikator sebesar 100,00%, maka diperoleh indeks efisiensi 

sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan 

karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan anggaran 

yang menandakan penggunaan anggaran telah efisien untuk mendukung kinerja. 

Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai 

targetnya untuk koordinasi intensif dengan unit kerja terkait untuk percepatan 

penyiapan respon terhadap isu yang sedang hangat di masyarakat. 

 

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan 

Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2024 yang menunjang pencapaian 

indikator antara lain: 

1) Merespons secara cepat permohonan wawancara dari media dengan 

memberikan jawaban secara tertulis melalui surat atau melalui pesan 

komunikasi. Terlebih permohonan yang diajukan media tidak selalu 

memerlukan adanya narasumber dan waktu khusus untuk melakukan 

wawancara. Seringkali permohonan informasi yang disampaikan hanya 

berupa pertanyaan singkat untuk mengonfirmasi suatu isu dan memerlukan 

jawaban yang cepat dari BPOM. 

2) Untuk respons cepat melalui jawaban tertulis yang disampaikan kepada 

media, BPOM memanfaatkan database hasil jawaban wawancara yang 

dimiliki oleh Humas BPOM, terutama untuk pertanyaan yang diajukan 

berulang oleh beberapa media. 

3) Humas BPOM berupaya meningkatkan koordinasi dengan unit teknis untuk 

dapat melakukan koordinasi cepat dalam menjawab pertanyaan/permohonan 

informasi yang ditanyakan oleh media, sehingga dapat memangkas waktu 

pengumpulan data agar jawaban dapat disampaikan kepada media sesuai 

dengan kebutuhan tenggat waktu media. 

4) Menyebarkan siaran pers/press release, penjelasan/klarifikasi, berita aktual, 

konten media sosial, ataupun hasil peliputan terkait kegiatan strategis dan 

informasi publik BPOM kepada media untuk dapat menjadi acuan jawaban 

atas pertanyaan media. 
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e. Upaya peningkatan kinerja 

Beberapa rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan guna pencapaian target 

hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1) Mengomunikasikan permohonan informasi yang diterima dari media kepada 

pimpinan BPOM untuk memperoleh arahan terkait kemungkinan dapat 

ditindaklanjuti atau tidak; 

2) Permohonan wawancara terkait obat dan makanan yang tengah menjadi isu 

hangat di masyarakat dapat direspons dalam berbagai bentuk komunikasi, 

termasuk dengan memberikan jawaban secara langsung via WhatsApp 

menggunakan standar jawaban yang telah disepakati dengan unit terkait; 

3) Memanfaatkan pelaksanaan kegiatan konferensi pers/doorstop sebagai ruang 

komunikasi bagi media dan BPOM dalam membahas isu tertentu yang sedang 

marak di masyarakat.  

 

Sasaran 4 Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan 

Advokasi Hukum 

IKU  

1. Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan 

2. Persentase Advokasi Hukum yang efektif 

 

Tabel 19 Pencapaian Sasaran Keempat Tahun 2024 

Indikator Renstra 

2024 

2020 2021 2022 2023 Capaian PK 2024 

T R R R R T R % 

Persentase 

Peraturan 

Perundang-

undangan yang 

diselesaikan 

100 100 100 100 100 100 100 100,00 

 

Dikonversi 

menjadi 120,00 

(Sangat Baik) 

Persentase Advokasi 

Hukum yang Efektif  

96,5 94,63 95,97 96,88 96,02 96,90 99,73 102,92 

 Capaian SS4   111,46 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Tersedianya Peraturan 

Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum” tahun 2024 adalah 111,46% dengan 

kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan 

dukungan program/kegiatan selama tahun 2024 serta anggaran telah digunakan 

secara efektif untuk mencapai sasaran strategis. 

 

4.1. PERSENTASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISELESAIKAN 

a. Perbandingan kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Persentase 

Peraturan 

Perundang-

100 100 100 100 100 100 100 100,00 
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undangan yang 

diselesaikan 

Dikonversi 

menjadi 

120,00 

 

(Sangat Baik) 

 

Realisasi indikator “Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan” 

tahun 2024 adalah 100% dari target tahun 2024 yaitu 100%, sehingga capaian 

indikator adalah 100,00%. Sesuai dengan pedoman SAKIP di lingkungan BPOM, 

untuk indikator yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka 

capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120,00%. Hal ini 

disebabkan karena jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan tidak 

mungkin lebih dari jumlah peraturan yang disusun di tahun 2024. Dengan demikian, 

capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120,00% dengan kategori ‘Sangat 

Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2024. Namun demikian, jumlah 

rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun berbeda setiap tahunnya.  

 

Definisi indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Seluruh rancangan Peraturan Perundang-undangan meliputi Rancangan 

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan 

Presiden, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan BPOM, 

Rancangan Keputusan Kepala BPOM (yang bersifat mengatur) dan Rumusan 

Perjanjian Kerja Sama. 

2. Yang dimaksud dengan yang diselesaikan adalah seluruh produk peraturan 

perundang-undangan yang diselesaikan dalam tahap: 

a. RUU: Pemberian masukan naskah akademik/RUU/DIM RUU kepada 

DPR/Pemerintah 

b. RPP/RPerpres/RPermen: Paraf/tandatangan persetujuan Kepala BPOM 

c. Rancangan Peraturan BPOM: Pengundangan di Kementerian Hukum dan 

HAM 

d. Rancangan Keputusan Kepala BPOM: Penetapan oleh Kepala BPOM 

e. Rumusan Perjanjian Kerja Sama: Penandatanganan Mou/PKS oleh Kepala 

BPOM dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. 

 

Cara perhitungan Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan 

adalah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan 

dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun 

dikali 100%. Pada tahun 2024, peraturan perundang-undangan yang diselesaikan 

sejumlah 207 peraturan perundangan-undangan dari 207 peraturan perundangan-

undangan yang disusun, sehingga persentase peraturan perundang-undangan 

yang diselesaikan tercapai 100,00%.  

 

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain  

Perbandingan kinerja penyelesaian peraturan perundang-undangan dengan 

Kementerian/Lembaga (K/L) lain dilakukan terhadap nilai tahun 2023. Hal ini 
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dikarenakan capaian tahun 2024 dari K/L lain belum diperoleh pada saat 

penyusunan laporan ini. 

 

Tabel 20 Perbandingan Kinerja Peraturan Perundang-Undangan BPOM dengan K/L Lain 

Instansi Indikator Kinerja Target  Realisasi Capaian 

BPOM Persentase Peraturan 

Perundang-undangan yang 

diselesaikan 

100 100 100,00% 

KKP Persentase Penyelesaian 

Program Penyusunan 

Peraturan Menteri dan 

Keputusan Menteri di 

Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan 

100 100 100,00% 

Kemendikbudristek Persentase peraturan 

perundang-undangan bidang 

pendidikan, kebudayaan, 

riset, dan teknologi yang 

telah diharmonisasi 

100 107,14 107,14% 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam penyelesaian peraturan perundangan-

undangan di BPOM dan KKP menetapkan target 100% karena diharapkan seluruh 

rancangan peraturan perundangan-undangan dapat diselesaikan. Sedangkan 

Kemendikbudristek menetapkan level indikator yang lebih tinggi yaitu sampai 

dengan peraturan perundang-undangan telah diharmonisasi. Capaian indikator 

secara umum telah mencapai target yang ditetapkan oleh masing-masing K/L. 

 

c. Analisis pendukung keberhasilan 

Keberhasilan pencapaian kinerja karena dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan berupa rancangan 19 Peraturan BPOM, 70 Keputusan Kepala 

BPOM/Surat Edaran, dan 118 rumusan perjanjian kerja sama, dimana dalam 

penyelesaiannya selalu dilakukan koordinasi dengan unit teknis pemrakarsa. 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan 

Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan dan SOP POM 01 mengenai Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan. 

 

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp1.855.550.600,00 dengan realisasi Rp1.855.526.569,00 (99,999%). 

Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,00%, maka diperoleh indeks 

efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini 



 LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2024 

91 

 

 

disebabkan karena kinerja telah mencapai target dengan penggunaan anggaran 

yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah 

tercapai targetnya untuk penyelesaian rancangan perundang-undangan yang belum 

direncanakan sebelumnya. 

 

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan 

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian 

indikator antara lain: 

1) Proses penyusunan rancangan Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, 

dan rumusan perjanjian kerja sama yang dilakukan bersama dengan unit teknis 

pemrakarsa dan unit teknis terkait.  

2) Monitoring dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan. 

3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum dan media lainnya. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja  

Dalam rangka meningkatkan pencapaian indikator, beberapa rekomendasi yang 

dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga 

terkait dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain 

Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet, Kementerian/Lembaga 

yang terkait dengan substansi pengaturan rancangan peraturan perundang-

undangan. 

2) Melakukan monitoring dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-

undangan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 

3) Menyusun kajian dalam rangka simplifikasi regulasi peraturan perundang-

undangan di bidang obat dan makanan. 

 

4.2. PERSENTASE ADVOKASI HUKUM YANG EFEKTIF 

a. Perbandingan kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Persentase Advokasi 

Hukum yang Efektif  

96,5 94,63 95,97 96,88 96,02 96,90 99,73 102,92 

 

Realisasi indikator “Persentase Advokasi Hukum yang Efektif” tahun 2024 adalah 

99,73% dari target tahun 2024 sebesar 96,90%, sehingga capaian indikator adalah 

102,92% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 

2020-2024. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 94,63%, terdapat 

peningkatan sebesar 5,39% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 

sebesar 95,97%, terdapat peningkatan sebesar 3,92% pada tahun 2024; 

dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 96,88%, terdapat peningkatan sebesar 

2,95% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 96,02%, 

terdapat peningkatan sebesar 3,86% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren 

peningkatan realisasi selama periode 2020-2022, namun menurun di tahun 2023. 
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Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan pada cara perhitungan 

capaian, namun tidak mempengaruhi capaian.  

 

Advokasi Hukum meliputi: 

1. Pemberian Pertimbangan Hukum: 

Pertimbangan Hukum adalah pemberian pendapat hukum melalui mekanisme uji 

tuntas dari aspek hukum (legal due diligence) dalam rangka pengambilan 

kebijakan/keputusan di lingkungan BPOM. 

Permohonan pertimbangan hukum dapat berasal dari Kepala BPOM, Sekretaris 

Utama, Para Deputi, Eselon II di lingkungan BPOM dan Kepala Unit Pelaksana 

Teknis BPOM. 

2. Penanganan Perkara Hukum  

Penanganan Perkara Hukum adalah upaya penyelesaian 

sengketa/permasalahan hukum terkait pelaksanaan kebijakan di lingkungan 

BPOM, baik yang ditangani di dalam maupun di luar pengadilan. 

Tahapan Penanganan Perkara Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri 

dari:  

a. Tingkat Pertama 

b. Tingkat Banding 

c. Tingkat Kasasi 

Tahapan Perkara Hukum Niaga terdiri dari: 

a. Tingkat Pertama 

b. Tingkat Kasasi 

Tahapan Perkara Hukum Pra Peradilan terdiri dari: Tingkat Pertama  

 

Perhitungan Persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah jumlah layanan 

advokasi yang diselesaikan dibandingkan dengan permintaan advokasi yang 

diterima dikali 100%. Pada tahun 2024, layanan advokasi yang diselesaikan 

sebesar 364 layanan dari 365 permintaan advokasi yang diterima, sehingga 

realisasi persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah 99,73%.  

 

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain  

Perbandingan kinerja pemberian advokasi hukum di lingkup Sekretariat 

Utama/Sekretariat Jenderal Kementerian/Lembaga (K/L) lain dilakukan terhadap 

nilai tahun 2023. Hal ini dikarenakan capaian tahun 2024 dari K/L lain belum 

diperoleh pada saat penyusunan laporan ini. 

Tabel 21 Perbandingan Kinerja Advokasi BPOM dengan K/L Lain 

Instansi Indikator Kinerja Target  Realisasi Capaian 

BPOM Persentase Advokasi Hukum 

yang Efektif 

96,90 99,73 102,92% 

KKP Permasalahan Hukum 

melalui jalur 

pengadilan/litigasi di 

Lingkungan Kementerian 

100 160 160,00% 
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Instansi Indikator Kinerja Target  Realisasi Capaian 

Kelautan dan Perikanan yang 

Ditangani 

Kemendikbudristek Persentase masalah hukum 

dan perkara yang ditangani 

di lingkungan 

Kemendikbudristek 

100 133,33 133,33% 

Komisi Nasional 

Hak Asasi 

Manusia 

Persentase terpenuhinya 

Layanan Hukum dan 

Layanan Bantuan Hukum  

100 100 100.00% 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam melakukan advokasi hukum, indikator 

kinerja yang digunakan BPOM telah sama dengan K/L lain yaitu dari penyelesaian 

permasalahan hukum, perkara hukum, dan advokasi hukum lainnya. Capaian 

indikator secara umum telah mencapai target yang ditetapkan oleh masing-masing 

K/L. 

 

c. Analisis pendukung keberhasilan 

Keberhasilan pencapaian target didukung oleh perencanaan kinerja dan anggaran 

yang disusun secara efektif dan efisien; pelaksanaan oleh tim kerja yang dilakukan 

secara konsisten dan optimal; serta koordinasi internal/eksternal yang dilakukan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam lingkup pelaksanaan kinerja. 

 

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp1.726.946.000,00 dengan realisasi Rp1.726.942.191,00 (99,999%). 

Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 102,92%, maka diperoleh indeks 

efisiensi sebesar 1,03 dengan tingkat efisiensi 0,03 (kategori Efisien). Hal ini 

disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang 

optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah 

tercapai targetnya untuk penangan perkara hukum yang semakin meningkat dengan 

semakin berkembangnya kasus di bidang Obat dan Makanan. 

 

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan 

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian 

indikator antara lain: 

1) Pertimbangan Hukum. 

2) Penanganan Perkara Hukum. 

3) Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Pemberian Keterangan Saksi/Ahli. 

4) Konsultasi dan Penyuluhan Hukum. 

5) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 
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f. Upaya peningkatan kinerja  

Strategi dalam rangka peningkatan kinerja, antara lain: 

1) Mempersiapkan kapasitas dan kompetensi sumber daya untuk pelaksanaan 

pemberian layanan advokasi hukum dengan mempertimbangkan tren dan 

permasalahan hukum yang timbul beberapa tahun sebelumnya agar tercapai 

sasaran kegiatan yaitu tersedianya layanan advokasi hukum yang efektif. 

2) Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja serta stakeholder terkait dalam 

rangka kerja sama yang mendukung pemberian layanan advokasi hukum yang 

efektif. 

3) Memberikan penyuluhan hukum ke Unit Pelaksana Teknis BPOM secara 

berkala dan rutin dalam rangka peningkatan informasi hukum. 

 

Sasaran 5 Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM 

IKU: 

1. Indeks Pengelolaan Aset 

2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 

3. Indeks Sistem Merit 

 

Tabel 22 Pencapaian Sasaran Kelima Tahun 2024 

No Indikator Renstra 

2024 

2020 2021 2022 2023 Capaian PK 2024 

T R R R R T R % 

1 Indeks Pengelolaan 

Aset 

2,98 - - 3,32 3,59 3,42 3,30 96,49 

2 Indeks Tata Kelola 

Pengadaan Barang 

dan Jasa 

80 - 56 79,7 84,9 85 88,25 103,82 

3 Indeks Sistem Merit 0,90 - 0,88 0,94 0,94 0,95 0,97 102,11 

 
Capaian SS 4 100,81 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Meningkatnya pengelolaan 

Sumber daya BPOM” tahun 2024 adalah 100,81% dengan kategori “Sangat Baik”. 

Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan 

selama tahun 2024 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai 

sasaran strategis. 

 

5.1. INDEKS PENGELOLAAN ASET 

a. Perbandingan Kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Indeks 

Pengelolaan 

Aset 

2,98 - - 3,32 3,59 3,42 3,30 96,49 

 



 LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2024 

95 

 

 

Realisasi indikator “Indeks Pengelolaan Aset (IPA)” tahun 2024 adalah 3,30 dari 

target tahun 2024 sebesar 3,42, sehingga capaian indikator adalah 96,49% dengan 

kategori ‘Cukup’. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2022, dimana pada 

tahun 2020-2021 menggunakan indikator Nilai Pengelolaan BMN. Dibandingkan 

realisasi tahun 2022 sebesar 3,32, terdapat penurunan sebesar -0,60% pada tahun 

2024, dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 3,59, terdapat penurunan 

sebesar -8,08% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi 

selama periode 2022-2023, dan menurun di tahun 2024. Hal ini disebabkan pada 

tahun 2023 terdapat peningkatan proses Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif 

dalam hal Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN 

serta Tindak lanjut BMN Rusak Berat pada satuan kerja di lingkungan Badan POM. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset di BPOM semakin meningkat 

kualitasnya yang berimbas pada naiknya nilai realisasi Indeks Pengelolaan Aset.  

 

Sementara pada tahun 2024, nilai Indeks Pengelolaan Aset mengalami penurunan 

yang cukup signifikan dikarenakan adanya perubahan tata cara penilaian di mana 

terbit Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

112/KM.6/2024 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 

2024 yang mengharuskan indikator penilaian Tindak Lanjut Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN, serta realisasi PNBP dari pemanfaatan 

BMN di input melalui aplikasi SIMAN. 

 

Realisasi tahun 2023 telah melebihi target akhir renstra 2020-2024, namun target 

tahun 2024 ditetapkan lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023. Hal ini 

disebabkan pada tahun 2022, terdapat beberapa satker baru yang mana dapat 

meningkatkan poin tools penilaian aspek Tindak lanjut BMN Rusak Berat karena 

belum ada BMN yang rusak (semakin banyak BMN yang berada dalam kondisi baik, 

maka akan meningkatkan nilai sub parameter, dan parameter). Sedangkan pada 

tahun 2023 dan seterusnya, dimungkinkan terdapat BMN yang akan rusak, sehingga 

akan mempengaruhi tools penilaian Tindak lanjut BMN Rusak Berat. Untuk itu, 

diperkirakan target Indikator Indeks Pengelolaan Aset BPOM Tahun 2024 menjadi 

3,42. 

 

Aspek penilaian yang digunakan dalam pengukuran  Indeks Pengelolaan Aset, antara 

lain:  

1. Pengelolaan Barang Milik Negara yang Akuntabel dan Produktif 

Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah 1) temuan BPK terkait BMN 

pada KL LKPP dan 2) Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN. 

2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-Undangan 

Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah 1) ketepatan waktu 

penyampaian laporan dan RKBMN dan 2) asuransi BMN. 

3. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif 

Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah 1) tindak lanjut pemanfaatan, 

pemindahtanganan, dan penghapusan BMN dan 2) tindak lanjut BMN Rusak 

Berat. 
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4. Administrasi yang Andal 

Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah 1) persentase BMN memiliki 

dokumen kepemilikan dan 2) penggunaan BMN yang sesuai ketentuan. 

 

Cara perhitungan Indikator Indeks Pengelolaan Aset adalah berdasarkan Surat DJKN 

Kementerian Keuangan No. S-1/KN/KN.2/2022 tanggal 4 Januari 2022 perihal  

Penyampaian Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2021. 

Predikat hasil Indeks Pengelolaan Aset Minimal Baik yaitu: 

a. Indeks 4 (sangat baik) 

b. Indeks 3 (baik) 

c. Indeks 2 (cukup) 

d. Indeks 1 (buruk) 

Pada tahun 2024, IPA BPOM adalah 3,30 dengan predikat “Baik”. 

 

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain 

 
Gambar 25 Perbandingan Nilai IPA BPOM dengan K/L Lain Tahun 2024 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pengelolaan Aset BPOM merupakan 

yang tertinggi dibandingkan ANRI dan Kemenag. Namun demikian, BPOM akan 

terus berupaya agar ke depan dapat meningkatkan indeks sampai memperoleh nilai 

indeks 4,00. 

 

c. Analisis penyebab kegagalan  

Indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang 

menyebabkan tidak tercapainya target adalah keberhasilan adalah: 

1) Penilaian terhadap Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan 

Penghapusan BMN belum dilakukan secara memadai dengan melakukan 

penginputan di Aplikasi SIMAN. 

2) Penilaian terhadap Realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN belum dilakukan 

secara memadai dengan melakukan penginputan di Aplikasi SIMAN. 

 

3,30

3,24

3,19

3,12

3,14

3,16

3,18

3,20

3,22

3,24

3,26

3,28

3,30

3,32

BPOM ANRI KEMENAG



 LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2024 

97 

 

 

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp22.649.829.000,00 dengan realisasi Rp22.588.622.626,00 (99,73%). 

Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 96,49%, maka diperoleh indeks 

efisiensi sebesar 0,97 dengan tingkat efisiensi -0,03 (kategori Tidak Efisien). Hal ini 

disebabkan karena capaian kinerja tidak mencapai target, namun dengan 

penggunaan anggaran yang maksimal. Anggaran digunakan untuk pemenuhan 

seluruh aspek penilaian. 

 

e. Analisis kegiatan yang menunjang kinerja 

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian 

indikator antara lain: 

1) Pembangunan Digitalisasi Pengelolaan BMN dilakukan sebagai upaya 

pelaksanaan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berupa penunjang kegiatan 

pengelolaan BMN yang berbasis digital. Adapun digitalisasi pengelolaan BMN 

pada TW I dilakukan melalui interkoneksi data dan rencana pembangunan e-

BMN yang berlangsung pada tanggal 1 April 2024 di Depok. 

2) Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN yang bertujuan agar efektivitas, 

efisiensi dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui 

pengelolaan BMN dapat dicapai. Kegiatan yang dilakukan pada TW I berupa 

rapat unit kerja terkait perubahan RKBMN di Bulan Maret. 

3) Pendampingan dalam rangka Pembinaan Pengelolaan BMN, Pengadaan dan 

Sarana Prasarana dilakukan untuk membantu Satuan Kerja dalam 

mempersiapkan pemenuhan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim 

Pemeriksa, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan-

permasalahan BMN yang ada di Satuan Kerja di Lingkungan BPOM. Kegiatan 

pendampingan berupa kunjungan pada unit kerja di satuan wilayah BPOM 

selama Bulan April - Juni di: Gorontalo, Manokwari, Pekanbaru,  

4) Internalisasi dan Monitoring Pengelolaan BMN di lingkungan BPOM 

dilaksanakan melalui penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengamanan BMN 

pada tanggal 2 April 2024 yang bertempat di Bekasi. 

5) Konsolidasi Laporan Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan Laporan 

Keuangan BPOM mencapai opini WTP dari BPK. 

6) Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Pekanbaru pada bulan 

Juni dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan BMN seluruh balai dan 

loka di lingkungan BPOM. 

7) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan BMN dan PBJ berupa konsultasi 

intensif dengan BPK di Bogor pada bulan Mei yang dilakukan dalam rangka 

focus group discussion tindak lanjut temuan BPK tahun 2024. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja  

1) Sosialisasi, pendampingan dan pengawalan terkait pengelolaan BMN yang 

mencakup Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan 
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BMN serta Tindak lanjut BMN Rusak Berat pada satuan kerja di lingkungan 

Badan POM dilakukan secara berkala dan rutin. 

2) Optimalisasi penggunaan aplikasi E-BMN dalam rangka digitalisasi 

pengelolaan BMN. 

 

5.2. INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA 

a. Perbandingan Kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Indeks Tata 

Kelola 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

80 - 56 79,7 84,9 85 88,25 103,82 

 

Realisasi indikator “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP)” tahun 

2024 adalah 88,25 dari target tahun 2024 sebesar 85, sehingga capaian indikator 

adalah 103,82% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan 

tahun 2021-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 56, terdapat 

peningkatan sebesar 57,59% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 

sebesar 79,7, terdapat peningkatan sebesar 10,73% pada tahun 2024; dan 

dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 84,9, terdapat peningkatan sebesar 

3,95% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama 

periode 2021-2024. Hal ini disebabkan karena Biro Umum telah mengembangkan 

mengembangkan sistem monitoring sebagai kendali pada saat pengumuman 

Rencana Umum Pengadaan, dalam merealisasikan belanja pengadaan barang/jasa 

sesuai dengan perencanaan pengadaannya serta peningkatan kepatuhan satuan 

kerja dalam pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, serta adanya 

rencana aksi pemenuhan kebutuhan JF PPBJ sesuai dengan target yang ditetapkan 

LKPP. Realisasi tahun 2023 telah melebihi target akhir renstra 2020-2024 yaitu 80, 

sehingga telah dilakukan reviu target pada PK target tahun 2024. 

  

Penilaian ITKP mengacu kepada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik, sebagai Aspek 

Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi. ITKP dapat mengukur kualitas 

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa seluruh Satker di lingkungan BPOM. 

Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur 

tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya 

manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan. Indikator 

tersebut mencakup:: 

1. Kualifikasi dan kompetensi SDM Pengadaan Barang dan Jasa. (Bobot: 30%) 

Jumlah JF PPBJ aktif yang telah diangkat di BPOM dibagi dengan jumlah formasi 

JF PBBJ di BPOM berdasarkan penetapan kebutuhan di Kementerian PAN-RB 

atau rekomendasi kebutuhan dari LKPP dikali 100%.  

Hasil perhitungan dikalikan Bobot Unsur Kualifikasi dan Kompetensi SDM. 

2. Tingkat Kematangan UKPBJ. (Bobot:40%) 
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Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah 

mencapai tingkat kematangan level Proaktif dibandingkan dengan jumlah 

keseluruhan variabel (9 Variabel) dikalikan dengan bobot indikator. 

3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa (Bobot: 30%) 

a) Sirup – Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Bobot 10%); 

Indikator keberhasilan K/L dalam memanfaatkan SiRUP diukur berdasarkan 

persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP sampai 

dengan tanggal 31 Maret dalam aplikasi SiRUP pada tahun berjalan (nilai 

RUP). 

b) E-Tendering (Bobot 5%); 

Jumlah pagu pengadaan E-Tendering yang diumumkan oleh PPK pada fitur 

Tender/Seleksi/Tender Cepat di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan 

E-Tendering dalam aplikasi SiRUP. 

c) E-Purchasing (Bobot 5 %) 

Paket selesai pada E-Purchasing adalah paket E-Purchasing tahun anggaran 

sebelumnya yang dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. 

d) Non e-Tendering dan Non e-Purchasing (Bobot 5%); 

Jumlah pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing yang telah 

diumumkan oleh PPK pada fitur Penunjukan Langsung dan Pengadaan 

Langsung di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan Non-E-Tendering 

dan Non-E-Purchasing pada apikasi SiRUP. 

e) e-Kontrak (Bobot 5 %) 

Seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam proses 

pemilihan dan kemudian dilanjutkan dengan penginputan data kontrak pada 

fitur E-Kontrak di aplikasi SPSE. 

 

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai 

seluruh indikator yang terdiri dari:  

1. Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <= 100 

(kurang dari sama dengan seratus) 

2. Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh); 

3. Cukup Rentang nilai ≥ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh 

puluh); dan 

4. Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh). 

ITKP BPOM tahun 2024 adalah 88,25 dengan predikat “Baik” (Hijau). 
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Gambar 26 ITKP BPOM Tahun 2024 

 

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain 

 
Gambar 27 Perbandingan ITKP BPOM dengan K/L Lain Tahun 2024 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ITKP BPOM lebih tinggi dibandingkan ITKP 

BPK, BSN, dan Bappenas, namun lebih rendah dibandingkan dengan ITKP BPS 

dan BKN. Namun demikian, BPOM akan terus berupaya meningkatkan ITKP 

sehingga memperoleh predikat “Sangat Baik”. Saat ini, Unit Kerja Pengadaan 

Barang Jasa Badan POM sedang menuju level Pusat Keunggulan Pengadaan 

Barang/Jasa (PKP). 

 

c. Analisis pendukung keberhasilan  

Indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang 

mendukung keberhasilan adalah:  

1) Pemenuhan 9 variabel Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif dari LKPP 

2) Membangun sistem layanan pengadaan barang/jasa melalui Subsite Biro 

Umum BPOM dalam rangka koordinasi, komunikasi dan pendampingan yang 
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intensif dengan unit kerja di lingkungan Badan POM Pusat dan Unit Pelaksana 

Teknis serta stakeholder terkait. 

3) Telah dilakukannya upaya pemenuhan JF PPBJ sesuai dengan target yang 

tercantum dalam Surat Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan 

Sumber Daya Manusia  3736/D.3/02/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang 

Penyampaian dan Permohonan Tanggapan terhadap Hasil Perhitungan 

Kebutuhan JF PPBJ mengacu pada Peraturan Menteri PANRB 29/2020 

melalui Aksi Alih Jabatan dilanjutkan dengan Uji Kompetensi, seleksi 

Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 

maupun dengan permohonan CPNS, sehingga sampai tahun 2024 jumlah 

fungsional PPBJ telah 45 orang. 

4) Kegagalan dalam mencapai nilai maksimal beberapa indikator ITKP 

disebabkan oleh kurangnya ketaatan PPK untuk mencatatkan pengadaannya 

yang non transaksional melalui LPSE dan koordinasi dengan penyedia e 

katalog untuk menyelesaikan dokumentasi tahapan pelaksanaan pekerjaan 

melalui sistem e katalog sampai selesai pekerjaan dan PPK mengakhiri paket 

tersebut dengan melakukan penilaian kinerja penyedia. 

 

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp3.581.213.000,00 dengan realisasi Rp3.565.925.225,00 (99,573%). 

Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 103,82%, maka diperoleh indeks 

efisiensi sebesar 1,04 dengan tingkat efisiensi 0,04 (kategori Efisien). Hal ini 

disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran 

yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang 

telah tercapai targetnya untuk pendampingan unit kerja dalam pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan 

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang 

pencapaian indikator antara lain: 

1) Pembinaan dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa; 

2) Kematangan Kelembagaan UKPBJ; 

3) Percepatan Pelaksanaan Barang dan Jasa; 

4) Monitoring dan Evaluasi Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik; 

5) Asistensi Perencanaan Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Di Satker 

BPOM; 

6) Dukungan Teknis Pemanfaatan Sistem Informasi PBJ 

7) Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Penggunaan Sistem Satuan Kerja 

Sestama  

8) Workshop Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 

9) Pembinaan SDM Pelaku Pengadaan 
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f. Upaya peningkatan kinerja  

1) Pembinaan dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa dilakukan 

secara berkala dan rutin dalam rangka percepatan pelaksanaan barang dan 

jasa. 

2) Pendampingan dalam rangka Perencanaan Pengendalian Pelaksanaan 

Konstruksi di Satker BPOM. 

3) Peningkatan pemenuhan gap kebutuhan SDM PPBJ di lingkungan Badan 

POM sehingga indikator Sumber Daya Manusia dapat tercapai dan dapat 

meningkatkan nilai ITKP BPOM. 

 

5.3. INDEKS SISTEM MERIT 

a. Perbandingan kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Indeks Sistem 

Merit 

0,90 0,88 0,88 0,94 0,94 0,95 0,97 102,10 

(Sangat Baik) 

 

Realisasi indikator “Indeks Sistem Merit” tahun 2024 adalah 0,97 dari target tahun 

2024 sebesar 0,95, sehingga capaian indikator adalah 102,10% dengan kategori 

“Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Indikator ini 

dilakukan penilaian dua tahun sekali yang dimulai sejak tahun 2020. Dibandingkan 

realisasi tahun 2020 sebesar 0,88, terdapat peningkatan sebesar 10,23% pada tahun 

2024 dan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 0,94, terdapat peningkatan 

sebesar 3,19% pada tahun 2024 . Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi 

selama periode 2020 dan 2022. Peningkatan ini disebabkan karena terdapat 

beberapa aspek penilaian sistem merit seperti aspek pengembangan karier, promosi 

dan mutasi serta manajemen kinerja memperoleh nilai Sangat Baik. Realisasi tahun 

2023 telah melebihi target akhir renstra 2020-2024 yaitu 0,90, sehingga telah 

dilakukan reviu target pada PK target tahun 2024 menjadi 0,95. 

 

Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada 

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan 

tanpa dsikriminasi. Tujuan memastikan Instansi Pemerintah sudah menerapkan 

manajemen ASN berdasarakan sistem merit. Level tertinggi pada indeks sistem merit 

adalah level 4 dengan range 0,86 sampai dengan 1. Penilaian Indeks Sistem Merit 

dilakukan 2 (dua) tahun sekali yang dimulai dari tahun 2020, tahun 2022, dan tahun 

2024. Penilaian Indeks Sistem Merit tahun 2024 dilaksanakan lebih cepat daripada 

yang direncanakan yaitu pada akhir tahun.  

 

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 

01/KEP.KASN/C/IV/2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks 

Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

BPOM, bagi instansi pemerintah yang telah mendapatkan penilaian sistem merit 

dengan kategori SANGAT BAIK, dan telah memiliki manajemen talenta sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, dapat dikecualikan dari pengisian Jabatan 
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Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap penerapan sistem merit 2 (dua) tahun sejak ditetapkan. 

 

Kriteria penilaian: 

1. Aspek-aspek manajemen SDM yang diatur dalam UU 5 Tahun 2014 dan PP11 

Tahun 2017 

2. Studi literatur dan pengalaman di sektor swasta 

Aspek Penilain dan Bobot Masing-Masing Aspek: 

1. Perencanaan kebutuhan, 20% 

2. Pengadaan, 10% 

3. Pengembangan karir, 25% 

4. Promosi dan mutasi, 10% 

5. Manajemen Kinerja, 15% 

6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin, 10% 

7. Perlindungan dan pelayanan, 5% 

8. Sistem Informasi, 5% 

 

Berdasarkan dengan terbitnya Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 

01/KEP.KASN/C/IV/2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks 

Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan telah ditetapkan penerapan Sistem Merit dalam 

Manajemen ASN di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada kategori 

IV (Sangat Baik), dengan Nilai 400 (empat ratus) dan Indeks 0,97 (nol koma sembilan 

tujuh) dan telah diberikannya penghargaan terkait Implementasi Sistem Merit di Badan 

POM pada tanggal 19 Mei 2024 oleh KASN di Bandung. 

 

Tabel 23 Nilai Final Assesment Sistem Merit Tahun 2020, 2022, dan 2024 

ASPEK 
NILAI NILAI BPOM KETARANGAN CAPAIAN  

MAKSIMAL 2020 2022 2024 HASIL PENILAIAN TAHUN 2024 

Perencanaan 

Kebutuhan 
40 35 40 40 

Nilai sudah maksimal.  

− Peta Jabatan telah diperbarui 

sesuai dengan kondisi pasca 

perubahan nomenklatur jabatan 

pelaksana tahun 2023.  

− Peta Jabatan dan rencana 

kebutuhan ASN telah 

didasarkan pada Renstra 

BPOM dimana dalam 

perencanaan kebutuhan telah 

memiliki aplikasi tersediri yaitu 

SIREN, yang didalamnya 

mengelola data Peta Jabatan, 

rencana kebutuhan dan 

rencana pemenuhan kebutuhan 
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ASPEK 
NILAI NILAI BPOM KETARANGAN CAPAIAN  

MAKSIMAL 2020 2022 2024 HASIL PENILAIAN TAHUN 2024 

Pengadaan 40 40 40 40 

Nilai sudah maksimal. 

− Rencana pengadaan ASN telah 

disesuaikan dengan dokumen 

rencana kebutuhan pegawai. 

− Pelaksanaan pengadaan ASN 

sudah publikasikan melalui 

website (CPNS, Seleksi 

terbatas ASN Mutasi Pindah 

Masuk, dan Pengisian JPT). 

Pengambangan 

karier 
120 107,5 117,5 122,5 

Nilai maksimal aspek ini tahun 

2020 adalah 120 namun pada 

tahun 2022 penilaian 

ditambahkan 1 komponen 

didalamnya menjadikan nilai 

maksimal menjadi 130. Terdapat 

kenaikan nilai sebesar 10 poin 

karena evaluasi hasil penilaian 

dari KASN pada sebelumnya dan 

terdapat beberapa catatan yang 

perlu ditindaklanjuti sebagai 

berikut: 

i. Standar Kompetensi Jabatan 

(SKJ) sudah mendapatkan 

persetujuan dari KemenpanRB 

untuk penetapan yang 

didukung dengan surat 

persetujuan pada bulan 

Februari 2024 (terdapat 

perubahan SOTK dalam 

BPOM sehingga terdapat 

perubahan Peta Jabatan), 

namun belum tersedia SKJ 

untuk level pelaksana; 

ii. Perlu dilengkapi terkait 

dokumen hasil evaluasi 

kegiatan magang dan praktik 

kerja yang telah dilaksanakan 

BPOM secara rutin VA BPOM 

sudah melaksanakan magang 

secara rutin, namun dalam link 

yang tertera pada buktu 

monitoring magang sdm 2023 

belum terlihat hasil evaluasi 

kegiatan magang. 
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ASPEK 
NILAI NILAI BPOM KETARANGAN CAPAIAN  

MAKSIMAL 2020 2022 2024 HASIL PENILAIAN TAHUN 2024 

Promosi dan 

Mutasi 
40 32,5 32,5 40 

Terdapat kenaikan nilai sebesar 

7,5 poin dari hasil penilaian KASN 

pada tahun sebelumnya, dimana 

sudah dilengkapi pengisian JA 

dengan mempertimbangkan 

penilaian kinerja, hasil 

assessment, dan wawancara 

lanjutan dengan komite talenta. 

Manajemen 

Kinerja 
80 77,5 77.5 77,5 

- Kontrak kinerja disusun 

kepada seluruh pegawai 

menggunakan aplikasi 

SIMAKIN dan RHK periodik 

(triwulan) juga telah ditetapkan; 

- Penilaian perilaku kerja telah 

menggunakan BerAKHLAK; 

- Terdapat catatan yang perlu 

ditindaklanjuti sebagai berikut: 

dimana Penilaian kinerja 

dilakukan secara Triwulan 

dengan telah menetapkan 

predikat kinerja di dalamnya. 

Dialog kinerja telah dilakukan. 

Perlu bukti dukung tambahan 

yang menyatakan bahwa 

penilaian kinerja dilakukan 

berkala setiap bulannya, 

meskipun tidak menetapkan 

predikat kinerja. 

Penggajian, 

Penghargaan 

dan Disiplin 

40 37,5 40 40 

Nilai sudah maksimal. 

- Pembayaran tunjangan kinerja 

telah didasarkan pada predikat 

kerja, sesuai surat Kepala Biro 

SDM tentang pembayaran 

tukin. 

- Peraturan kode etik dan kode 

perilaku telah dilaksanakan 

secara konsisten. 

- Terdapat catatan sebagai 

bahan evaluasi sbb: dimana 

kode etik dan kode perilaku 

belum berpedoman pada 

BerAKHLAK. 
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ASPEK 
NILAI NILAI BPOM KETARANGAN CAPAIAN  

MAKSIMAL 2020 2022 2024 HASIL PENILAIAN TAHUN 2024 

Perlindungan 

dan Pelayanan 
16 14 16 16 

BPOM menyediakan sistem 

pelayanan keuangan, 

kepegawaian serta sistem lain 

yang memudahkan pegawai 

terutama yang berkaitan dengan 

administrasi kepegawaian. 

Sistem 

Informasi 
24 20 24 24 

Nilai sudah maksimal. 

− Sistem kepegawaian (SIASN 

BPOM) sudah sangat baik, 

termasuk dengan aplikasi 

Mentari (Manajemen Talenta). 

Sudah terintegrasi, profil 

kompetensi pada SIASN 

diambil datanya dari Mentari, 

begitupun data kinerja di 

Mentari diambil dari app 

SIMAKIN; 

− Penilaian kinerja dilaksanakan 

melalui aplikasi SIMAKIN, 

sedangkan data target kinerja 

dan IKU dikelola dalam 

SIMETRIS, pelaksanaan 

penilaian kinerja pada aplikasi 

SIMAKIN sudah terintegrasi 

dengan SIMETRIS untuk 

target capaian kinerjanya; 

− seluruh layanan adm 

kepegawaian pada sistem 

informasi. Sudah tersedia data 

dashboard pimpinan. Untuk 

Mantel, pimpinan langsung 

menggunakan aplikasi 

MENTARI; 

- Sudah memiliki assessment 

centre sendiri yang didukung 

oleh aplikasi SIPENA 

TEMANKU dalam penilaian 

kompetensi. Assessment 

centre sudah digunakan untuk 

internal dan eksternal BPOM 

(Instansi Pemerintah lainnya). 

Akreditasi assessment centre 

BPOM yaitu "A". 
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b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain 

 
Gambar 28 Perbandingan Indeks Sistem Merit BPOM dengan K/L Lain Tahun 

2024 

 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Indeks Sistem Merit BPOM mendapatkan 

nilai terbaik dibandingkan dengan Lembaga yang lain. Namun demikian, BPOM 

akan terus berupaya meningkatkan dan mempertahankan perolehan Indeks 

Sistem Merit di Level IV. 

 

c. Analisis pendukung keberhasilan  

Indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang 

mendukung pencapaian kinerja yaitu: 

1. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan selama implementasi sistem merit.  

2. Terpenuhinya aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, promosi dan 

mutasi, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, 

serta informasi dengan sempurna. 

 

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp3.702.006.500,00 dengan realisasi Rp3.701.992.730,00 (99,999%). 

Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 102,11%, maka diperoleh indeks 

efisiensi sebesar 1,02 dengan tingkat efisiensi 0,02 (kategori Efisien). Hal ini 

disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran 

yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang 

telah tercapai targetnya untuk penyusunan pedoman terkait pola karir unit Pusat 

dan UPT yang menjadi arahan baru dari pimpinan. 

 

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan 

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian 

indikator antara lain: 

1) Penyusunan SKP Tahun 2024. 
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2) Penyusunan penilaian kualitas prestasi kerja kepala UPT. 

3) Pengisian jabatan struktural. 

4) Pembinaan jabatan fungsional. 

5) Pengangkatan dalam jabatan fungsional. 

6) Pengelolaan kenaikan pangkat/pensiun pegawai di lingkungan BPOM. 

7) Pendampingan, Monitoring dan evaluasi penyusunan kinerja individu beserta 

gap kinerja untuk unit Pusat, Balai/Balai Besar POM dan Loka POM per 

triwulan Tahun 2024. 

8) Pembahasan Transformasi Digital Manajemen Talenta dengan KemenpanRB 

dan BKN. 

9) Pembahasan pengembangan Pola Karier dengan HCC. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja  

1) Telah ditetapkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Manajemen 

Talenta dan Pola Karier di Lingkungan BPOM. 

2) Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi melalui 

Manajemen Talenta. 

3) Telah ditetapkan Peraturan BPOM Tahun 2024 tentang Pedoman Pengisian 

JPT Madya dan Pratama melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan BPOM. 

4) Melakukan Monev Kinerja secara Triwulan melalui dialog manajemen kinerja, 

Pengelolaan Kinerja bersama dengan Pejabat Pengelola Kinerja melalui 

bimbingan kinerja pada aplikasi SIMAKIN BPOM. 

 

 

Sasaran 6 Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, 

monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan 

IKU  

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan 

kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi 

standar 

 

Tabel 24 Pencapaian Sasaran Keenam Tahun 2024 

Indikator Renstra 

2024 

2020 2021 2022 2023 Capaian 2024 

T T R R R T R % 

Persentase dokumen 

perencanaan, 

penganggaran, 

monitoring, evaluasi, 

laporan kinerja dan 

laporan keuangan yang 

diselesaikan tepat waktu 

dan memenuhi standar 

100 100 100,00 100,00 100,00 100 100 100,00 

 

Dikonversi 

menjadi 120,00 

(Sangat Baik) 

Capaian SS 6 
120,00 

(Sangat Baik) 
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Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas 

perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan 

keuangan” tahun 2024 adalah 120,00% dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan 

demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama 

tahun 2024 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran 

strategis. 

 

6.1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi, 

Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu dan 

Memenuhi Standar 

a. Perbandingan Kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

 Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Persentase dokumen 

perencanaan, 

penganggaran, 

monitoring, evaluasi, 

laporan kinerja dan 

laporan keuangan yang 

diselesaikan tepat waktu 

dan memenuhi standar 

100 100 100 100 100 100 100 100,00 

 

Dikonversi 

menjadi 120,00 

(Sangat Baik) 

 

Realisasi indikator “Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, 

evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan 

memenuhi standar” tahun 2024 adalah 100% dari target tahun 2024 yaitu 100%, 

sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Sesuai dengan pedoman SAKIP di 

lingkungan BPOM, untuk indikator yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi 

target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120,00%. 

Jumlah dokumen yang disusun sesuai dengan yang ditetapkan oleh suprasistem 

berdasarkan siklus perencanaan dan penganggaran dengan total 54 dokumen. 

Dengan demikian, capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120,00% dengan 

kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2024 karena 

dokumen tersebut harus disusun setiap tahun.  

 

Dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan 

laporan keuangan meliputi:  

1. Dokumen perencanaan (7 dokumen): a) Evaluasi Paruh Waktu Renstra BPOM 

/ Grand Design POM / Kajian Kebijakan; b) Renstra/Evaluasi Paruh Waktu 

Renstra Settama; c) Renja BPOM; d) Arah Kebijakan/RKT BPOM (tahun n+1); 

e) Arah Kebijakan/RKT Settama tahun n+1; f) PK dan RAPK BPOM (tahun n+1); 

g) PK dan RAPK Settama (tahun n+1).  

2. Dokumen penganggaran (6 dokumen): a) DIPA/POK; b) Pedoman KIE; c) 

Dokuman usulan target Penerimaan dan Penggunaan PNBP; d) Juklak/Juknis 

pelaksanaan anggaran dan kegiatan; e) Dokumen Standar Biaya; f) RKAKL 

Pagu Anggaran. 
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3. Dokumen laporan keuangan (9 dokumen): a) Laporan Keuangan BPOM 

(Tahunan, Audited, Semester I, TW III), b) Laporan Keuangan Satker Settama 

(Tahunan, Audited, Semester I, TW III), c) Laporan Evaluasi Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA).  

4. Dokumen monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja (18 dokumen): a) Laporan 

Kinerja BPOM; b) Laporan Kinerja Sekretariat Utama; c) Laporan Tahunan 

BPOM; d) Lapkin interim BPOM (3 dok); e) Laporan Kinerja interim Settama (3 

dok); f) Buku kinerja dalam angka Settama (4 dok); g) Buku kinerja dalam angka 

BPOM (4 dok); h) Prosiding REN (1 dok). 

5. Dokumen perencanaan, monitoring evaluasi daerah dan hibah (14 dokumen): 

a) Rekapitulasi RKA DAK-NF, b) Petunjuk Operasional DAK, c) Laporan 

Monitoring dan Evaluasi DAK, d) Laporan Monitoring dan Evaluasi hibah-revisi 

DIPA hibah. 

 

Cara perhitungan indikator “Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, 

monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat 

waktu dan memenuhi standar” yaitu jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu 

dibagi dengan jumlah dokumen yang diselesaikan/dihasilkan. Pada tahun 2024 

telah disusun sejumlah 54 dokumen dari target 54 dokumen, sehingga capaiannya 

yaitu 100,00%, dengan rincian sebagai berikut: 

 

Dokumen Realisasi Kumulatif 

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 

Perencana

an 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 7 

Pengangga

ran 

0 0 2 2 2 3 3 3 5 5 6 6 

Monitoring, 

evaluasi, 

dan laporan 

kinerja 

1 3 5 7 9 10 12 14 14 16 16 18 

Perencana

an, 

monitoring 

evaluasi 

daerah dan 

hibah 

3 3 3 5 5 5 8 8 8 11 11 14 

Laporan 

Keuangan 

BPOM 

0 2 2 2 4 4 6 6 6 8 8 9 

Total 4 8 12 16 20 22 29 32 34 43 44 54 

 

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain 

Perbandingan kinerja menggunakan data tahun 2023 karena data tahun 2024 

belum diperoleh pada saat penyusunan Lapkin ini. 
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Tabel 25 Perbandingan Kinerja Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, 

Evaluasi, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BPOM dibandingkan dengan K/L Lain 

No Nama K/L Indikator 2023 

1 Badan 

Pengawas 

Obat dan 

Makanan 

Persentase dokumen perencanaan, 

penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan 

kinerja dan laporan keuangan yang 

diselesaikan tepat waktu dan memenuhi 

standar 

100% 

2 BPS Persentase dokumen/laporan Perencanaan 

dan Penganggaran yang terbit tepat waktu 

100% 

3 Setkab Persentase Tingkat Pemanfaatan Dokumen 

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan 

dan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan 

Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet 

85,14% 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa BPOM dan BPS memiliki indikator yang sama 

yaitu terkait penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran secara tepat 

waktu. Sedangkan Sekretariat Kabinet RI mengukur pemanfaatan dari dokumen 

yang telah disusun, tidak pada jumlah dokumen yang disusun. 

 

c. Analisis pendukung keberhasilan 

Pada tahun 2024, indikator kinerja telah tercapai sesuai dengan target. 

Pencapaian ini didukung dengan upaya untuk memenuhi peraturan dan pedoman 

yang ditetapkan suprasistem, serta menyusun dokumen sesuai dengan batas 

waktu yang ditentukan. 

 

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp11.356.380.400,00 dengan realisasi Rp11.353.531.704,00 (99,97%). 

Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 120,00%, maka diperoleh indeks 

efisiensi sebesar 1,20 dengan tingkat efisiensi 0,20 (kategori Efisien). Hal ini 

disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran 

yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang 

telah tercapai targetnya untuk pendampingan unit kerja utamnya satker baru di 

tahun 2024 dan satker yang meningkat statusnya. 

 

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan  

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian 

indikator antara lain: 

1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembahasan Arah Kebijakan BPOM Tahun 

2024. 

2) Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2024. 

3) Penyusunan Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan 

(PJP POM) Menuju Indonesia Emas 2045. 

4) Trilateral Meeting Tahap 1 Renja BPOM Tahun Anggaran 2024. 
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5) Forum Diskusi Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2024. 

6) FGD penyusunan Laporan Kinerja. 

7) Penyusunan Lapkin BPOM dan Sekretariat Utama tahun 2022. 

8) Penyusunan Laporan Kinerja interim BPOM dan Sekretariat Utama Triwulan 

IV Tahun 2022 dan Triwulan I, II, III tahun 2024. 

9) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti 

dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh satuan 

kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB. 

10) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit 

Kerja Pusat dan UPT s.d Triwulan III Tahun 2024 (termasuk SMART DJA, 

Monev Bappenas, Simetris menu e-Performance). 

11) Penyusunan Buku Kinerja BPOM dalam angka Triwulan IV Tahun 2022, 

Triwulan I, II, III tahun 2024. 

12) Penyusunan Juklak Anggaran dan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 

BPOM. 

13) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker. 

14) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama TA 2023 unaudited dan 

audited.  

15) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama Semester I dan TW III 

TA 2024. 

16) Penyusunan Matriks Peran Hasil Tahun 2024. 

17) Diseminasi Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Nonfisik BOK POM TA 

2024. 

18) Monitoring Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus DAK 

Nonfisik BOK POM TA 2023. 

19) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM TA 2024. 

20) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Hibah TA 2024. 

 

 
Gambar 29 Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2024 

 

f. Upaya peningkatan kinerja 

1) Sosialisasi, bimtek dan pendampingan terkait perencanaan, penganggaran, 

monev, keuangan serta urusan daerah dan hibah dilakukan secara berkala dan 

rutin. 

2) Optimalisasi penggunaan TIK dalam pelaksanaan bisnis proses. 

3) Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIMETRIS dengan 

pengintegrasian aplikasi lain yang ada di BPOM 



 LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2024 

113 

 

 

 

Sasaran 7 Organisasi Yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan 

Tepat Ukuran 

IKU  

1. Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan 

2. Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 

9001:2015 

 

Tabel 26 Pencapaian Sasaran Ketujuh Tahun 2024 

No Indikator Renstra 

2024 

2020 2021 2022 2023 Capaian PK 2024 

T R R R R T R % 

1 Persentase unit 

organisasi yang 

dilakukan 

penataan 

100 100 100,00 100,00 100,00 100 100 100,00 

 

Dikonversi 

menjadi 120,00 

(Sangat Baik) 

2 Persentase unit 

organisasi yang 

menerapkan 

proses bisnis 

sesuai ISO 

9001:2015 

100 100 100,00 100,00 100,00 100 100 100,00 

 

Dikonversi 

menjadi 120,00 

(Sangat Baik) 

3 Nilai Penilaian 

Mandiri 

Maturitas SPIP 

BPOM 

- - - - - 4 4,21 105,25 

(Sangat Baik) 

 
Capaian SS 5 115,09 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Organisasi yang Tepat Fungsi, 

Tepat Proses, dan Tepat Ukuran” tahun 2024 adalah 115,09% dengan kategori 

“Sangat Baik”. Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan 

program/kegiatan selama tahun 2024 serta anggaran telah digunakan secara efektif 

untuk mencapai sasaran strategis. 

 

7.1. PERSENTASE UNIT ORGANISASI YANG DILAKUKAN PENATAAN 

a. Perbandingan kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Persentase 

unit organisasi 

yang dilakukan 

penataan 

100 100 100 100 100 100 100 100,00 

 

Dikonversi 

menjadi 120,00 

(Sangat Baik) 
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Realisasi indikator “Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan” tahun 

2024 adalah 100% dari target tahun 2024 yaitu 100%, sehingga capaian indikator 

adalah 100,00%. Sesuai dengan pedoman SAKIP di lingkungan BPOM, untuk 

indikator yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian 

indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120,00%. Hal ini disebabkan 

karena jumlah unit organisasi yang dilakukan penataan tidak mungkin lebih dari 

jumlah unit organisasi yang ditargetkan untuk dilakukan penataan. Dengan 

demikian, capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120,00% dengan kategori 

‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2024, namun demikian 

terdapat perbedaan unit organisasi yang dilakukan penataan tiap tahunnya.  

 

Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit 

pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Unit kerja BPOM 

meliputi 30 unit kerja eselon II pusat, 3 Balai di lingkungan P3OMN, dan 76 UPT 

BPOM terdiri dari 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka POM di 37 

provinsi. 

 

Penataan organisasi dilakukan melalui evaluasi dan analisis untuk menilai 

ketepatan fungsi, ketepatan proses (tata laksana), dan ketepatan ukuran organisasi, 

yang hasilnya disampaikan kepada Menteri PANRB. Penataan organisasi dilakukan 

terhadap unit kerja yang mengacu pada kerangka kelembagaan BPOM Tahun 

2020-2024 sebagai berikut: 

− Tahun 2020: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat dan UPT 

− Tahun 2021: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat 

− Tahun 2022: Penataan organisasi UPT 

− Tahun 2024: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat 

− Tahun 2024: Penataan organisasi UPT 

 

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang dilakukan penataan yaitu dengan 

membandingkan Unit Kerja Pusat dan atau UPT yang dilakukan penataan 

organisasi dengan total Unit Kerja Pusat dan atau UPT. Pada tahun 2024 dilakukan 

penataan terhadap unit organisasi dari 109 total Unit Kerja Pusat (30 unit eselon II 

pusat dan 3 Balai di lingkungan P3OMN) dan UPT (21 Balai Besar POM, 21 Balai 

POM, dan 34 Loka POM), yang sudah dilakukan penataan organisasi sebanyak 109 

Unit Kerja Pusat dan atau UPT, sehingga persentase unit organisasi yang dilakukan 

penataan sebesar 100%. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah bahwa setiap lembaga instansi 

pemerintah pusat wajib melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah paling 

singkat 3 (tiga) tahun sekali. BPOM telah melakukan evaluasi kelembagaan pada 

tahun 2021 sehingga perlu melakukan evaluasi kelembagaan kembali tahun 2024. 

Evaluasi kelembagaan dilakukan pada 2 (dua) tingkatan organisasi, terdiri dari 

tingkatan tertinggi organisasi yaitu instansi BPOM termasuk UPT (organization wide 

level) dan tingkatan satu tingkat di bawahnya (suborganization wide level) atau 6 

(enam) unit organisasi JPT Madya. 
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Selain itu, sebagai tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi, BPOM telah 

melakukan penataan organisasi melalui penyesuaian sistem kerja pada seluruh unit 

kerja pusat dan UPT. Penyesuaian sistem kerja dilakukan melalui penghapusan 

peran koordinator dan subkoordinator dengan memanfaatkan mekanisme tim kerja 

yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Sistem Kerja pada BPOM Untuk Penyederhanaan Birokrasi. 

 

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari evaluasi kelembagaan BPOM tahun 2024 

dengan hasil rekomendasi perlu dilakukan penataan organisasi UPT pada BPOM, 

telah dilakukan evaluasi klasifikasi UPT BPOM tahun 2024 telah dilakukan terhadap 

76 UPT menggunakan instrumen sesuai Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2023 

tentang Kriteria Klasifikasi UPT pada BPOM. Hasil evaluasi diperoleh peningkatan 

11 Loka POM menjadi Balai POM, peningkatan 2 Balai POM menjadi Balai Besar, 

serta perubahan 2 lokasi UPT BPOM. Hasil evaluasi dan penataan UPT BPOM ini 

telah mendapatkan persetujuan tertulis Izin Prinsip Menteri PANRB nomor 

B/1710/M.KT.01/2024 tanggal 16 Desember 2024 hal Usul Penataan Organisasi 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. 

 

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain 

Indikator persentase unit organisasi yang dilakukan penataan tidak ditemukan 

pembandingnya di K/L lain. Namun demikian, keberhasilan penataan dan 

penguatan organisasi dapat dilihat dari hasil evaluasi kelembagaan sesuai 

Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi 

Kelembagaan Instansi Pemerintah. Perbandingan hasil evaluasi kelembagaan 

BPOM dan K/L lain tahun 2023 sebagai berikut: 

 
Gambar 30 Perbandingan Hasil Evaluasi Kelembagaan BPOM dan K/L lain Tahun 2023 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi kelembagaan BPOM lebih 

tinggi dibandingkan dengan Setkab dan DPR RI, namun lebih rendah dibandingkan 

PPATK. Dengan demikian BPOM perlu mengoptimalkan struktur dan proses 

organisasi untuk peningkatan efektivitas pencapaian kinerja organisasi. 
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c. Analisis pendukung keberhasilan 

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh adanya koordinasi yang efektif 

antara BPOM dengan Kementerian PANRB dalam melakukan pembahasan terkait 

penataan Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Selain itu pembentukan Tim Evaluasi 

Kelembagaan BPOM Tahun 2021 telah memudahkan dalam rangkaian kegiatan 

evaluasi kelembagaan sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. 

 

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp703.434.000,00 dengan realisasi Rp703.417.119,00 (99,998%). Dibandingkan 

dengan capaian indikator sebesar 120,00%, maka diperoleh indeks efisiensi 

sebesar 1,20 dengan tingkat efisiensi 0,20 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan 

karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal. 

Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai 

targetnya untuk pembahasan intensif dengan UPT dan KemenPAN RB dalam 

rangka penguatan organisasi UPT. 

 

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan 

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian 

indikator antara lain: 

1. Penataan dan penguatan organisasi unit kerja Pusat BPOM. 

Dalam rangka penataan dan penguatan organisasi unit kerja Pusat BPOM, 

telah dilakukan pembahasan Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2024 

mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Pertemuan ini dihadiri Tim 

Evaluasi Kelembagaan BPOM pada tanggal 26 April 2024. Berdasarkan hasil 

evaluasi kelembagaan BPOM tahun 2024 dengan nilai rata-rata sebesar 

84,87 dapat disimpulkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi 

BPOM dinilai tergolong sangat efektif dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 27 Hasil Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2024 

No Responden Nilai Peringkat Komposit 

1 BPOM 84.63 P-5 

2 Sekretariat Utama 84.91 P-5 

3 Inspektorat Utama 87.91 P-5 

4 Deputi I 84.33 P-5 

5 Deputi Ii 85.66 P-5 

6 Deputi III 84.95 P-5 
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No Responden Nilai Peringkat Komposit 

7 Deputi IV 81.69 P-5 

Rata-rata 84.87 P-5 

 

Hasil evaluasi kelembagaan BPOM ini telah disampaikan kepada 

Kementerian PANRB melalui Surat Sekretaris Utama Nomor 

OT.01.02.2.06.24.469 tanggal 21 Juni 2024 hal Hasil Evaluasi Kelembagaan 

BPOM Tahun 2024. 

2. Penataan Organisasi UPT BPOM melalui evaluasi klasifikasi UPT BPOM 

tahun 2024 terhadap 76 UPT berdasarkan data Laptah UPT TA 2023 telah 

mendapatkan persetujuan tertulis izin prinsip Menteri PANRB tanggal 16 

Desember 2024 yang terdiri atas: 

a. Peningkatan 11 Loka POM menjadi Balai POM. 

b. Peningkatan 2 Balai POM menjadi Balai Besar POM. 

c. Pengubahan 2 Lokasi UPT. 

Dengan demikian, saat ini terdapat 23 Balai Besar POM, 30 Balai POM, dan 

23 Loka POM atau total 76 UPT BPOM di 37 provinsi. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja  

1) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara BPOM dengan Kementerian 

PANRB dalam melakukan pembahasan terkait penataan Organisasi dan Tata 

kerja BPOM. 

2) Melakukan pendampingan evaluasi klasifikasi UPT BPOM. 

 

7.2. PERSENTASE UNIT ORGANISASI YANG MENERAPKAN PROSES BISNIS 

SESUAI ISO 9001:2015”  

a. Perbandingan kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

Realisasi Capaian PK 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Persentase unit 

organisasi yang 

menerapkan proses 

bisnis sesuai ISO 

9001:2015 

100 100 100 100 100 100 100 100,00 

 

Dikonversi 

menjadi 120,00 

(Sangat Baik) 

 

Realisasi indikator “Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis 

sesuai ISO 9001:2015” tahun 2024 adalah 100% dari target tahun 2024 yaitu 100%, 

sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Sesuai dengan pedoman SAKIP di 

lingkungan BPOM, untuk indikator yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi 

target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120,00%. 

Hal ini disebabkan karena jumlah unit organisasi yang menerapkan proses bisnis 

sesuai ISO 9001:2015 tidak mungkin lebih dari jumlah unit organisasi yang 
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dilakukan audit penerapan ISO 9001:2015. Dengan demikian, capaian indikator ini 

dapat dikonversi menjadi 120,00% dengan kategori ‘Sangat Baik’.  

 

Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit 

pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Penambahan total 

unit kerja pusat dan UPT berdasarkan pembentukan unit kerja pusat dan UPT baru 

(dikecualikan untuk perubahan nomenklatur unit kerja), dihitung pada tahun n+2. 

Proses bisnis adalah hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi 

untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar 

menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. 

Penerapan proses bisnis BPOM dilakukan sesuai Sistem Manajemen Mutu (Quality 

Management System) berdasarkan perolehan sertifikat ISO 9001:2015. 

  

Cara perhitungan indikator persentase unit organisasi yang menerapkan proses 

bisnis sesuai ISO 9001:2015 yaitu dengan membandingkan unit organisasi yang 

menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 dengan total unit organisasi. Pada 

tahun 2024, unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 

sejumlah 104 unit organisasi dari 104 total unit organisasi di BPOM (100,00%).  

 

b. Analisis pendukung keberhasilan 

Kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang menunjang 

keberhasilan yaitu: 

a. Koordinasi yang baik dengan BSN dalam hal pelaksanaan Surveilan QMS secara 

kombinasi on-site dan remote audit. 

b. Koordinasi yang baik dan pendampingan oleh LKPP dalam hal pelaksanaan 

Surveilan QMS secara kombinasi on-site dan remote audit 

c. Pemberian Bimtek Awareness QMS dan pendampingan audit Unit Kerja. 

 

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp2.094.035.000,00 dengan realisasi Rp2.094.016.188,00 (99,999%). 

Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 120,00%, maka diperoleh indeks 

efisiensi sebesar 1,20 dengan tingkat efisiensi 0,20 (kategori Efisien). Hal ini 

disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang 

optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah 

tercapai targetnya untuk pendampingan dan penyiapan unit kerja/satker baru yang 

belum mengimplementasikan ISO 9001:2015. 

 

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan 

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian 

indikator antara lain: 

1. Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi Manajemen Puncak BPOM 

Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi Manajemen Puncak telah 

dilaksanakan pada 11-12 Juni 2024. Audit Internal dilaksanakan untuk 

memeriksa kesesuaian antara kriteria mencakup kebijakan, prosedur, standar, 

peraturan perundang-undangan, persyaratan sistem manajemen mutu ISO 
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9001:2015. Audit Internal dilakukan secara on site dengan Tim Auditor Internal 

yang ditunjuk oleh Koordinator Auditor Internal (Inspektorat II). Hasil Audit 

Internal terdapat 7 temuan saran peningkatan/Area for Improvement (AFI) dan 

14 aspek positif pada periode Juli 2023 s.d. Mei 2024. Adapun terhadap Saran 

Peningkatan/Area for Improvement (AFI), seluruh unit terkait agar melakukan 

tindak lanjut perbaikan dan melaporkan perkembangan tindak lanjut secara 

tertulis kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku Koordinator 

Manajemen Representatif selambatnya tanggal 31 Juli 2024. 

 

 
Gambar 31 Pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi Manajemen 

Puncak BPOM pada 11-12 Juni 2024 

 

2. Persiapan Surveilan/Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 

45001:2018 BPOM 

Persiapan pengadaan surveilan/resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan 

ISO 45001:2018 BPOM tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan mulai bulan 

Januari s.d. Maret 2023. Dengan penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi 

(Integrated Management System) BPOM sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 

133 Tahun 2024, yang berpondasi pada pengintegrasian proses, pengintegrasian 

risiko dan pengintegrasian audit, maka metode audit 9001:2015 dilaksanakan 

secara multi-site atau terhadap entitas BPOM dengan pelaksanaan audit pada unit 

kerja sampel yang ditetapkan dengan tata cara dan kriteria tertentu. Untuk 

pelaksanaan audit ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 dilaksanakan secara 

single site atau terhadap setiap unit kerja yang tersertifikasi. 

 

Persiapan pengadaan surveilan/resertifikasi tersebut meliputi pembahasan proses 

audit, metode pengadaan, dan pembuatan dokumen pengadaan berupa KAK dan 

HPS. Pembahasan melibatkan PPK Biro Hukum dan Organisasi, Tim Inspektorat, 

dan Tim UKPBJ BPOM. Dokumen pengadaan yang dihasilkan telah disampaikan 

kepada Tim UKPBJ BPOM melalui surat PPK Biro Hukum dan Organisasi. 

Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai bahan seleksi pengadaan jasa 

konsultansi Surveilan/Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 

45001:2018 BPOM yang diumumkan melalui lpse.pom.go.id. 
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3. Sampai dengan 30 September telah dilakukan audit eksternal terhadap 9 unit kerja 

di BPOM dan masih berproses sampai dengan 15 November 2024. 

 

e. Upaya peningkatan kinerja  

1) Peningkatan intensitas kegiatan yang bertujuan meningkatkan awareness dan 

engagement organisasi dan seluruh pegawai dalam penerapan sistem 

manajemen mutu. 

2) Evaluasi sistem manajemen mutu menuju penerapan sistem manajemen 

terintegrasi (Integrated Management System). 

3) Evaluasi metode pelaksanaan surveilan QMS menuju pelaksanaan surveilan 

yang efektif dan efisien. 

 

7.3. NILAI PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP BPOM  

a. Perbandingan kinerja 

Indikator Target 

Renstra 

Realisasi Capaian 2024 

2024 2020 2021 2022 2023 T R % 

Nilai Penilaian Mandiri 

Maturitas SPIP BPOM 

- - - - - 4 4,211 105,28 

 

(Sangat Baik) 

 

Realisasi indikator “Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM” tahun 2024 

adalah 4,211 dari target tahun 2024 yaitu 4, sehingga capaian indikator adalah 

105,28% dengan kategori “Sangat Baik”. Indikator ini merupakan indikator baru di 

tahun 2024. 

 

Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM merupakan nilai terhadap hasil 

penilaian mandiri yang telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Tim Penjaminan 

Kualitas. Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian 

Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ 

Pemerintah Daerah. Batas waktu penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri 

(LHPM) yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas tingkat Lembaga adalah 30 Juni 

2024. Hasil Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM sebesar 4,21 telah 

diterima melalui Surat Plt. Inspektur Utama Nomor B-PI.06.07.7.07.24.481 tanggal 

9 Juli 2024 hal Penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas 

Penyelenggaraan SPIP-T di lingkungan Badan POM Tahun 2024. Unit organisasi 

adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis 

(Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. 

 

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain 

Perbandingan kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator Tingkat Maturitas 

SPIP Tahun 2023, karena nilai tahun 2024 belum dapat diperoleh pada saat 

penyusunan laporan kinerja ini. 
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Gambar 32 Perbandingan Tingkat Maturitas SPIP BPOM dengan K/L lain Tahun 2023 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tingkat maturitas SPIP BPOM memperoleh 

nilai tertinggi dibandingkan dengan Kemensos, BKN, dan DPR RI. Hal ini 

menunjukkan bahwa fektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan lebih baik dibandingka 3 K/L yang lain. Namun demikian, BPOM 

akan terus melakukan upaya perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi agar 

terdapat peningkatan tingkat maturitas SPIP BPOM.  

 

c. Analisis pendukung keberhasilan 

Capaian indikator tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian 

ini didukung dengan upaya untuk memenuhi peraturan dan pedoman yang 

ditetapkan, serta melengkapi kertas kerja dan data dukung yang diperlukan sesuai 

dengan batas waktu yang ditentukan. 

 

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah 

Rp283.174.000,00 dengan realisasi Rp283.169.246,00 (99,998%). Dibandingkan 

dengan capaian indikator sebesar 105,28%, maka diperoleh indeks efisiensi 

sebesar 1,05 dengan tingkat efisiensi 0,05 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan 

karena kinerja tercapai sesuai target dengan penggunaan anggaran yang optimal. 

Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai 

targetnya untuk pembahasan intensif kertas kerja PM SPIPT dengan tim dari BPK. 

 

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan 

Dari hasil evaluasi penilaian tahun 2023 khususnya terhadap komponen Struktur 

dan Proses, BPOM dinilai masih underestimate dalam menilai diri sendiri sehingga 

belum dapat mendongkrak nilai SPI secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, 

agar tim penilai didorong lebih percaya diri dalam menetapkan level maturitas per 

indikator namun tentunya dengan tetap didukung pemenuhan dokumentasi/data 
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dukung yang sesuai dengan pemenuhan level tersebut. Oleh karena itu 

pemahaman yang baik akan pemenuhan setiap parameter penilaian menjadi 

faktor penting, dengan harapan hal ini dapat dilihat dan dipahami bersama sama 

dengan pendampingan dari tim sekretariat penilaian. 

 

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan diantaranya : 

1. Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi 

BPOM 

Bimtek melibatkan tim penilai dari seluruh Satuan Kerja yang dilaksanakan 

pada 3 April 2024 di Depok dengan menghadirkan narasumber dari Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Melalui pelaksanaan Bimtek 

terdapat peningkatan pemahaman peserta yang diperoleh dari data evaluasi 

kegiatan dimana terdapat peningkatan pada rata-rata nilai post-test yaitu 

menjadi 80 dari 55 pada rata-rata nilai pre-test dan dapat menerbitkan sertifikat 

Bimtek pada 144 peserta atau 70,24% dari keseluruhan peserta 

 

 
Gambar 33 Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP 

Terintegrasi BPOM pada 3 April 2024 di Depok 

 

2. Workshop Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi 

BPOM pada 22-23 April 2024 yang melibatkan seluruh Tim Penilai yang telah 

ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.05.24.98 

tentang Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan BPOM.  

 

 
Gambar 34 Workshop Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP 

Terintegrasi BPOM pada 22-23 April 2024 
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